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ABSTRAK  
 
 
Dila Eka Juli Prasetya, S311508006, 2017, Politik Hukum Hubungan 
Kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Tesis : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Selain itu, juga 
mengkaji tentang konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sifat penelitian preskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, 
pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan 
bahan hukum primer dan sekunder.  
Hasil penelitian menjelaskan bahwa: Pertama, Politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
keuangan Desa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menunjukkan bahwa Pemerintah Desa memiliki posisi yang sangat 
vital dan strategis. Posisi ini sekaligus memberikan beban berat kepada 
Pemerintah Desa untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif dalam 
pengelolaan keuangan Desa. Kedua, Konstruksi ideal politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
keuangan Desa adalah melimpahkan kewenangan Pemerintah Desa yang 
berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya administratif kepada Kecamatan. Sehingga 
Pemerintah Desa cukup menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta 
laporan realisasi anggaran secara sederhana, yang selanjutnya secara detail dan 
teknis administratif diselesaikan oleh Kecamatan. 
Implikasi dari politik hukum yang berjalan saat ini adalah mengancam 
eksistensi otonomi Desa, karena hal-hal yang sifatnya administratif dalam 
pengelolaan keuangan Desa akan mengekang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa. Sehingga perlu pelimpahan kewenangan hal-hal yang sifatnya administratif 
kepada Kecamatan. Selain itu, pelimpahan ini sebagai bentuk optimalisasi peran 
Kecamatan yang bukan hanya menjadi alter ego dari Bupati/Walikota. 
 
Kata kunci: politik hukum, hubungan kewenangan, keuangan desa, konstruksi 
ideal 
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ABSTRACT 
 
Dila Eka Juli Prasetya, S311508006, 2017, Legal Politics of Authority 
Relations between Regency/City Governments and Village Governments on 
Villages’ Financial Management.  
Thesis: The Graduate Program in Law Science, Sebelas Maret University, 
Surakarta. 
 
 The objective of this research is to analyze the legal politics of authority 
relations between the regency/city governments and the village governments. It 
also studies an ideal construction of the legal politics of authority relations 
between the regency/city governments and the village governments on the 
villages’ financial management. 
 This research used the prescriptive normative legal research. It employed 
the statute, historical, and conceptual approaches. The data of research consisted 
of primary and secondary legal materials.  
 The results of research are as follows: Firstly, the legal politics of 
authority relations between the regency/city governments and the village 
governments on the villages’ finanacial management following the enactment of 
Law Number: 6 of 2014 regarding Villages show that the village governments 
have a very vital and strategic position. Such a position at the same time raises big 
burdens to the villages to manage administrative matters on the villages’ financial 
management. Secondly, the ideal construction of the legal politics of authority 
relations between  the regency/city governments and the village governments is 
by delegating the village governments’ authorities related to administrative 
matters to the governments at the sub-district levels so that they merely work on 
the preparations of income and expenditure budgets and reports on the budget 
realizations simply, but, their details and administrations technically are 
completed by the governments at the sub-district levels. 
 The implication of the on-going legal politics is that it threatens the 
existence of villages’ autonomy because the administrative matters on the 
villages’ financial management will restrict the administrations of the village 
governments. Thus, the delegation of authority on the administrative matters to 
the upper governments (sub-district governments) is required. In addition, such a 
delegation is a form of role optimization of the sub-district governments, which is 
not merely as an alter ego of the regents or mayors. 
 
Keywords: legal politics, authority relations, villages’ financial management, 
ideal construction 
 
 
1 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Desa merupakan satuan pemerintahan terbawah sekaligus terdepan 
dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui Pemerintah 
Desa.1 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa ditegaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.2 
Dalam realitasnya, diskusi mengenai Desa sekurang-kurangnya akan 
menimbulkan 3 (tiga) macam penafsiran, meliputi (a) sosiologis yaitu Desa 
diasosiasikan dengan masyarakat yang hidup secara sederhana; (b) ekonomi 
yaitu Desa merupakan suatu lingkungan ekonomi dan penduduknya berusaha 
memenuhi hidupnya, dan (c) politik yaitu Desa sebagai suatu organisasi 
pemerintahan atau kekuasaan yang mempunyai wewenang karena merupakan 
bagian dari negara.3 
Berdasarkan data penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat Institut Pertanian Bogor tahun 2011 sebanyak 63,41 (enam puluh 
tiga koma empat puluh satu) per seratus penduduk Negara Republik Indonesia 
tinggal di Desa.4 Jumlah penduduk tersebut tersebar di 74.754 (tujuh puluh 
                                                          
1  Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, Hukum Pemerintahan Desa: Perspektif, 
Konseptualisasi, dan Konteks Yuridis, Absolute Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 239. 
2 Josef Mario Monteiro, Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah: Konsepsi, 
Kewenangan, Organisasi Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah, Pustaka Yustisia, 
Yogyakarta, 2016, hlm. 122. 
3 Mashuri Mascab, Politik Pemerintahan Desa, Penerbit PolGov, Yogyakarta, 2013, hlm. 
1-2. 
4 Aida Vitayala Hubeis dkk, Menuju Desa 2030, Crestpent Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 
9. 
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empat ribu tujuh ratus lima puluh empat) Desa di seluruh pelosok Negara 
Republik Indonesia.5  Pengaturan Desa dalam peraturan perundang-undangan 
mulai dari awal Negara Republik Indonesia berdiri hingga era reformasi sangat 
tidak menentu dan karakteristiknya berubah-ubah. Mulai dari era Orde Lama 
yang bersifat sentralistis yang kemudian otonom serta Orde Baru yang sangat 
sentralistis. Selanjutnya era reformasi hingga akhir tahun 2013 kurang 
memperhatikan Desa sebagai satuan pemerintahan seutuhnya, karena perhatian 
utama terletak pada pelaksanaan otonomi daerah yang bertitik tumpu pada 
daerah otonom, yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kondisi ini menyebabkan 
Desa tidak dapat berkembang sebagai sebuah satuan pemerintahan yang maju 
dan mandiri. 
Setelah melewati proses politik yang cukup panjang, akhirnya pada 
tanggal 18 Desember 2013 lahir Undang-Undang tentang Desa, yang kemudian 
setelah diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 disebut sebagai Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pengejawantahan dari komitmen politik 
untuk menempatkan Desa sebagai sendi negara yang sangat penting untuk 
mempercepat pembangunan negara.6 Selain itu, lahirnya Undang-Undang ini 
mendekati Pemilihan Umum Tahun 2014. Tidak terhindarkan kesan produk 
peraturan perundang-undangan ini dijadikan komoditas politik partai politik 
maupun politisi untuk meraup simpati para pemilih di masing-masing daerah 
pemilihan bersangkutan. 7  Demikian pula sebaliknya, Desa berinisiatif 
menyatakan dirinya mendukung partai politik tertentu.8 
                                                          
5  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data 
Wilayah Administrasi Pemerintahan. 
6 Tujuan utamanya adalah pembaruan perspektif, orientasi dan tata kelola menuju Desa 
yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Jika masa lalu Desa selalu dijadikan obyek eksploitatif 
oleh supradesa dengan risiko kemiskinan dan marginalisasi, kini di zaman pemihakan pada 
pelayanan rakyat, Desa dijadikan sebagai subyek pembangunan. Memberikan kewenangan Desa 
untuk mengatur dirinya, sebagai cerminan gerakan emansipasi lokal dalam hal mengelola sumber 
daya yang dimiliki dan hak yang melekat berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Tahun 1945. 
7 Hal ini mempengaruhi struktur pengelolaan Pemerintahan Desa selama hampir 1 (satu) 
tahun kepresidenan Joko Widodo. Tarik-menarik sebagian pengurusan dan klaim kewenangan 
antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDT) menjadi sinyal buruk. Tarik-ulur pembagian 
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Semangat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Desa ditempatkan dengan konstruksi hybrid fungsi self governing community9 
dan local self government dengan agenda utama pemenuhan visi reformasi 
Desa yang meliputi Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. Karena 
berbasis visi itu, maka Desa tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah 
administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai 
sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya 
secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.10 
Titik tekan dari visi reformasi desa adalah kemandirian Desa, mandiri 
artinya masyarakat Desa memiliki kualitas mampu untuk memenuhi sarana dan 
prasarana dasar, memenuhi kebutuhan pangan, menciptakan lapangan 
                                                                                                                                                               
kewenangan pengaturan mengenai desa, siapa yang nanti akan menjadi lead organization 
pengelolaan implementasi Undang-Undang tentang Desa, telah diperkirakan sejak lama. 
8 Di Jawa Tengah, ratusan Kepala Desa menyerahkan dukungan politiknya kepada Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dukungan tersebut dilakukan secara tertulis dan diserahkan 
secara langsung ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan 
politis yang dikemukakan oleh perwakilan Kepala Desa itu adalah sebagai bentuk loyalitas kepada 
atasan mereka (Bupati), yang memang berasal dari partai tersebut. Sementara alasan ekonominya 
bertujuan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pihak Bupati untuk pembangunan Desa 
kelak. Perwakilan Desa ini juga mengungkapkan alasan sosial. Bahwa jika bantuan keuangan 
tersebut kelak benar-benar terwujud maka secara tidak langsung para Kepala Desa tersebut ikut 
mensejahterakan rakyatnya. Di Bali, suara-suara ke arah politisasi Desa ini sudah mulai terdengar. 
Meski ini baru dalam taraf isu, tetapi harus secepatnya dihindarkan. Akan sangat merugikan bagi 
praktik kepolitikan Bali jika Desa pun terkena pengaruh politisasi ini. Karena itu, para politisi Bali 
harus berusaha mencegah agar cara-cara dukungan seperti demikian tidak terjadi di pulau ini. 
Segmentasi sosial Bali yang merupakan warisan masa lalu, terasa masih belum bisa dihapuskan. 
Janganlah segmentasi itu diperuncing lagi melalui politisasi Desa. 
9  Self Government memiliki arti yang luas. Namun, dalam bahasa kasarnya Self 
Government adalah suatu pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat terhadap Pemerintahan 
Daerah untuk mengatur pemerintah sendiri, kecuali menyangkut 3 (tiga) kebijakan moneter atau 
keuangan, keamanan, serta kebijakan luar negeri. Self-governing community historikalnya 
mempunyai tradisi panjang di Eropa maupun di Indonesia. Tradisi ini kembali ke negara-kota 
(city-states) kuno atau kembali ke badan rapat Desa dan gereja. Di negara-negara Eropa dikenal 
berbagai macam nama self-governing community, mulai dari Dewan Komunitas di 
Spanyol,Commune di Italia, Parish di Inggris. Di Indosesia memiliki pula self-governing 
community ini, seperti Nagari di Sumatera Barat, Lurah di Jawa, Lembang di Tana Toraja, Kuwu 
di Cirebon dan Kampung di Papua. Pada prinsipnya self-governing community adalah komunitas 
lokal beyond the state, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. 
Hanya saja di zaman modern negara-bangsa (nation-states) mengambil posisi dominan dalam 
sistem politik dan administrasi. Di masa sekarang tradisi self-goverining community tampak tidak 
menyandarkan pada kumpulan prinsip yang koheren, ia jelasnya adalah sekumpulan praktik yang 
berbeda dan beragam. Namun, dasar umumnya dapat ditemukan: komunitas lokal secara 
tradisional memiliki tingkat otonomi dalam pengelolaan urusan lokal. Sebutan “tingkat otonomi” 
menunjuk pada berbagai macam praktik dan pada sifat relatif independensi lokal.  
10 Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya, op.cit., hlm. 325.  
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pekerjaan dalam Desa, membangun pendidikan berbasis potensi lokal, 
membangun identitas yang berbasis nilai dan budaya masyarakat lokal, 
merencanakan pembangunannya sendiri, serta merumuskan dan mencapai 
kesejahteraan ekonomi dan sosialnya sendiri.11 
Berkaitan dengan jalan kemandirian Desa, Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa telah mengamanatkan kewenangan yang dimiliki 
oleh Desa dan sumber keuangan yang digunakan untuk menopang pelaksanaan 
kewenangan tersebut. Kewenangan Desa diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan Desa meliputi 
kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 
isitiadat. 12  Kewenangan yang dimiliki ini merupakan pengejawantahan dari 
skema desentralisasi politik. Untuk membangun otonomi Desa, desentralisasi 
harus didorong sampai pada level Desa di mana distribusi kewenangan tidak 
berhenti sampai level Kabupaten/Kota, namun sampai tingkat Desa.13 
Selanjutnya, sumber keuangan Desa diatur dalam Pasal 72 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pendapatan Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari: (a) Pendapatan 
Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong 
royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; (b) alokasi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara; (c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota; (d) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (e) bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
                                                          
11  Aida Vitayala Hubeis dkk, op.cit., hlm. 13-14. 
12Jimly Asshiddiqie, Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi 
Kehidupan Sosial Masyarakat Madani, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2015, hlm. 353. 
13  Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi: Kajian Politik Hukum 
tentang Konstitusi, Otonomi Daerah dan Desa Pasca Perubahan Konstitusi, Setara Press,  
Malang, 2013, hlm. 195. 
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dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; (f) Hibah dan sumbangan yang tidak 
mengikat dari pihak ketiga; dan (g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.14 
Implikasi utama dari adanya kewenangan dan sumber keuangan Desa 
adalah adanya hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Mengingat secara eksplisit kedudukan 
Desa diatur dalam Pasal  5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Sehingga titik tekan 
hubungan kewenangan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa adalah Kabupaten/Kota dengan Desa, termasuk di dalamnya 
dalam konteks hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa. 
Pengelolaan keuangan Desa merupakan kunci utama untuk mencapai 
visi reformasi Desa yang bersedikan utama kemandirian Desa, sehingga aspek 
hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa harus menjadi perhatian 
utama bagi segenap pihak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa belanja desa 
diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati 
dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Selain itu, dari 
segi pendapatan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota disalurkan melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota memiliki kewenangan strategis dalam pengelolaan keuangan 
Desa, karena menjadi satuan pemerintahan yang langsung di atas Desa.  
Dengan kondisi demikian, hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa harus sinkron, berimbang, 
dan tidak ada dominasi pada salah satu pihak, baik Kabupaten/Kota sebagai 
satuan pemerintahan supradesa maupun Pemerintah Desa sendiri. Apalagi 
besaran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Desa pada 
                                                          
14  Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakaria , Desa Kuat, Indonesia Hebat!, Penerbit 
Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm. 23. 
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tahun 2015 sebesar 9,1 (sembilan koma satu) triliyun dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan  2015 sebesar 20,8 (dua puluh 
koma delapan) triliyun, serta untuk besaran alokasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara untuk Desa pada tahun 2016 adalah 47 (empat puluh tujuh) 
triliyun.15 Adapun besaran alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
untuk Desa tahun 2017 adalah sebesar 60 (enam puluh) triliyun. 16  Sumber 
pendapatan itu baru yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara belum termasuk sumber yang lain sebagaimana amanat Pasal 72 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Berdasarkan paparan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji 
secara komprehensif dan mendalam mengenai politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan satuan pemerintahan di bawahnya, 
yaitu Pemerintah Desa terkait pengelolaan keuangan Desa. Peneliti melakukan 
kajian tentang ini karena hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa 
antara Kabupaten/Kota dan Desa merupakan kunci utama untuk mencapai visi 
reformasi Desa yang bersendikan pada kemandirian Desa, selain itu kajian ini 
belum banyak ditulis sebagai penelitian hukum. Pada pengkajian ini peneliti 
akan menuangkan dalan sebuah penelitian hukum yang berjudul “POLITIK 
HUKUM HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA 
KABUPATEN/KOTA DENGAN PEMERINTAH DESA DALAM 
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15  Yusuf Wibisono, (Mimpi) Anggaran Untuk Rakyat Miskin: Arah dan Strategi 
Pengelolaan APBN dari Era Orde Baru hingga Era Reformasi, Indonesia Dompet Dhuafa, 
Jakarta, 2016, hlm. 147. 
16  Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2017, terdapat dalam 
http://www.djpk.depkeu.go.id/?p=3871, diakses pada tanggal 31 Desember 2016, Pukul 14.00 
WIB. 
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B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa? 
2. Bagaimana konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
a. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan keuangan Desa. 
b. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis konstruksi ideal politik 
hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
2. Tujuan Khusus 
a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan peneliti dalam 
bidang ilmu hukum, khususnya mengenai politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan keuangan Desa. 
b. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat memperoleh gelar Magister 
Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai 
politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
b. Sebagai masukan tambahan referensi bagi penulisan hukum khususnya 
mengenai politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
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2. Manfaat Praktis 
a. Mengembangkan gagasan, penalaran, serta membentuk pola pikir peneliti  
terhadap ilmu yang diperoleh selama mengikuti bangku perkuliahan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak terkait khususnya mengenai 
politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Politik Hukum 
1. Pengertian Politik Hukum 
Sejumlah ahli pernah mengemukakan definisi tentang politik hukum. 
T.M. Radhie, mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan 
kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya 
dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Definisi ini 
mencakup ius constitutum atau hukum yang berlaku di wilayah negara pada 
saat ini dan ius constituendum atau hukum yang akan atau seharusnya 
diberlakukan di masa mendatang. Selanjutnya, Padmo Wahjono mengatakan 
bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, 
maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini kemudian diperjelas 
oleh Padmo Wahjono ketika mengemukakan di dalam majalah Forum 
Keadilan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara 
tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di 
dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.17 
Mantan Ketua Perancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 
Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan negara melalui 
badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan 
yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk 
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk 
mencapai apa yang dicita-citakan. Kemudian, di dalam bukunya yang terbit 
tahun 1986, Soedarto mendefinisikan politik hukum sebagai suatu usaha 
untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan 
dan situasi pada suatu waktu. Selanjutnya, sosiolog hukum Satjipto 
Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara 
yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu 
                                                          
17 Moh Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2011, hlm. 13-14. 
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dalam masyarakat. Di dalam studi politik hukum, menurut Satjipto 
Rahardjo, muncul beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (a) tujuan apa yang 
hendak dicapai melalui sistem yang ada?; (b) cara-cara apa dan yang mana 
yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut?; (c) 
kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah?; serta 
(d) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu 
dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai 
tujuan tersebut dengan baik?18 
Sunaryati Hartono tidak secara jelas merumuskan arti politik hukum. 
Namun, substansi pengertian darinya bisa ditangkap ketika dia menyebut 
hukum sebagai alat dan bahwa secara praktis politik hukum merupakan alat 
atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk 
menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa dan 
tujuan negara. 19  Dengan demikian, politik hukum mempunyai misi 
merancang atau melakukan perubahan terhadap hukum untuk memenuhi 
kebutuhan sesuai dengan perkembangan masyarakat.20 Selanjutnya, Abdul 
Hakim Garuda Nusantara, mendefinisikan politik hukum sebagai legal 
policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapakan atau dilaksanakan 
secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang meliputi: (a) 
pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada; (b) 
pembangunan hukum yang berintikan pembaruan atas hukum yang telah ada 
dan pembuatan hukum-hukum baru; (c) penegasan fungsi lembaga penegak 
hukum serta pembinaan para anggotanya; dan (d) peningkatan kesadaran 
hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan.21  
Menurut Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, politik hukum adalah 
kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, 
sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di 
                                                          
18 Ibid., hlm. 14. 
19 Ibid., hlm. 15. 
20 Yuherman, “Politik Hukum Peradilan dalam Praktek Penyelesaian Sengketa”, artikel 
dalam Jurnal Yustisia, edisi No. 81, 2010, hlm. 71 
21 Moh Mahfud MD, loc.cit. 
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masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. 22 
Selanjutnya, pendapat menurut Otong Rosadi dan Andi Desmon, politik 
hukum adalah proses pembentukan dan pelaksanaan sistem atau tatanan 
hukum yang mengatur kehidupan masyarakat dalam negara secara 
nasional.23 Pendapat yang hampir sama juga datang dari Abdul Latif dan 
Hasbi Ali yang menyatakan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu 
hukum yang menelaah perubahan ketentuan hukum yang berlaku dengan 
memilih sarananya untuk mencapai tujuan tersebut dalam memenuhi 
perubahan kehidupan masyarakat sebagai hukum yang dicita-citakan (ius 
constituendum).24 
Bernard L Tanya menyatakan bahwa politik hukum hadir di titik 
perjumpaan antara realisme hidup dengan tuntutan idealisme. Politik hukum 
berbicara tentang apa yang seharusnya yang tidak selamanya identik dengan 
dengan apa yang ada. Politik hukum tidak bersikap pasif terhadap apa yang 
ada, melainkan aktif mencari apa yang seharusnya. Dengan kata lain, politik 
hukum tidak boleh terikat pada apa yang ada, tetapi harus mencari jalan 
keluar kepada apa yang seharusnya. Oleh karena itu, keberadaan politik 
hukum ditandai oleh tuntutan untuk memilih dan mengambil tindakan. 
Karena politik hukum adalah menyangkut cita-cita/harapan, maka harus ada 
visi terlebih dahulu. Visi hukum, tentu harus ditetapkan terlebih dahulu, dan 
dalam jalur visi itulah bentuk dan isi hukum dirancang-bangun untuk 
mewujudkan visi tersebut. Jadi titik tolak politik hukum adalah visi hukum. 
Berdasarkan visi atau mimpi itulah, kita format bentuk dan isi hukum yang 
dianggap capable untuk mewujudkan visi tersebut.25 
Berbagai definisi tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa 
politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak 
                                                          
22  Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari,  Dasar-Dasar Politik Hukum, Rajawali Pers, 
Depok, 2012, hlm. 58. 
23  Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, 
Penerbit Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 5. 
24  Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11. 
25 Bernard L Tanya, Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama, Genta Publishing, 
Yogyakarta, hlm. 3. 
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dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai 
tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum 
merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan 
negara. Selain itu, politik hukum juga merupakan jawaban atas pertanyaan 
tentang mau diapakan hukum itu di dalam perspektif formal kenegaraan 
guna mencapai tujuan negara. Di dalam pengertian ini, pijakan utama politik 
hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem 
hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara 
tertentu. Dengan demikian politik hukum mengandung dua sisi yang tidak 
terpisahkan, yakni sebagai arahan pembuatan hukum atau legal policy 
lembaga-lembaga negara dalam pembuatan hukum dan sekaligus sebagai 
alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat sudah 
sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal policy tersebut untuk 
mencapai tujuan negara.26 
2. Karakter Politik Hukum 
Realitasnya jika terdapat hubungan tolak tarik antara politik dan 
hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem 
politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. 
Bilamana harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam 
kedudukan yang lebih lemah. Dalam kaitan ini, Lev mengatakan, untuk 
memahami sistem hukum di tengah-tengah transformasi politik harus 
diamati dari bawah dan dilihat peran sosial politik apa yang diberikan orang 
kepadanya. Karena lebih kuatnya konsentrasi energi politik, maka menjadi 
beralasan bahwa kerapkali otonomi hukum di Indonesia ini diintervensi oleh 
politik, bukan hanya dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam 
implementasinya. Sri Soemantri pernah menggambarkan hubungan antara 
hukum dan politik di Indonesia ibarat perjalanan lokomotif kereta api yang 
keluar dari relnya. Jika hukum diibaratkan rel dan politik diibaratkan 
                                                          
26 Moh Mahfud MD, op.cit., hlm. 15-16. 
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lokomotif maka sering terlihat lokomotif itu keluar dari rel yang seharusnya 
dilalui.27 
Sehubungan dengan lebih kuatnya energi politik dalam berhadapan 
dengan hukum, apa yang dikemukakan oleh Dahrendorf dapat memperjelas 
mengapa hukum menjadi cermin dari kehendak pemegang kekuasaan atau 
identik dengan kekuasaan. Dengan merangkup karya tiga sosiolog (Pareto, 
Mosca, dan Aron), Dahrendorf mencatat ada enam ciri kelompok dominan 
atau kelompok pemegang kekuasaan politik. Pertama, jumlahnya selalu 
lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Kedua, memiliki kelebihan 
kekayaan khusus untuk memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, 
intelektual, dan kehormatan moral. Ketiga, dalam pertentangan selalu 
terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. Keempat, 
kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi 
dominan dalam bidang politik sehingga elit penguasa diartikan sebagai elite 
penguasa dalam bidang politik. Kelima, kelas penguasa selalu berupaya 
memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada 
kelas/kelompoknya sendiri. Keenam, ada reduksi perubahan sosial terhadap 
perubahan komposisi kelas penguasa.28 
Bilamana menggunakan asumsi dasar bahwa hukum sebagai produk 
politik, maka politik akan sangat menentukan hukum sehingga studi ini 
meletakkan politik sebagai variabel bebas dan hukum sebagai variabel 
terpengaruh. Dalam kaitan ini, konfigurasi politik suatu negara akan 
melahirkan karakter produk hukum tertentu di negara bersangkutan. Di 
dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, yaitu susunan sistem 
politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara 
penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini 
ditentukan atas mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-
pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan 
diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang 
                                                          
27 Moh Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 20. 
28 Ibid., hlm. 22. 
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menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat 
pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. 
Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam 
konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui 
wakil-wakilnya untuk melencarkan kritik terhadap pemerintah. Sehingga 
dengan kondisi ini produk hukumnya berkarakter responsif/populistik. 
Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang 
mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam 
proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh 
kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya 
bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu 
dalam masyarakat.29 
 Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, yaitu 
susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat 
aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan 
kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan elite 
kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, 
dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan 
dominasi kekuasaan politik oleh elite politik yang kekal, serta di balik 
semua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi kekuasaan. Oleh 
sebab itu, dalam konteks ini produk hukumnya berkarakter 
ortodoks/konservatif/elitis. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah 
produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi elit politik, lebih 
mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, 
yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan 
dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-
tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. 
Perubahan konfigurasi politik dari otoriter ke demokratis atau sebaliknya 
berimplikasi pada perubahan karakter produk hukum.30 
                                                          
29 Ibid., hlm. 30-32. 
30 Ibid. 
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Menurut Bernard L Tanya, dalam konteks politik hukum hidup 
bernegara memiliki core atau pokok pikiran, yaitu demokrasi yang 
merakyat, demokrasinya rakyat secara keseluruhan. Sebuah demokrasi 
substantif, di mana seluruh rakyat dan kepentingannya menjadi poros 
penyelenggaraan negara. Dalam demokrasi yang berbasis kerakyatan, tidak 
diijinkan model-model “demokrasi angka” dan juga tidak diperbolehkan 
hadirnya “demokrasi lalat”. “Demokrasi angka” ditolak, karena yang 
dipentingkan bukan mayoritas minoritas tetapi keseluruhan rakyat. 
Demikian juga, “demokrasi lalat” ditolak, karena yang dipentingkan adalah 
hikmat dan kebijaksanaan.31 
Titik simpul dari politik hukum dalam hidup bernegara  ini adalah 
pada keputusan-keputusan menyangkut hidup bernegara. Pertama, sebuah 
keputusan haruslah merakyat, dalam arti luas harus merupakan hasil 
persetujuan dan berisi kehendak/kepentingan rakyat seutuhnya. Sebuah 
keputusan tidak boleh hanya representasi kepentingan golongan tertentu 
atau kelompok tertentu. Kedua, keputusan yang merakyat, yang dihasilkan 
melalui wakil-wakilnya, harus dijadikan titik tolak seluruh kebijakan 
lembaga dan aparatur negara. Ketiga, penentuan isi keputusan mengenai 
apapun (baik-buruk dan berhak-tidak berhak), bukan ditentukan oleh selera 
wakil-wakil di parlemen dan penyelenggara negara, tetapi oleh rakyat 
seutuhnya. Dengan demikian, tugas hukum dalam konteks politik hukum di 
bidang ini adalah menjamin dan memastikan bahwa seluruh keputusan dan 
kebijakan para wakil di parlemen dan penyelenggara negara lainnya, 
haruslah merupakan keputusan/kebijakan yang merakyat. Setiap keputusan 
yang tidak memenuhi kualifikasi merakyat harus ditolak dan batal dengan 
sendirinya. Selain itu, pihak yang mengambil keputusan dimaksud harus 
diadili dan dihukum karena telah melakukan “kejahatan demokrasi”.32 
Sejalan dengan pendapat Bernard L Tanya, Sunaryati Hartono 
mengatakan bahwa apabila kita menempatkan hukum sebagai jembatan 
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yang akan membawa kita kepada ide yang dicita-citakan, maka terlebih 
dahulu kita harus mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-
citakan oleh rakyat Indonesia. Setelah kita mengetahui bagaimana bentuk 
masyarakat yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, dapatlah dicari sistem 
hukum yang bagaimana yang dapat mewujudkan cita-cita yang dimaksud, 
dan politik hukum yang bagaimana yang dapat menciptakan sistem hukum 
nasional yang dikehendaki. Berhubungan dengan bentuk masyarakat yang 
dicita-citakan oleh rakyat Indonesia, menurut Sunaryati Hartono adalah 
suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang dicapai dengan 
cara yang wajar dan berperikemanusiaan, yang pada gilirannya tercapai 
keselarasan, keserasian, dan ketentraman di seluruh negeri. Sementara itu, 
terkait dengan sistem hukum nasional yang dapat mewujudkan masyarakat 
yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia dimaksud, menurut Sunaryati 
Hartono adalah sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.33 
Sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, yang akan diwujudkan melalui politik hukum nasional 
merupakan sistem hukum yang bersumber dan berakar pada berbagai sistem 
hukum yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang meliputi sistem 
hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Eropa. Dengan 
perkataan lain dapat dikatakan bahwa sistem hukum adat, sistem hukum 
Islam, dan sistem hukum Eropa merupakan bahan baku pembentukan sistem 
hukum nasional yang holistik dan komprehensif melalui politik hukum 
nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh komponen dan unsur-
unsur hukum nasional harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu. 
Dengan menggunakan pendekatan sistemik tersebut, mudah-mudahan akan 
terbentuk dan terwujud sebuah sistem hukum nasional yang holistik dan 
komprehensif yang berdasarkan filsafat Pancasila dan jiwa Undang-Undang 
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Dasar 1945 serta sekaligus akan terpenuhi segala kepentingan dan 
kebutuhan masyarakat Indonesia di masa yang akan datang.34 
Bagir Manan berpendapat bahwa tiada negara tanpa politik hukum. 
Politik hukum ada yang bersifat tetap (permanen) dan ada yang temporer. 
Politik hukum yang tetap, berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu 
menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan dan penegakan hukum. Bagi 
Indonesia, politik hukum yang tetap, antara lain:35 
a. Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia; 
b. Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan dan untuk memperkokoh 
sendi-sendi Pancasila; 
c. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara 
tertentu berdasarkan suku, ras atau agama. Kalaupun ada perbedaan 
semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka 
kesatuan dan persatuan bangsa; 
d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat; 
e. Hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem 
hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam 
pergaulan masyarakat; 
f.   Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi 
masyarakat; dan 
g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat), terwujudnya masyarakat Indonesia yang 
demokratis dan mandiri serta telaksananya negara berdasarkan atas 
hukum dan berkonstitusi. 
Politik hukum temporer adalah kebijaksanaan yang ditetapkan dari 
waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Termasuk ke dalam kategori ini 
hal-hal seperti penentuan prioritas pembentukan peraturan perundang-
undangan. Penghapusan sisa-sisa peraturan perundang-undangan kolonial, 
pembaruan peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, penyusunan 
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35 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Penerbit PSH Fakultas Hukum 
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peraturan perundang-undangan yang menunjang pembangunan nasional dan 
sebagainya. Politik hukum tidak terlepas dari kebijaksanaan di bidang lain. 
Penyusunan politik hukum harus diusahakan selalu seiring dengan aspek-
aspek kebijaksanaan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. 
Namun demikian, setidak-tidaknya ada 2 (dua) lingkup utama politik 
hukum, yaitu:36 
a. Politik pembentukan hukum; dan 
b. Politik penegakan hukum. 
Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang 
bersangkutan dengan penciptaan, pembaharuan, dan pengembangan hukum. 
Politik pembentukan hukum mencakup:37 
a. Kebijaksanaan (pembentukan) peraturan perundang-undangan; 
b. Kebijaksanaan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; 
dan 
c. Kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis. 
 
B. Hubungan Kewenangan 
1. Organisasi dan Kekuasaan Negara 
Reformasi Mei 1998 telah membawa berbagai perubahan mendasar 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia. 
Pertama, sejak jatuhnya Soeharto, kita tidak lagi memiliki pemimpin sentral 
dan menentukan. Munculnya pusat-pusat kekuasaan baru di luar negara 
telah menggeser kedudukan seorang Presiden Republik Indonesia dari 
penguasa yang hegemonik dan monopolistik menjadi kepala pemerintahan 
biasa, yang sewaktu-waktu dapat digugat bahkan diturunkan dari 
kekuasaannya. Kedua, munculnya kehidupan politik yang lebih liberal, yang 
melahirkan proses politik yang juga liberal. Ketiga, reformasi politik juga 
telah mempercepat pencerahan politik rakyat. Semangat keterbukaan yang 
dibawanya telah memperlihatkan kepada publik betapa tingginya tingkat 
                                                          
36 Ibid., hlm. 180. 
37 Ibid., hlm. 181. 
 
 
19 
 
distorsi dari proses penyelenggaraan negara. Keempat, pada tataran lembaga 
tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses checks and balances 
antara cabang-cabang kekuasaan telah berkembang sedemikian rupa bahkan 
melampaui konvensi yang selama ini dipegang, yakni “asas kekeluargaan” 
di dalam penyelenggaraan negara. Kelima, reformasi politik telah 
mempertebal keinginan sebagian elite berpengaruh dan publik politik 
Indonesia untuk secara sistematik dan damai melakukan perubahan 
mendasar dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.38 
Perubahan mendasar dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, 
dalam hal ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, salah satunya adalah terkait pergeseran doktrin 
penyelenggaraan negara, yaitu yang semula menganut pembagian 
kekuasaan menjadi pemisahan kekuasaan. Sebelum dilakukan amandemen 
Undang-Undang Dasar 1945, kedaulatan rakyat dianggap tercermin dalam 
kekuasaan lembaga tertinggi negara bernama Majelis Permusyawaratan 
Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Dari lembaga tertinggi inilah, 
kekuasaan dari rakyat itu dibagi-bagikan kepada lembaga-lembaga tinggi 
negara yang lain secara distributif (distribution of power atau division of 
power).39 
Oleh karena, paham yang dianut bukan pemisahan kekuasaan dalam 
arti horizontal (horizontal separation of power), melainkan pembagian 
kekuasaan dalam arti vertikal (vertical distribution of power). Sekarang 
sejak diadakannya amandemen pertama yang kemudian lebih dilengkapi 
lagi oleh amandemen kedua, ketiga, dan keempat Undang-Undang Dasar 
1945, konstitusi negara kita meninggalkan doktrin pembagian kekuasaan 
dan mengadopsi gagasan pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal 
(horizontal separation of power). Pemisahan kekuasaan itu dilakukan 
dengan menerapkan prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga 
konstitusional yang sederajat itu yang diidealkan saling mengendalikan satu 
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sama lain. Dengan adanya pergeseran pengertian demikian itu, maka 
konfigurasi kekuasaan dan kelembagaan negara juga mengalami perubahan 
secara mendasar. Sekarang tidak dikenal lagi adanya pengertian mengenai 
lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan lagi 
lembaga tertinggi negara seperti sebelumnya.40 
Istilah pemisahan kekuasaan merupakan terjemahan dari The 
Separation of Power. Dalam Black’s Law Dictionary istilah Separation of 
Power dirumuskan sebagai berikut: The division of governmental authority 
into there brances of government legislative, executive, and judicial each 
with specified duties on which neither of the other brances can encroach; 
the constitutional doctrine of checks and balances by which the people are 
procted against tyranny (pembagian kekuasaan pemerintahan ke dalam tiga 
cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang mempunyai 
tugas dan fungsinya masing-masing dan antar cabang tidak bisa saling 
mempengaruhi secara konstitusional, doktrin itu disebut checks and 
balances yang digunakan untuk melindungi masyarakat dan kekuasaan 
tirani).41 
Penyelenggaraan kekuasaan Negara Republik Indonesia mengadopsi 
teori trias politika dari Montesquieu dengan kombinasi prinsip checks and 
balances. Menurut Montesquieu kekuasaan negara dipisahkan menjadi 
badan yang berdiri sendiri, yaitu meliputi: kekuasaan perundang-undangan 
(legislatif), kekuasaan melaksanakan pemerintahan (eksekutif), dan 
kekuasaan kehakiman (yudikatif). Dengan ajaran ini Montesquieu 
berpendapat bahwa apabila kekuasaan perundang-undangan, kekuasaan 
melaksanakan pemerintahan, dan kekuasaan kehakiman, dan masing-masing 
kekuasaan itu dipegang oleh suatu badan yang berdiri sendiri, ini akan 
menghilangkan kemungkinan timbulnya tindakan yang sewenang-wenang 
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dari penguasa, atau tegasnya tidak memberikan kemungkinan 
dilaksanakannya sistem pemerintahan absolutisme.42 
Berdasarkan konsep trias politika tersebut, maka sistem 
penyelenggaraan negara di Negara Republik Indonesia dipisah menjadi tiga 
cabang kekuasaan, Pertama, kekuasaan legislatif oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan 
Perwakilan Daerah. Kedua, kekuasaan eksekutif oleh Presiden. Ketiga, 
kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-
sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip 
checks and balances. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka 
kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-
baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara 
negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan 
dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan 
ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.43 
Pejabat merupakan subyek pemangku yang menjalankan wewenang 
yang melekat di lingkungan jabatan tertentu. Pemangku jabatan ini bertugas 
menjalankan pemerintahan sehingga disebut pemerintah. Berdasarkan 
beragam lingkungan jabatan, ada pemerintah di bidang legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Inilah yang diartikan pemerintah dalam arti luas. Pemerintah 
juga dapat diartikan dalam arti sempit, yaitu pemangku jabatan sebagai 
pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit lagi, pemerintah 
adalah penyelenggara administrasi negara.44 
Praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara kesatuan 
pada umumnya menggunakan cara sentralisasi dan desentralisasi. Dengan 
cara sentralisasi ekstrem, maka semua urusan pemerintahan (termasuk 
wewenangnya) dijalankan Pemerintah Pusat. Daerah hanya berperan 
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sebagai pelaksana. Sedangkan cara yang banyak digunakan adalah 
desentralisasi. Dengan cara ini, wewenang/urusan pemerintahan dibagi-bagi 
oleh Pemerintah Pusat. Ada wewenang/urusan yang tetap ditanganinya dan 
ada yang diserahkan atau ditugaskan pengurusannya pada daerah.45 
Cara-cara tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan 
pada sentralisasi sekaligus kelebihan desentralisasi, sedangkan kelebihan 
sentralisasi sekaligus merupakan kelemahan desentralisasi. Irawan Soejito 
mengemukakan bahwa kelemahan sistem sentralisasi pada umumnya, antara 
lain:46 
a. urusan-urusan yang bersifat kedaerahan harus ditangani secara sentral; 
b. dengan semakin kompleksnya urusan negara, tugas pemerintah menjadi 
lebih berat dan melebihi kapasitasnya; dan 
c. karena pusat kurang mengetahui secara detail tentang kedaerahan 
termasuk kebutuhannya, pelayanan pada daerah tidak baik. 
Adapun kelemahan sistem desentralisasi sebagai cara untuk 
menyelenggarakan pemerintahan antara lain meliputi:47  
a. struktur pemerintahan lebih kompleks sehingga relatif sulit 
dikoordinasikan; 
b. keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan 
daerah dapat lebih mudah terganggu; 
c. khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya 
daerahisme dan provinsialisme;  
d. keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama; dan 
e. diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit memperoleh keseragaman 
dan kesederhanaan. 
Berdasarkan hasil telaah terhadap berbagai aturan mengenai 
pemerintahan daerah sejak pada masa penjajahan sampai sekarang, Negara 
Republik Indonesia menggunakan cara kombinasi sentralisasi-desentralisasi. 
Hal itu dapat dilihat adanya 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di 
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daerah, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan medebewid; dan dua asas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu otonomi dan medebewid.48 
Dekonsentrasi pada hakikatnya merupakan sentralisasi juga, tetapi 
teknis pelaksanaannya diperlunak dengan melimpahkan wewenang kepada 
aparat pusat yang ada di daerah untuk menjalankan kebijakan pusat yang 
disesuaikan dengan kondisi tiap-tiap daerah. Mereka sering disebut aparat 
dekonsentrasi, seperti Gubernur, Panglima Daerah Militer, Kepala 
Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kantor Wilayah 
Kementerian, dan sebagainya. Dahulu dikenal dengan istilah pangrehpraja 
(zaman jepang), kemudian diubah setelah kemerdekaan dengan 
pamongpraja.49 
Desentralisasi merupakan pembagian wewenang Pemerintah Pusat 
pada badan tertentu untuk menjalankan fungsi pemerintahan tertentu 
(desentralisasi fungsional) atau penyerahan wewenang secara vertikal pada 
daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan 
pemerintahan tertentu yang ditetapkan sebagai urusan rumah tangga daerah 
(desentralisasi teritorial). Dalam rangka desentralisasi fungsional, misalnya 
pemerintah pusat memberikan wewenang khusus pada badan otorita 
(Batam, Jatiluhur, dan sebagainya). Adapun dalam rangka desentralisasi 
teritorial, pemerintah pusat memberikan otonomi daerah pada daerah. 50 
Medebewid atau tugas pembantuan berarti keikutsertaan Pemerintah Daerah 
untuk melaksanakan urusan Pemerintah Pusat di daerah itu, dalam arti 
bahwa organisasi pemerintah daerah memperoleh tugas dan kewenangan 
untuk membantu melaksanakan urusan-urusan Pemerintahan Pusat.51 
Prinsipnya, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan 
mendesentralisasikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh 
Pemerintah Pusat. Dalam proses desentralisasi, kekuasaan Pemerintah Pusat 
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dialihkan ke Pemerintahan Daerah sebagaimana mestinya sehingga terwujud 
pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah Kabupaten/Kota di seluruh 
Negara Republik Indonesia. 52  Sebagai sebuah upaya pengelolaan 
pemerintahan, legitimasi yang dijadikan sebagai semacam bingkainya. 
Ketika hal itu dipandang sebagai refleksi hubungan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah, legitimasinya adalah memberikan keleluasaan 
kepada daerah untuk mengembangkan jati dirinya. Kesemuanya itu 
dibingkai dengan satu tujuan yang bersifat ideal, yaitu meningkatkan 
kesejahteraan rakyat di daerah.53 
Implikasi utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya 
hubungan kewenangan, hubungan keuangan antara pusat dan daerah, 
hubungan pengawasan, hubungan dalam susunan organisasi Pemerintahan 
Daerah. Pertama, hubungan kewenangan. Hubungan kewenangan antara 
lain bertalian dengan dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan 
pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara 
penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau 
otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: (a) 
urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan 
pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula; (b) apabila sistem 
supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah 
otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara 
mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; (c) sistem hubungan 
keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti 
keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang 
gerak otonomi daerah.54 
Kedua, hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Pada umumnya, 
hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah terefleksi dalam 
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intergovernment fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada Pemerintah 
Daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money 
follows functions). Pendelegasian pengeluaran (expenditure assignment) 
sebagai konsekuensi diberikannya kewenangan yang luas serta tanggung 
jawab pelayanan publik tentunya harus diikuti dengan adanya pendelegasian 
pendapatan (revenue assignment). Tanpa pelimpahan ini, otonomi daerah 
menjadi tidak bermakna.55 Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan 
dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara 
proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, 
kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian 
kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk 
pengelolaan dan pengawasan keuangannya.56 
Ketiga, hubungan pengawasan. Robert J Mockler memberikan 
pengertian, bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistemik untuk 
menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 
merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan 
kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, 
menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil 
tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber 
daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam 
pencapaian tujuan. Pengawasan (control) terhadap pemerintah menurut 
Paulus Effendi Lotulung adalah upaya untuk menghindari terjadinya 
kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha 
preventif atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan 
itu, sebagai usaha represif.57  Bilamana dihubungkan dengan pengawasan 
terhadap pemerintah, terlihat bahwa pengertian umum pengawasan masih 
tetap relevan, alasannya: (a) pada umumnya sasaran pengawasan terhadap 
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pemerintah adalah pemeliharaan atau penjagaan agar negara hukum 
kesejahteraan dapat berjalan dengan baik dan dapat pula membawa 
kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat 
kepada pelaksanaan yang baik pula dan tetap dalam batas kekuasaannya; (b) 
tolok ukurnya adalah hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan serta 
tindakan pemerintah dalam bentuk hukum material maupun hukum formal 
(rechtmatigheid), serta manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat 
(doelmatigheid); (c) adanya pencocokan antara perbuatan dan tolok ukur 
yang telah ditetapkan; (d) jika terdapat tanda-tanda akan terjadi 
penyimpangan terhadap tolok ukur tersebut dilakukan tindakan pencegahan; 
(e) apabila dalam pencocokan menunjukkan telah terjadi penyimpangan dari 
tolok ukur, kemudian diadakan koreksi melalui tindakan pembatalan, 
pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan dan mendisiplinkan pelaku 
kekeliruan itu.58 
Keempat, hubungan dalam susunan organisasi pemerintahan daerah. 
Susunan organisasi pemerintahan daerah akan berpengaruh terhadap 
hubungan antara pusat dan daerah. Hal ini dapat dilihat dari peran dan 
fungsi masing-masing susunan atau tingkatan dalam penyelenggaraan 
otonomi. Artinya peran dan fungsi tersebut dapat ditentukan oleh 
pelaksanaan titik berat otonomi yang dijalankan. Pengaturan dan 
pelaksanaan titik berat otonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 
yaitu: sistem rumah tangga daerah, ruang lingkup urusan pemerintahan, dan 
sifat dan kualitas suatu urusan.59 
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan, 
penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang 
disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang 
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disebut dengan nama lain.60  Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah 
Desa juga terdapat pola seperti hubungan pusat dan daerah, hanya saja 
subyek utamanya adalah Desa dan Kabupaten/Kota, mengingat berdasarkan 
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan 
bahwa Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Selain itu, titik 
tekan pemerintah supradesa yang paling strategis dalam hubungannya 
dengan desa adalah Kabupaten/Kota. Sehingga 4 (empat) ruang lingkup 
hubungan pusat dan daerah dapat diadopsi dalam konteks hubungan Desa 
dengan Kabupaten/Kota, yang meliputi hubungan kewenangan, hubungan 
keuangan, hubungan pengawasan, hubungan dalam susunan organisasi 
pemerintahan. 
Pertama, hubungan kewenangan. Hubungan kewenangan ini 
tercermin mulai dari penataan Desa; kewenangan di bidang 
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, 
pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 
pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa; Perangkat Desa; Musyawarah 
Desa; pengaturan Badan Permusyawaratan Desa; Peraturan desa; 
Pembangunan Desa dan kawasan perdesaan; Badan Usaha Milik Desa; 
kerjasama Desa; dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat 
Desa. Kedua, hubungan keuangan. Hubungan keuangan desa dengan 
kabupaten/kota terlihat dalam peran Kabupaten/Kota sebagai titik sentral 
pengalokasian pendapatan Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota.  
Ketiga, hubungan pengawasan. Hubungan pengawasan dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi: memberikan pedoman 
pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh 
Desa; memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan 
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Kepala Desa; memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan 
partisipatif, melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 
melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; menetapkan 
pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa; mengawasi pengelolaan 
keuangan Desa pendayagunaan aset Desa; melakukan pembinaan dan 
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa; menyelenggarakan 
pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan 
Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat; memberikan 
penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga 
kemasyarakatan, dan lembaga adat; melakukan upaya percepatan 
pembangunan perdesaan; melakukan upaya percepatan pembangunan Desa 
melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis; 
melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan lembaga 
kerja sama antar Desa; dan memberikan sanksi atas penyimpangan yang 
dilakukan oleh Kepala Desa dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Keempat, hubungan dalam susunan organisasi pemerintahan. 
Hubungan dalam susunan organisasi pemerintahan tercermin dalam 
ketentuan bahwa Desa berkedudukan di Kabupaten/Kota. 
Berdasarkan perspektif Pemerintahan Daerah, Supriyono 
menjelaskan bahwa kemandirian dalam pengelolaan kewenangan daerah 
adalah dasar untuk mewujudkan efisiensi, akuntabilitas, pengendalian, dan 
otonomi. Kemandirian dalam pengelolaan kewenangan dapat terwujud 
apabila memenuhi beberapa prinsip. Pertama, stigler principle; 
pengambilan keputusan harus terjadi pada tingkatan terendah pemerintahan 
yang konsisten dengan tujuan efisiensi alokasi sumber daya. Kedua, 
principle of fiscal equivalency; keselarasan batasan politik dengan 
kemanfaatan atau keuantungan yang diperoleh, untuk itu diperlukan 
kejelasan yurisdiksi untuk setiap layanan publik. Ketiga, correspondence 
principle; kejelasan yurisdiksi yang berhubungan dengan kewenangan pusat 
dan daerah menyangkut penyediaan setiap barang publik untuk semua 
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lapisan masyarakat secara memuaskan. Keempat, decentralization theorem; 
setiap pelayanan publik harus disediakan dengan batasan yurisdiksi yang 
jelas melalui mekanisme kontrol yang bersifat terbatas, melembagakan dan 
biaya layanan. Kelima, subsidiary principle, belanja dan fungsi regulasi 
harus berada pada tingkatan pemerintahan terendah.61 Demikian pula, hal ini 
juga berlaku pada Pemerintah Desa yang memiliki prinsip-prinsip yang 
sama. 
2. Konseptualisasi Wewenang 
Henc van Maarseveen menggunakan  2 (dua) istilah dalam 
menjelaskan konsep ini, yakni ketika menganalisis Undang-Undang Dasar 
sebagai document van atribute, digunakan istilah kekuasaan (power), 
sedangkan dalam menganalisis pendelegasian digunakan istilah wewenang 
(authority). Ia juga mengemukakan ada dua konsep kekuasaan, yaitu 
kekuasaan yang tidak terkait dengan hukum disebut blotemacht atau dalam 
bahasa Inggris neck power. Di sisi lain kekuasaan yang berdasar pada 
hukum disebut wewenang.62 
Suwoto menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat 
mencakup muatan yang lebih luas dari wewenang. Dalam bukunya 
“Peralihan Kekuasaan Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato 
Nawaksara”, dikemukakan antara lain: “ ... selain kekuasaan derivatif, 
secara teoritis kekuasaan Presiden juga diperoleh secara atributif melalui 
beberapa pasal dalam UUD 1945 ... Kekuasaan yang diperoleh secara 
atributif oleh Presiden berdasarkan UUD 1945 telah cukup kuat bagi 
Presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. Kekuasaan 
pemerintahan negara yang dimaksud meliputi kekuasaan eksekutif dan 
kekuasaan selaku kepala negara. Presiden sebagai kepala eksekutif dan 
kepala negara, sebenarnya sudah sah dan secara operasional dapat 
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62 Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah: Perspektif Teori 
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melaksanakan kegiatan pemerintahan sejak terpilih atau dilantik oleh MPR 
dan disumpah (bersumpah) dihadapan Mahkamah Agung (MA) ...”.63 
Beberapa pernyataan tersebut secara teoritis, kekuasaan secara sah 
diperoleh melalui atribusi dan devariatif. Kekuasaan yang diperoleh secara 
atribusi (atributie van macht) bersumber pada Undang-Undang Dasar atau 
konstitusi melalui asas-asas pembagian kekuasaan. Kekuasaan devariatif 
yang terdiri dari delegasi dan mandat bersumber dari pelimpahan 
kekuasaan. Di balik itu, Philipus M Hadjon, memakai istilah wewenang 
yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Kedua istilah itu 
sering disejajarkan dengan istilah bevoegheid dalam bahasa Belanda. 
Namun, harus dibedakan bahwa konsep bevoegheid digunakan baik dalam 
konsep hukum publik maupun hukum privat, sedangkan konsep wewenang 
atau kewenangan hanya digunakan dalam konsep hukum publik. Dengan 
mengutip pendapat FAM Stroink, dikemukakan bahwa dalam konsep 
hukum publik, wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara 
dan hukum administrasi.64  
Perspektif hukum tata negara, wewenang (bevoegheid) 
dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht). Dengan demikian 
dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. 
Dikemukakan pula dari segi komponennya wewenang sebagai konsep 
hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) unsur atau elemen, 
yaitu:65  
a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subyek hukum; 
b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa setiap wewenang 
pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya; dan 
c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang, 
baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk 
jenis wewenang tertentu). 
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Secara umum, dalam khasanah hukum administrasi dikenal 3 (tiga) 
sumber kewenangan pemerintah, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat. 
Ketiga sumber wewenang pemerintah tersebut diuraikan lebih lanjut di 
bawah ini: 
a. Atribusi 
Kekuasaan pemerintah yang langsung diberikan undang-undang 
disebut atribusi. HD van Wijk memberikan pengertian: attributie: 
toekening van een bestuurbevoegheid door een wetgever aan een 
bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh 
pembuat undang-undang kepada pemerintah). Dijelaskan bahwa 
pembentukan undang-undang orisinil (orginaire wetgevers) maupun 
membentuk undang-undang yang diwakilkan (gedelegeerde wetgevers) 
memberikan  kekuasaan kepada suatu organ pemerintahan yang dibentuk 
pada kesempatan itu atau kepada organ pemerintahan yang sudah ada. 
Sebagaimana dinyatakan berikut ini, Een wetgever schept een (nieuwe) 
bestuursbeveoegdheid en kent die toe aan een bertuursorgan. Dat kan 
een bestaand bestuursorgan zijn, of een voor de gelegenheid nieuw 
geschappen bestuursorgan (pembuat undang-undang menciptakan suatu 
wewenang pemerintahan (yang baru) dan menyerahkan kepada suatu 
lembaga pemerintahan. Ini bisa berupa lembaga pemerintahan yang telah 
ada, atau lembaga pemerintahan baru yang diciptakan pada kesempatan 
tersebut).66 
Senada dengan HD van Wijk, Indroharto mengemukakan bahwa 
atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu 
ketentuan dalam perundang-undangan baik yang diadakan oleh original 
legislator ataupun delegated legislator. Adanya pengaruh perubahan 
pandangan dari wetmatigheid van bestuur menjadi rechtmatigheid van 
bestuur mempengaruhi juga konsep atribusi. Sumber wewenang 
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pemerintah tidak lagi mutlak semata-mata dari undang-undang sebagai 
produk gedelegeerde wetgevers yang dipegang oleh pemerintah.67 
b. Delegasi 
Delegasi menurut HD van Wijk: overdraacht van een bevoegheid 
van het ene bestuursorgaan (penyerahan wewenang pemerintahan dari 
suatu badan atau pejabat pemerintah kepada badan atau pejabat yang 
lain). Setelah wewenang diserahkan maka pemberi wewenang tidak 
mempunyai wewenang lagi. Sebagaimana ditegaskan: Van delegatie van 
bestuurbevoegheid is spreke wanner een bevoegheid van een 
bestuursorgaan wordt overgedragen aan een ander orgaan, dat die 
bevoegheid gaat uitoefenen in plaats van het oorspronkelijk bevoegheid 
van A was, is voortaan bevoegheid van B (en niet meer van A) (kita dapat 
berbicara tentang delegasi wewenang pemerintahan bilamana suatu 
wewenang lembaga pemerintahan diserahkan kepada lembaga lain, yang 
menjalankan wewenang tersebut dan bukannya lembaga yang semula 
berwenang. Delegasi dengan demikian disimpulkan sebagai penyerahan: 
apa yang semula merupakan wewenang A, sekarang menjadi wewenang 
B (dan bukan lagi A)).68 
Stroink dan Steenbeek menjelaskan lebih lanjut bahwa delegasi 
hanya dapat dilakukan apabila badan yang melimpahkan wewenang 
sudah mempunyai wewenang melalui atribusi. Sebagaimana dikatakan: 
delegatie gaat het om het overgragen vam een reeds bestanande 
bevoegheid (door het orgaan dat die bevoegheid geattributueerd hefft 
gekregen, aan een ander orgaan) (delegasi menyangkut pelimpahan 
wewenang dari wewenang yang sudah ada (oleh organ yang telah 
mempunyai wewenang secara atributif kepada organ lain)).69 
Tidak  berbeda dengan Stroink dan Steenbeek, delegasi oleh 
Indroharto diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang sudah ada oleh 
badan atau pejabat pemerintah yang telah memperoleh wewenang 
                                                          
67 Ibid. 
68 Ibid., hlm. 127. 
69 Ibid. 
 
 
33 
 
pemerintah secara atribusi kepada badan atau pejabat pemerintah lain. 
Wewenang yang didapat dari delegasi dapat disubdelegasikan lagi 
kepada subdelegataris. Ketentuan delegasi mutatis mutandis berlaku juga 
untuk subdelegasi. Mengenai hal ini HD van Wijk menegaskan: De 
gewone vorm van delegatie is die, waarbij een in eerste instantie aan een 
besturrsorgaan geattribueerde bestuursbevoegheid door dit orgaan 
wordt overgedragen aan een ander bestuursorgaan. Maar ook de 
delegataris kan deze bevoegdheid soms weer doorgeven; dan is er sprake 
van subdelegatie. Voor subdelegatie gelden, mutatis mutandis, dezefde 
regels als voor delegatie (Bentuk delegasi yang biasa adalah bentuk, di 
dalam instansi pertama suatu wewenang pemerintahan yang 
dilambangkan kepada suatu lembaga pemerintahan yang lainnya. Tetapi 
juga pihak yang didelegasikan kadang-kadang bisa menyerahkan 
wewenang ini; maka kita dapat berbicara tentang subdelegasi. Untuk 
subdelegasi berlaku, mutatis mutandis, peraturan sama seperti untuk 
delegasi). Pendapat Indroharto agaknya mengacu kepada pengertian HD 
van Wijk maupun Stroink dan Steenbeek, karena terdapat kesamaan baik 
dalam pengertian maupun dalam perumusannya.70 
c. Mandat 
Wewenang yang diperoleh, melalui atribusi maupun delegasi 
dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan, apabila pejabat 
yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup melakukan sendiri. HD 
van Wijk menjelaskan arti dari mandat yaitu: Een bestuursorgaan laat 
zijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander (suatu organ 
pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas 
namanya). Lebih lanjut dikatakan bahwa Is het orgaan dat officieel een 
bepaalde bestuursbevoegdheid bezit (krachtens attributie of delegatie) in 
feite niet in staat die bovoegdheid ook persoonlijk te henteren, dan zal 
aan dat orgaan ondergeschikte ambtenaren kunen opdragen, de 
bevoegdheid uit te oefenen namens het eigenlijk bevoegde orgaan. In dat 
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geval is er sprake van mandaat (Bila orang yang secara resmi memiliki 
wewenang pemerintahan tertentu (karena atribusi atau delegasi) tidak 
dapat menangani senderi wewenang tersebut, maka para pegawai 
bawahan dapat diperintahkan untuk menjalankan wewenang tersebut atas 
nama organ yang sesungguhnya diberi wewenang. Dalam hal ini bisa 
berbicara tentang mandat).71 
Berbeda dengan delegasi, pada mandat, mandan atau pemberi 
mandat tetap berwenang untuk melakukan sendiri wewenangnya apabila 
ia menginginkan, dan memberi petunjuk kepada mandataris mengenai 
apa yang diinginkannya. Mandat tetap bertanggungjawab atas tindakan 
yang dilakukan mandataris sebagaimana dikatakan HD van Wijk bahwa 
Bij mandaat is er geen sprake van een bevoegdheidsverschuiving in 
juridische zin; nu gehandeld wordt namens het betrokken 
bestuursorgaan, worden de handelingen ook aan dat orgaan 
toegerekend; het blijven, juridische gesroken, besluiten van het orgaan 
zelf. Er is hier sprake van een vorm vetegenwoordiging van het 
bestuurorgan. De mandaatgever (mandans) blijft dan ook bevoegd de 
bevoegdheid zelf te hanteren indien hij dat menst; hij kan zijn 
mandatarrisen alle annwijingen geven die hij nodig acht; hijis geheel 
veranwoordelijk voor de krachtens mandaat genomen besluiten juridisch 
gesproken is de mandataris niet een ander dan de mandans (Pada mandat 
kita tidak bisa berbicara tentang pemindahan kekuasaan/wewenang di 
dalam arti yuridis; sekarang setelah ditangani atas nama lembaga 
pemerintahan yang bersangkutan, penangannya juga diserahkan kepada 
lembaga tersebut; berbicara secara yuridis ini tetapi merupakan 
keputusan lembaga itu sendiri. Di sini kita bisa berbicara tentang suatu 
bentuk perwakilan lembaga pemerintahan. Pemberi mandat (mandan) 
juga tetap berwenang untuk menangani sendiri wewenang bilamana ia 
kehendaki; ia bisa memberikan kepada para mandatarisnya segala 
petunjuk yang dianggapnya perlu; ia seluruhnya bertanggung jawab atas 
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keputusan yang diambil berdasarkan mandat. Secara yuridis, perkataan 
mandataris tidak lain dari perkataan mandan).72 
Indroharto menambahkan bahwa pada mandat tidak terjadi 
perubahan wewenang yang sudah ada dan merupakan hubungan internal 
pada suatu badan, atas penugasan bawahan melakukan suatu tindakan 
atas nama dan atas tanggung jawab mandat. Selain itu dikenal pula 
mandat kepada bukan bawahan. Menurut HD van Wijk apabila tidak ada 
ketentuan hukum yang jelas maka mandat yang demikian hanya sah jika 
dipenuhi 3 (tiga) syarat:73 
1) de mandataris aanvaardt het mandat (mandaris menerima pemberian 
mandat); 
2) de gemandateerde bevoegdheid ligh in de steer van de normale 
bevoegdheden van de mandataris en (wewenang yang diberikan 
adalah wewenang sehari-hari dan mandataris); dan 
3) de betrokken wettelijke regeling verzet zich niet tegen (deze vorm van) 
mandatering (ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 
menentang pemberian mandat).  
Secara ringkas mengenai sumber sebagai cara memperoleh 
wewenang sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa setiap 
tindak pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang 
sah, dan diperoleh melalui 3 (tiga) sumber, yaitu: atribusi, delegasi, dan 
mandat. Kewenangan atribusi dikonsepsikan melalui pembagian 
kekuasan negara oleh Undang-Undang Dasar. Kewenangan delegasi dan 
mandat, meskipun sama-sama diperoleh melalui pelimpahan, akan tetapi 
kewenangan yang berasal dari delegasi dan mandat berbeda. 
Perbedaannya digambarkan dalam skema berikut: 
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  Mandat Delegasi 
a. Prosedur 
pelimpahan 
Dalam hubungan rutin 
atasan bawahan: hal biasa 
kecuali dilarang secara 
tegas. 
Dari suatu organ 
pemerintahan kepada organ 
lain dengan peraturan 
perundang-undangan. 
b. Tanggung 
jawab dan 
tanggung 
gugat 
Tetap pada pemberi 
mandat. 
Tanggung jawab dan 
tanggung gugat beralih pada 
delegataris (penerima 
delegasi). 
c. Kemungkinan 
si pemberi 
menggunakan 
wewenang  itu 
lagi 
Setiap saat dapat 
menggunakan sendiri 
wewenang yang 
dilimpahkan itu. 
Tidak dapat menggunakan 
wewenang itu lagi kecuali 
setelah ada pencabutan 
dengan berpegang pada asas 
contrarius actus. 
Tabel 1. Perbedaan Mandat dengan Delegasi 
 
Selain itu, perbedaan mandat dengan delegasi menurut pendapat 
Heinrich Triepel, dalam bukunya Delegation und Mandat in-offentlichen 
Recht, dikemukakan definisi delegasi sebagai konsep hukum publik, 
sebagai berikut: dengan pendelegasian dalam pengertian hukum publik 
dimaksudkan tindakan hukum pemangku sesuatu wewenang kenegaraan, 
jadi negara atau kotapraja menyerahkan kompetensinya, seluruhnya atau 
sebagaian, kepada subyek lain. Definisi ini mendeskripsikan bahwa 
delegasi menyebabkan beralihnya kompetensi atau kewenangan dapat 
sebagian, dapat pula seluruhnya dari delegator ke delegataris. Setelah 
terjadi pendelegasian, maka delegataris melaksanakan kewenangannya 
yang telah diperbesar atas namanya dan tanggung jawabnya sendiri. 
Sebaliknya, si pemegang mandat atau mandataris bertindak alieno 
nomine atas nama pihak lain, yakni atas nama mandan.74 
Suatu yang menarik, mandat dapat berupa Opdracht atau suruhan 
pada suatu alat perlengkapan (organ) untuk melaksnakan kompetensinya 
sendiri. Dapat pula berupa Volmacht atau pemberian wewenang untuk 
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melaksanakan kekuasaan penuh kepada suatu subyek lain, untuk 
menjalankan kompetensi atas nama si pemberi mandat. Merujuk 
pandangan Triepel itu, menjadi persoalan apakah pelimpahan 
kewenangan atau kompetensi dari Bupati/Walikota kepada Camat 
merupakan delegasi atau mandat. Dari analisis Philipus M Hadjon, jelas 
bahwa pelimpahan wewenang oleh Bupati/Walikota kepada Camat bukan 
delegasi seperti pendapat Sadu Wasistiono, tetapi mandat karena Camat 
kedudukannya sebagai alat perlengkapan Kabupaten/Kota, dengan 
demikian adalah bawahan Bupati/Walikota. Hanya saja yang perlu 
dicermati dalam penelitian apakah mandat yang dilimpahkan kepada 
Camat berupa Opdracht (suruhan) atau Volmacht (wewenang penuh) 
untuk bertindak atas nama sendiri atau atas nama Bupati/Walikota.75 
3. Otonomi Desa 
Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang disebut 
sebagai otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga 
sendiri, dalam hukum adat sebenarnya istilah otonomi tidak dikenal oleh 
bangsa Indonesia. Istilah otonomi Desa merupakan ciptaan bangsa Belanda 
ketika menjajah di Indonesia, yang diawali pada masa pemerintahan 
Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1817 yang 
mengatakan bahwa desa-desa di pantai utara Pulau Jawa menjalankan hak 
otonomi penuh dan berkuasa memilih Kepala Desanya sendiri, maka dalam 
pemerintahan Belanda, 37 (tiga puluh tujuh) tahun sesudah Gubernur 
Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles, pengertian tentang hak otonomi 
Desa itu baru disahkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu tahun 
1854. Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara asing 
tersebut, maka Desa di Indonesia sebagai daerah hukum paling tua 
menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah.76 
Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti sendiri 
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dan namos yang berarti undang-undang atau aturan (tertulis dalam arti 
dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu).77 
Konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia bukan saja hanya desentralisasi kewenangan kepada 
daerah otonom yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu 
yakni pengakuan ataupun perlindungan terhadap adanya otonomi Desa 
sebagai otonomi asli bangsa Indonesia  sejak sebelum datangnya  kolonial 
Belanda dengan istilah yang beraneka ragam. Pengakuan dimaksud bukan 
hanya di atas kertas saja seperti kebebasan nama Desa dan sebagainya, 
tetapi juga harus memberikan implementasi pengakuan terhadap 
kewenangan-kewenangan Desa, terutama kewenangan asli (oroginair) yang 
telah turun temurun diketahui sebagai kewenangan Desa. Dalam hal ini 
yang harus dijadikan patokan adalah pengakuan atas keanekaragaman 
sebagai dasar pemikiran dalam desain otonomi Desa.78 
 
Gambar 1. Desain Otonomi Desa 
 
Melihat diagram di atas menunjukkan bahwa otonomi Desa harus 
menjadi inti dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan 
                                                          
77 Samsul Wahidin, op.cit., hlm. 3. 
78 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, Republik Desa: Pergulatan Hukum Tradisional dan 
Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 10. 
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catatan bahwa otonomi Desa bukan merupakan cabang dari otonomi daerah, 
karena yang memberi inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah otonomi Desa. Otonomi Desa 
harus menjadi pijakan dalam pembagian struktur ketatanegaraan Indonesia 
mulai dari pusat sampai ke daerah yang kemudian bermuara pada regulasi 
otonomi Desa yang tetap berpedoman pada keaslian Desa sebagai kesatuan 
masyarakat hukum.79 Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat, 
dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya 
pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh 
Desa tersebut.80 Selain itu, otonomi Desa mengandung prinsip keleluasaan 
(discretionary), kekebalan (imunitas), dan kapasitas (capacity). Keterpaduan 
antara keleluasaan dan kapasitas bakal melahirkan kemandirian Desa, yakni 
kemandirian mengelola pemerintahan, mengambil keputusan, dan 
mengelola sumber daya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi 
masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah 
prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pengembangan 
prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat 
Desa secara berkelanjutan.81 
Berkaitan dengan adanya pengakuan atas otonomi Desa ini, dalam 
wacana politik hukum, dikenal adanya 2 (dua) macam konsep hak 
berdasarkan asal usulnya. Masing-masing hak berbeda satu sama lainnya. 
Pertama, yaitu hak yang bersifat pemberian (hak berian), dan kedua adalah 
hak yang merupakan bawaan yang melekat pada sejarah asal usul unit yang 
memiliki otonomi itu (hak bawaan). Dengan menggunakan dua pembeda 
ini, maka otonomi daerah termasuk bersifat pemberian. Karena itu, 
                                                          
79 Ibid., hlm. 11. 
80  HAW Widjaja, Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh, 
Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 168. 
81 Abdur Rozaki dkk, Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa, Penerbit Ire Press, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 53. 
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wacananya bergeser dari hak menjadi wewenang (authority). Kewenangan 
selalu merupakan pemberian, yang selalu harus dipertanggungjawabkan. 82 
Berbeda dengan hak yang bersifat pemberian adalah hak yang 
bersifat bawaan, yang telah tumbuh dan berkembang dan terpelihara oleh 
suatu kelembagaan (institution) yang mengurus urusan rumah tangganya 
sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, konsep hak yang bersifat bawaan inilah yang melekat pada daerah 
yang bersifat istimewa yang memiliki hak asal usul. Karena itu, berbeda 
dengan Pemerintah Daerah, Desa dengan otonomi Desa, yang muncul 
sebagai akibat diakuinya hak asal usul dan karenanya bersifat istimewa itu 
memiliki hak bawaan.83 
Perlindungan konstitusi terhadap otonomi Desa secara implisit juga 
diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa Identitas budaya dan hak masyarakat 
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. 
Dalam hal ini, hak masyarakat tradisional tidak boleh hanya ditafsirkan 
sebagai hak-hak parsial misalnya dalam bidang ekonomi, hak-hak politik, 
sosial, hukum, budaya, dan lain sebagainya termasuk hak-hak untuk 
membentuk pemerintahan berdasarkan kultur dan adat istiadat yang secara 
turun temurun telah berlaku dalam masyarakat setempat. Terlebih lagi 
dengan adanya norma konstitusi dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa 
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum 
adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Menurut Bagir Manan, dalam 
pengakuan terhadap keanekaragaman (pluralitas) otonomi Desa, harus 
tampak dalam 2 (dua) hal, yakni: Pertama, Pemerintahan Desa tidak harus 
                                                          
82 R Yando Zakaria, Merebut Negara: Beberapa Catatan Reflektif tentang Upaya-Upaya 
Pengakuan, Pengembalian, dan Pemulihan Otonomi Desa, Lapera Pustaka Utama bekerja sama 
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mempergunakan nama Desa. Diperbolehkan mempergunakan nama menurut 
adat seperti Dusun, Marga, Nagari, Meunasah, Gampong, Negorij, dan lain 
sebagainya. Kedua, pengakuan terhadap otonomi asli.84 
Otonomi Desa telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, salah satu asas yang dianut adalah asas rekognisi, 
yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan 
Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya, juga ditegaskan dalam Pasal 19 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kewenangan 
desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan 
lokal berskala desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.85  Ketentuan Pasal 19 huruf a merupakan 
pencerminan dari pengakomodasian otonomi Desa. Adapun penjabaran dari 
Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
terdapat dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. 
 
Pasal 34 
(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
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b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan Desa sesuai 
dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 
 
Secara lebih teknis Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur dalam Pasal 7 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. 
 
Pasal 7 
(1) Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit terdiri atas:  
a. sistem organisasi masyarakat adat;  
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;  
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;  
d. pengelolaan tanah kas Desa; dan  
e. pengembangan peran masyarakat Desa.  
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi 
kewenangan berdasarkan hak asal usul lainnya dengan 
mengikutsertakan Pemerintah Desa.   
(3) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota menetapkan kewenangan hak asal usul lainnya dengan 
memperhatikan situasi, kondisi, dan kebutuhan. 
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(4) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa. 
 
Berdasarkan paparan tersebut dapat ditarik suatu benang merah 
bahwa kekhasan otonomi Desa, minimal dapat ditinjau dari 2 (dua) aspek. 
Pertama, otonomi Desa bukan merupakan implikasi dari adanya penyerahan 
kewenangan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada 
Pemerintah Desa melalui kebijakan desentralisasi penyelenggaraan 
pemerintahan, meskipun dalam kedudukan Pemerintahan Desa sebagai 
subsistem dari pemerintahan nasional, tetap diatur pula tentang hubungan 
keuangan serta hubungan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah dengan Pemerintahan Desa. Kedua, otonomi 
Desa diselenggarakan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat 
masyarakat setempat, sehingga otonomi Desa lebih bermakna sebagai 
otonomi masyarakat Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan 
bersama sesuai dengan sistem nilai sosial budaya masyarakat setempat, 
meskipun dalam pelaksanaannya perlu menggunakan pola administrasi 
pemerintahan modern.86  
Selain itu, gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi 
(tujuan dan manfaat) sebagai berikut:87 
a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 
b. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan; 
c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat; 
d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan ke 
masyarakat; 
e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan 
kebutuhan lokal; 
f.   Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa; 
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g. Memberikan kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa 
untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa; 
h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan 
pembangunan; 
i.   Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah 
desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat; dan 
j.   Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal. 
Namun, harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada 
kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh 
karenanya, dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam 
penyelenggaraan otonomi Desa, tidak boleh dilakukan secara kebablasan 
sehingga Desa merasa seakan terlepas dari ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan Kecamatan, 
Kabupaten, Provinsi ataupun dengan Pemerintah Pusat, bertindak semau 
sendiri dan membuat peraturan Desa tanpa memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Pelaksanaan hak, 
wewenang, dan kebebasan otonomi Desa menuntut tanggung jawab untuk 
memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan 
kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku.88 
  
C. Keuangan Desa 
1. Pengertian Keuangan Desa 
Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban 
Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan 
barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 
Hak dan kewajiban Desa menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, 
dan pengelolaan keuangan Desa.  
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Bilamana ditelusuri ke belakang yaitu sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa keuangan Desa hanya 
ditopang dengan dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Desa (pungutan, 
hasil kekayaan desa, gotong royong dan swadaya masyarakat) serta bantuan 
dari pemerintah. Namun, secara empirik, ada beberapa masalah yang 
berkaitan dengan keuangan Desa. Pertama, besaran anggaran Desa sangat 
terbatas. Pendapatan Asli Desa sangat minim, antara lain karena Desa tidak 
mempunyai kewenangan dan kapasitas untuk menggali potensi sumber-
sumber keuangan Desa. Karena terbatas, anggaran Desa tidak mampu 
memenuhi kebutuhan kesejahteraan perangkat Desa, pelayanan publik, 
pembangunan Desa apalagi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran Desa 
sangat tidak mencukupi untuk mendukung pelayanan dasar seperti 
pendidikan, kesehatan dan perumahan. Dengan kalimat lain, ada 
kesenjangan fiskal antara keuangan pemerintah supradesa dengan 
Pemerintah Desa.89 
Kedua, ada kesenjangan antara tanggung jawab dan responsivitas 
dengan partisipasi masyarakat dalam anggaran Desa. Partisipasi masyarakat 
dalam anggaran pembangunan Desa sangat besar, sementara tanggung 
jawab dan responsivitas sangat kecil. Sebagian besar anggaran 
pembangunan Desa, terutama pembangunan fisik (infrastruktur), ditopang 
oleh gotong royong atau swadaya masyarakat. Sementara besaran dana dari 
pemerintah sangat kecil, yang difungsikan sebagai stimulan untuk 
mengerahkan (mobilisasi) dana swadaya masyarakat. Padahal kekuatan dari 
warga masyarakat sangat terbatas, mengingat sebagaian besar warga desa 
mengalami kesulitan untuk membiayai kebutuhan dasar (sandang, papan, 
pangan, pendidikan, dan kesehatan) bagi keluarganya masing-masing.90 
Ketiga, skema pemberian dana pemerintah kepada Desa kurang 
mendorong pemberdayaan. Dahulu ada Dana Pembangunan Desa (Inpres 
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Bandes) selama 30 (tiga puluh) tahun yang dibagi secara merata sebesar 
sepuluh juta rupiah (terakhir tahun 1999), yang sudah ditentukan dan 
dikontrol dari atas, sehingga Desa tidak bisa leluasa dan berdaya 
menggunakan anggaran. Lagi pula, alokasi dana yang merata kepada 
seluruh Desa hanya berfungsi sebagai stimulan, yang tidak mencerminkan 
aspek keragaman (kondisi geografis dan sosial ekonomi Desa) dan keadilan. 
Baik Desa miskin maupun kaya akan memperoleh alokasi yang sama, yang 
justru tidak mengakat kesejahteraan dan kemandirian Desa.91 
Adapun formulasi pendapatan desa saat ini berlaku dan diharapkan 
mampu mematik semangat kemandirian desa diatur dalam Pasal 72 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan 
bahwa pendapatan desa bersumber dari: 
a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa; 
b. alokasi Anggara Pendapatan dan Belanja Negara; 
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota; 
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
f.   hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. lain-lain pendapatan desa yang sah. 
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari 
belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan. Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan 
retribusi daerah. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10 % (sepuluh 
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan Alokasi Dana Desa 
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sesuai dengan ketentuan yang ada, pemerintah dapat melakukan penundaan 
dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa. 
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
kepada desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah 
daerah bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan 
pembangunan desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh 
desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa.92 
2. Pengelolaan Keuangan Desa 
Pasal 93 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 
bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Secara teknis 
pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut 
Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa Pengelolaan 
Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan Desa.  
Bagian lain yang juga penting dalam pengelolaan keuangan Desa 
adalah asas-asas pengelolaan keuangan Desa. Asas hukum merupakan 
landasan yang paling luas lahirnya suatu peraturan hukum. Selain disebut 
landasan, asas hukum disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan 
hukum.93  
 
                                                          
92  Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa: Dalam Konstitusi Indonesia Sejak 
Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 234. 
93 Fatkhurohman, “Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah di Bidang Regulasi untuk Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah 
(Studi Kabupaten Malang), artikel dalam Jurnal Yustisia, edisi No. 79, 2010, hlm. 52. 
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Asas-asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:94 
a. Asas transparan. 
Asas transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang pengelolaan keuangan Desa. 
b. Asas akuntabel. 
Asas akuntabel yaitu prinsip setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
c. Asas partisipatif. 
Asas partisipatif yaitu prinsip yang mengikutsertakan kelembagaan Desa 
dan unsur masyarakat Desa dalam tata kelola keuangan Desa. 
d. Asas tertib dan disiplin anggaran. 
Asas tertib dan disiplin anggaran yaitu prinsip bahwa keuangan Desa 
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-
bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dari pengertian tersebut maka dapat ditarik sebuah benang merah 
tentang tahapan pengelolaan keuangan Desa, yang terdiri dari: perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut 
adalah bagan pengelolaan keuangan desa: 
 
 
 
 
 
 
                                                          
94  Yusran Lapananda, Hukum Pengelolaan Keuangan Desa, Penerbit RMBOOKS, 
Jakarta, 2016, hlm. 18-19. 
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Gambar 2. Pengelolaan Keuangan Desa 
 
D. Penelitian yang Relevan 
Penelitian yang relevan dengan penulisan hukum ini antara lain: 
 
No. Jenis 
Penelitian 
(Tahun) 
Peneliti Judul 
Penelitian 
Fokus 
Penelitian 
Perbedaan 
1 Jurnal 
Konstitusi, 
Vol. 1, No. 
1, 2008 
 
Didik 
Sukriono 
Politik Hukum 
Pemerintahan Desa 
di Indonesia 
Penulisan jurnal ini 
memfokuskan 
pengkajian pada 
landasan filosofis, 
yuridis, dan 
sosiologis politik 
hukum 
Pemerintahan Desa 
secara umum dalam 
perspektif Undang-
Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan 
Daerah. 
Peneliti 
memfokuskan 
pengkajian pada 
politik hukum 
hubungan 
kewenangan antara 
Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah 
Desa dalam 
pengelolaan 
keuangan Desa 
dalam perspektif 
Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa 
dan peraturan 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Pelaporan 
Perencanaan 
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perundang-
undangan yang 
relevan. 
2 Jurnal 
Masalah-
Masalah 
Hukum, 
Vol. 43, 
No. 3, 
2014 
Retno 
Saraswati 
Arah Politik Hukum 
dan Pengaturan 
Desa ke Depan (Ius 
Constituendum) 
Penelitian ini 
menfokuskan pada 
arah politik hukum 
dalam Undang-
Undang Desa ke 
depan agar sesuai 
dengan arah politik 
hukum dalam 
konstitusi 
khususnya terkait 
persyaratan 
pendidikan Kepala 
Desa, masa jabatan 
Kepala Desa, dan 
perencanaan 
pembangunan 
Desa. 
Peneliti 
memfokuskan 
pengkajian pada 
politik hukum 
hubungan 
kewenangan antara 
Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah 
Desa dalam 
pengelolaan 
keuangan Desa. 
3 Skripsi 
Fakultas 
Hukum 
Universitas 
Sebelas 
Maret 
Surakarta 
Tahun 
2015 
Resti Dian 
Luthviati 
Implikasi Undang-
Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang 
Desa terhadap 
Pengeloaan dan 
Pertanggungjawaban 
Keuangan Desa 
dalam  General 
Principle of Good 
Government 
Penulisan skripsi 
ini menfokuskan 
pengkajian pada 
aspek implikasi 
Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa 
terhadap 
pengelolaan 
keuangan Desa 
dalam perspektif 
kesesuaian dengan 
asas-asas yang 
termaktub dalam 
Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 28 
Tahun 1999 tentang 
Peneliti 
memfokuskan 
pengkajian pada 
aspek politik 
hukum dan fokus 
pada penelitian 
kontruksi ideal 
politik hukum 
hubungan 
kewenangan antara 
Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah 
Desa dalam 
pengelolaan 
keuangan Desa. 
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Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih 
dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme. 
Tabel 2. Penelitian yang Relevan 
 
E. Kerangka Berpikir 
Kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam bagan 
berikut : 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Alur Kerangka Berpikir 
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Keterangan: 
Desa merupakan satuan pemerintahan terbawah sekaligus terdapan dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berhadapan dengan 
masyarakat. Untuk mengatur dan menyelenggarakan jalannya Pemerintahan Desa, 
Pemerintah menyusun politik hukum Pemerintahan Desa. Secara konstitusional 
kedudukan Desa diatur tersirat dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pengaturan Desa 
dilaksanakan oleh undang-undang organik, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
merupakan puncak dari pengakuan Desa sebagai satuan pemerintahan dan 
kesatuan masyarakat. Konstruksi Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa adalah hybrid dari self governing community dan local 
self government. Melalui konsep ini diharapkan Desa dapat mewujudkan visi 
reformasi Desa, yaitu terciptanya Desa yang mandiri, demokratis, dan sejahtera. 
Untuk mencapai visi reformasi Desa tersebut Desa diberikan kewenangan dan 
sumber keuangan yang relatif besar. 
Menunjang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa maka dibentuk peraturan pemerintah, yaitu melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain 
kedua peraturan pemerintah itu secara teknis juga diatur melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
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tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. 
Besarnya kewenangan yang dimiliki Desa sebagaimana termaktub dalam 
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan 
bahwa kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan adat istiadat Desa. Dengan adanya kewenangan adanya ini 
diimbangi dengan besaran sumber keuangan yang cukup besar sesuai dengan 
prinsip money follows fungctions. Sumber keuangan yang cukup besar itu 
diformulasikan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa sebagai pendapatan desa yang bersumber dari: Pendapatan Asli Desa 
terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi gotong royong, dan 
lain-lain Pendapatan Asli Desa; alokasi Anggara Pendapatan dan Belanja Negara; 
bagaian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; Alokasi 
Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima 
Kabupaten/Kota; bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan lain-lain 
pendapatan Desa yang sah.  
Berdasarkan kondisi yang tersebut  maka berimplikasi pada hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
keuangan Desa. Kabupaten/Kota sendiri berperan sebagai titik tekan strategis 
pemerintah supradesa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Melalui penelitian hukum ini nanti akan diteliti kaitannya dengan 
politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah 
Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. Setelah aspek politik hukumnya dapat 
ditemukan, maka dikembangkan dengan penelitian konstruksi ideal politik hukum 
hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan keuangan Desa. 
 
 
 
54 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu kegiatan 
know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar know-about. Sebagai kegiatan 
know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang 
dihadapi. 95  Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian 
hukum ini adalah sebagai berikut: 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian adalah penelitian hukum. Hal ini berdasarkan pendapat 
Peter Mahmud Marzuki bahwa tidak perlu istilah penelitian hukum normatif, 
karena legal research atau bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu normatif. 
Sama halnya dengan istilah yuridis normatif yang sebenarnya tidak dikenal 
dalam penelitian hukum. Dengan pernyataan demikian sudah jelas bahwa 
penelitian tersebut bersifat normatif. Hanya saja pendekatan dan bahan hukum 
yang digunakan harus dikemukakan.96 
 
B. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian adalah preskriptif. Sehingga di dalam penelitian hukum 
tidak diperlukan adanya hipotesis, di dalam penelitian hukum juga tidak 
dikenal data.97 Hal ini sesuai dengan sifat ilmu hukum yang bersifat preskriptif. 
Obyek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, 
antara aturan hukum dan norma hukum, serta kohernsi antara tingkah laku 
(act)-bukan perilaku (behavior) individu dengan norma hukum. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa titik anjak dalam mempelajari hukum adalah 
memahami kondisi intrinsik aturan-aturan hukum.98 
 
                                                          
95 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 
2014, hlm. 60. 
96 Ibid., hlm. 55-56. 
97 Ibid., hlm. 59-60. 
98 Ibid., hlm. 41-42. 
 
 
55 
 
C. Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian hukum dikenal beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun 
pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum 
diantaranya adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan 
kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 
approach).99  
Penelitian ini terkonfirmasi bahwa pendekatan yang sesuai dan 
digunakan dalam penelitian hukum ini adalah undang-undang (statute 
approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan 
konseptual (conceptual approach). Pertama, Pendekatan undang-undang 
(statute approach). Pendekatan undang-undang (statute approach)  dilakukan 
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian ini, pendekatan 
undang-undang membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah 
konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-
Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar 
atau antara regulasi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengaturan 
Pemerintahan Desa, khususnya mengenai pengelolaan keuangan Desa. Hasil 
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang 
dihadapi.100  
Kedua, pendekatan historis (historical approach) dilakukan dengan 
menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan 
mengenai isu yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan peneliti untuk 
mengungkap landasan filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang 
sedang dipelajari, dalam hal ini Pemerintahan Desa, khususnya berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan Desa. Pendekatan historis (historical approach) 
                                                          
99 Ibid., hlm. 133. 
100 Ibid. 
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ini diperlukan untuk mengungkap landasan filosofis dan pola pikir ketika 
sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan 
masa kini.101  
Ketiga, pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual (conceptual 
approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan 
dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti menemukan ide-ide yang 
melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi berkaitan dengan 
Pemerintahan Desa, khususnya pengelolaan keuangan Desa. Pemahaman akan 
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi 
peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu 
yang dikaji.102 
 
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Penelitian ini adalah penelitian hukum. Sehingga bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder, berikut adalah penjelasannya: 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri 
dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 103  Adapun 
yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
                                                          
101 Ibid., hlm. 135. 
102 Ibid., hlm. 136. 
103 Ibid., hlm. 181. 
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e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
f.   Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
i.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa;  
j.   Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; 
l.   Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 959/KMK.07.2015/Nomor: 49 Tahun 2015 
tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2015; 
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
Kewenangan Desa; 
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan 
Kepala Desa;  
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Administrasi Pemerintahan Desa; 
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p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan 
q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara 
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana 
Desa. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang 
bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang meliputi buku-buku teks, 
dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan penelitian.104  
 
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah studi pustaka. Studi pustaka  merupakan teknik untuk 
mengumpulkan bahan hukum dengan cara menelaah peraturan perundang-
undangan, buku-buku hukum, makalah-makalah hukum, jurnal-jurnal hukum, 
majalah, dan koran.105 Studi pustaka ini berguna untuk mendapatkan landasan 
teori dengan mengkaji bahan hukum yang digunakan yaitu baik bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan pokok 
permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan 
keuangan Desa dan konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan 
antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan 
Desa. 
 
F. Teknik Analisa Bahan Hukum 
Teknik analisa bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian 
ini adalah metode deduksi. Metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis 
mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian 
                                                          
104 Ibid. 
105 Ibid., hlm. 237-240. 
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ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. 106  Atau lebih mudahnya metode 
deduksi dapat diartikan sebagai suatu metode untuk menganalisis bahan hukum 
yang menyajikan hal-hal yang dirumuskan secara umum kemudian menarik 
kesimpulan yang sesuai dengan kasus faktual yang sedang diteliti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
106 Ibid., hlm. 89. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Politik Hukum Hubungan Kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir melalui 
proses yang sangat panjang. Hampir semua fraksi di Dewan Perwakilan 
Rakyat 107  dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung 
kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang 
Desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan 
lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang. 
Rancangan Undang-Undang tentang Desa sebenarnya lahir dari proses kerja 
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 dengan jajaran 
Kementerian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati bahwa Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dipecah menjadi 
3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, 
Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-Undang tentang Desa. 
Untuk menindaklanjuti rapat kerja tersebut Menteri Dalam Negeri menerbitkan 
Surat Keputusan No. 180.05-458 tanggal 1 September 2006 tentang 
Penyusunan Undang-Undang di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, 
termasuk di dalamnya Undang-Undang tentang Desa.108 
                                                          
107  Pembentukan produk legislasi ini menjadi salah satu tugas akhir dari Dewan 
Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014. Komposisi Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang 
tentang Desa, meliputi: (i) Ketua, Akhmad Muqowam (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan); (ii) 
Wakil Ketua, Khatibul Umum Wiranu (Fraksi Partai Demokrat) dan Budiman Sudjatmiko (Fraksi 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan); dan (iii) Anggota yang terdiri atas: Darizal Basir, Abdul 
Gaffar Pattappe, Abdul Wahab Dalimunthe, Ramadhan Pohan, Nanang Samodra, Subyakto Sadeli 
(Frakasi Partai Demokrat), Nurul Arifin, Taufik Hidayat, Hardisoesilo, Ali Wongso Halomoan 
Sinaga, Bambang Sutrisno (Fraksi Partai Golkar), Ganjar Pranowo, Arif Wibowo, Nursuhud, 
Theodorus Jacob Keokerits (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Hermanto, Yan 
Herizal, Abdul Aziz Suseno (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Rusli Ridwan (Fraksi Partai 
Amanat Nasional), AW Thalib (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), Baharuddin Nasori, Abdul 
Malik Haramain (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa), Mestariyani Habie (Fraksi Partai Gerakan 
Indonesia Raya), dan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat). 
108  Tim Penyusun, Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pusat 
Telaah dan Informasi Regional, Jakarta, 2015, hlm. 10. 
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Pentingnya Undang-Undang tentang Desa disampaikan oleh Menteri 
Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang dalam Keterangan Pemerintah 
tertanggal 2 April 2012 yaitu: “Undang-Undang Desa bertujuan hendak 
mengangkat Desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan 
Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menetukan 
format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Penguatan 
kemandirian Desa melalui Undang- Undang tentang Desa sebenarnya 
menempatkan Desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan yang 
betul-betul berangkat dari bawah (button up)”.109 
Secara garis besar Desa berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki 
otonomi sedangkan Kelurahan tidak, hal ini dikarenakan Kelurahan adalah 
bagian dari perangkat Pemerintahan Kabupaten/Kota. Terdapat beberapa 
perbedaan antara Desa dengan Kelurahan, yang secara ringkas ditampilkan 
pada tabel berikut:110 
Perbedaan Desa Kelurahan 
Definisi Desa atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut 
Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul 
dan adat istiadat setempat yang 
diakui dan dihormati dalam 
sitem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 
Kelurahan adalah wilayah kerja 
Lurah sebagai perangkat 
Kabupaten/Kota dalam wilayah 
kerja Kecamatan 
 
Otonomi Ada, otonomi asli berdasarkan 
hak asal usul 
Tidak ada, sekedar wilayah 
administrasi 
Perangkat Kepala Desa dibantu Perangkat Lurah (Pegawai Negeri Sipil) 
                                                          
109 Ibid. 
110Arenawati, Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan 
di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 69. 
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Desa. Kepala Desa dipilih 
melalui Pemilihan Kepala Desa 
dibantu staf Kelurahan 
(Pegawai Negeri Sipil). Lurah 
diangkat oleh Bupati/Walikota 
Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Bukan Lembaga Perwakilan, 
tetapi Lembaga 
Kemasyarakatan 
Tabel 3. Perbedaan Desa dengan Kelurahan. 
 
Ketika proses pembahasan, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
punya satu pandangan bahwa aturan mengenai Desa dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak memadai. Fraksi 
Partai Golkar, seperti disampaikan Ibnu Munzir menyampaikan pandangan 
yang relevan mengenai urgensi kelahiran Undang-Undang tentang Desa. 
Pandangan Partai Golkar disampaikan pada 11 Desember 2013, yang pada 
intinya menyebut 3 (tiga) hal. Pertama, pengaturan tentang Desa dalam 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlalu 
umum, sehingga dalam banyak hal pasal-pasal tentang Desa baru bisa 
dijalankan setelah lahir Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang 
cenderung membuat implementasi kewenangan ke Desa bergantung banyak 
kepada kecepatan Kabupaten/Kota. Kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah belum secara jelas mengatur tata 
kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Desa. Ketiga, desain 
kelembagaan Pemerintahan Desa belum sempurna sebagai visi dan kebijakan 
untuk kemandirian, demokrasi, dan kesejahteraan Desa.111 
Senada dengan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional 
menyampaikan pandangan tentang pentingnya Undang-Undang tentang Desa, 
sebagaimana dibacakan Totok Daryanto pada 11 Desember 2013, berikut: 
“Undang-Undang tentang Desa sangat diperlukan untuk memberdayakan 
masyarakat Desa dalam perspektif komprehensif yang bisa membuat Desa 
mampu mengembangkan diri dengan segala potensi yang ada di dalamnya. 
Dalam konteks tersebut, Undang-Undang tentang Desa harus memberikan 
                                                          
111 Tim Penyusun, “Anotasi Undang-Undang ...”,  op.cit., hlm. 11. 
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legitimasi atau kewenangan bagi Desa untuk mengatur dirinya sendiri”. 
Alasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengaturan selama ini belum cukup 
melindungi kepentingan masyarakat Desa. Peraturan perundang-undangan 
tentang Desa menghadapi tantangan terbesarnya ketika berhadapan dengan 
jumlah Desa yang sangat banyak di Negara Republik Indonesia. Hukum sudah 
tidak mampu mengimbangi laju perkembangan utamanya berkaitan dengan 
eksistensi desa termasuk masyarakat adat di dalamnya terhadap perkembangan 
zaman sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, pada akhirnya akan 
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.112 
Pembentuk Undang-Undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan 
poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar pemikiran, asas pengaturan, dan 
materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya 
pengaturan Desa dengan Undang-Undang tersendiri. Tujuan ini dilandasi 
pemikiran pembentuk undang-undang agar Undang-Undang tentang Desa 
diselaraskan dengan konstitusi, yaitu penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) 
dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.113 
Ketika menyampaikan pendapat mini atas Rancangan Undang-Undang 
tentang Desa, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan secara khusus 
menyinggung tujuan tersebut. Menurut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 
ada 5 (lima) tujuan Undang-Undang tentang Desa, yaitu: (a) pengakuan, 
penghormatan dan perlindungan otonomi asli yang bersumber dari hak asal 
usul sehingga Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat; (b) keinginan membentuk 
Pemerintahan Desa yang modern, yaitu profesional, efisien dan efektif, terbuka 
dan bertanggung jawab. Namun, Desa juga tetap memelihara nilai-nilai lokal 
sekaligus mengikuti perkembangan zaman; (c) adanya semangat meningkatkan 
pelayanan publik agar lebih berkualitas untuk menjawab tuntutan karena 
masyarakat semakin cerdas; (d) mengakselerasi pembangunan untuk 
                                                          
112 Ibid., hlm. 12. 
113 Ibid. 
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memajukan dan menyejahterakan masyarakat agar Desa tidak ditinggalkan 
penduduknya; dan (e) pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 
dalam mewujudkan pembangunan di pedesaan.114 
Sementara itu, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pengaturan Desa adalah: 
a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada 
dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem 
ketatanegaraan Negara Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. 
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. 
d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk 
pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. 
e. Membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, 
terbuka serta bertanggung jawab. 
f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna 
mempercepat perwujudan kesejateraan umum. 
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan 
masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian 
dari ketahanan nasional. 
h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan 
pembangunan nasional. 
i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. 
 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah produk 
peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengangkat harkat dan 
martabat Desa. Law No. 6 of 2014 on the village furthermore called the village 
laws; provide a great opportunity for the village to take care of their own 
governance system, in order to improve the quality of life and well-being of 
                                                          
114 Ibid., hlm. 12-13. 
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rural communities. Also expected all the interests and needs of rural 
communities can be better accommodated, the village government can be more 
independent in managing the village administration and natural resources 
owned, including financial management and wealth (assets) owned by the 
village (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya 
disebut Undang-Undang Desa merupakan sebuah kesempatan besar bagi Desa 
untuk mengurus sistem pemerintahan mereka sendiri, untuk meningkatkan 
kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Juga diharapkan semua 
kepentingan dan kebutuhan masyarakat pedesaan dapat lebih baik ditampung, 
Pemerintah Desa bisa lebih mandiri dalam mengelola Pemerintahan Desa dan 
sumber daya alam dimiliki, termasuk manajemen keuangan dan kekayaan 
(aset) yang dimiliki oleh Desa).115 
Kondisi tersebut tidak terlepas dari realitas bahwa sebagaian besar 
masyarakat berada di Desa. Dengan membangun dari Desa, maka menjadi cara 
jitu untuk mengurangi angka urbanisasi. Faktor penarik urbanisasi adalah 
lapangan pekerjaan di Desa yang relatif terbatas dan belum majunya Desa. 
Apabila Desa dibiarkan, dimarginalisasikan dari kue ekonomi, maka lama 
kelamaan menjadi Desa yang tidak berkembang. Sehingga harus ditanggulangi 
pemerintah secara konsisten bahwa sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam 
amanat konstitusi sudah seharusnya terwujud dalam pemberdayaan masyarakat 
Desa. Porsi keuangan negara harus menerapkan konsep piramida, di mana 
anggaran tidak terpusat dan ceruk terbesarnya di pusat, melainkan harus 
disalurkan ke Desa.116 Visi membangun Desa adalah memajukan kesejahteraan 
umum yang berarti memajukan ekonomi rakyat. Misi membangun Desa harus 
                                                          
115 Yuswandi A Tumenggung, “Rural Financial Management in Perspective Law No. 6 of 
2014 Concerning The Village”, International Journal of Social Sciences, Vol. 43, No. 1, March 
2016, page. 42. 
116 Agun Gunandjar Sudarsa, Pancasila Sebagai Rumah Bersama, Penerbit RMBOOKS, 
Jakarta, 2013, hlm. 94. 
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diselaraskan dengan misi pembangunan daerah dan pemberdayaan 
masyarakat.117 
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan pengaturan Desa yang termaktub 
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Desa 
dilengkapi dengan kewenangan yang melekat. Kewenangan yang melekat 
terhadap Desa ini menimbulkan hubungan kewenangan dengan pemerintah 
supradesa di atasnya yaitu Kabupaten/Kota.118 Apalagi titik tekan pemerintah 
supradesa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
adalah Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
telah membawa perubahan relasi antara Desa dengan Kabupaten/Kota. Jika 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, Desa merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, maka 
berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Desa bukanlah bagian dari Pemerintah Kabupaten/Kota, namun terletak 
di wilayah Kabupaten/Kota.119 Perubahan ini yang nantinya juga berimplikasi 
pada hubungan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan 
Pemerintah Desa.  
Adapun perbedaan karakteristik peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang Desa dari masa ke masa adalah sebagai berikut: 
No. Peraturan Perundang-Undangan Karakteristik 
1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang 
Desapraja 
- Memberikan otonomi 
kepada Desa  
- Mendorong Desa menjadi 
                                                          
117  Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, Membangun Indonesia dari Desa: 
Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Rakyat, Media Pressindo, Yogyakarta, 2016., hlm. xi. 
118 Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, susunan 
pemerintahan di tingkat lokal meliputi Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Derah 
Kabupaten/Kota. Lihat ketentuan a quo dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelas dikutipkan bunyi 
ketentuan tersebut sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) berbunyi bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi dan Daerah Provinsi iti dibagi atas Daerah Kabupaten 
dan Kota dan Pasal 3 ayat (1) berbunyi bahwa Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan daerah yang masing-masing 
mempunyai Pemerintahan Daerah. 
119 Tim Penyusun, “Anotasi Undang-Undang ...”, op.cit., hlm. 493. 
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daerah otonom tingkat III 
2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa 
- Bersifat sentralistis 
- Memperlakukan Desa 
dalam satu garis komando 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah 
- Kedudukan Desa sudah 
sedikit dikembalikan dalam 
posisi sebelumnya 
- Desa belum mendapat 
kewenangan yang banyak, 
karena titik tekan otonomi 
daerah berada di Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah 
- Kedudukan Desa sudah 
sedikit dikembalikan dalam 
posisi sebelumnya 
- Desa belum mendapat 
kewenangan yang banyak, 
karena titik tekan otonomi 
daerah berada di Provinsi 
dan Kabupaten/Kota. 
5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa - Desa memiliki kewenangan 
yang cukup besar beskala 
Desa (otonomi Desa) 
- Perhatian Pemerintah cukup 
besar dengan ditandai 
besarnya kucuran anggaran 
dari pusat maupun daerah 
ke Desa 
- Desa menjadi tonggak 
utama pendekatan 
pembangunan di Negara 
Republik Indonesia. 
Tabel 4.  Perbedaan Karakteristik Undang-Undang  yang Mengatur Desa dari Masa ke Masa. 
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Selain itu, jalan perubahan untuk rakyat Indonesia ke depan, agenda 
prioritas dalam Nawa Cita yang diusung Presiden Joko Widodo, yaitu 
“Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah 
dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, maka arah kebijakan dan strategi 
pembangunan Desa dan kawasan perdesaan, termasuk kawasan perbatasan, 
daerah tertinggal, kawasan transmigrasi, serta kepulauan dan pulau kecil tahun 
2015-2019 adalah penanggulangan kemiskinan di Desa, melalui strategi 
meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat Desa yaitu fasilitasi, pembinaan, 
maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan 
permodalan/kredit, dan kesempatan berusaha. Sehingga dalam konteks ini 
pengelolaan keuangan Desa memiliki posisi yang sangat strategis dan penting 
dalam mencapai kebijakan dan strategi yang telah dicanangkan oleh 
Pemerintah.120 
Era pembangunan Desa berlangsung sejak diberlakukannya Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Secara tidak langsung Undang-
Undang ini mendorong Desa pada otonomi pengelolaan. Jiwa dari Undang-
undang ini adalah semangat kemandirian. Paradigma yang dibangun adalah 
paradigma pertumbuhan. Desa diharapkan mampu membiayai segala kegiatan 
ekonominya.121 Karakter otonom tersebut menjamin Desa di Negara Republik 
Indonesia berkembang sebagai unit sosial dengan tradisi yang demokratis. 
Dengan karakter tersebut hubungan eksternal antar satu Desa dan Desa lainnya 
menjadi sederajat.122 
Salah satu kunci utama untuk mencapai visi reformasi Desa adalah 
adanya sumber keuangan yang menjadi motor penggerak dari penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat Desa. Sumber keuangan yang merupakan Pendapatan Desa ini 
dalam perspektif Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
                                                          
120 Hermen Malik, Bangun Industri Desa, Selamatkan Bangsa, PT Penerbit IPB Press, 
Bogor, 2015, hlm. xiii 
121 Ahmad Munir, “Era Pembangunan Desa Dengan Ketimpangan Desa-Kota”, artikel 
dalam Jurnal Desa Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 3. 
122 Aidul Fitriciada, Rekonstruksi Tradisi Bernegara dalam UUD 1945, Genta Publishing, 
Yogyakarta, 2014, hlm.  22. 
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tentang Desa tidak hanya berasal dari internal Desa sebagai Pendapatan Asli 
Desa, namun juga berasal dari Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. 
Namun demikian, secara teknis semua sumber pendapatan tersebut sebelum 
masuk ke rekening kas Desa akan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah 
(RKUD).123 Secara teknis Kabupaten/Kota memiliki peranan yang cukup besar 
dalam mengawal pengelolaan keuangan Desa. Apalagi berdasarkan Pasal 5 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa Desa 
berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Kondisi inilah yang membawa 
hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Desa dalam pengelolaan 
keuangan Desa. 
Peneliti menggunakan pisau analisis politik hukum untuk mengetahui 
hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan keuangan Desa. Titik pangkal analisis adalah peraturan 
perundang-undangan yang relevan. 
Meuwissen mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan 
merupakan jenis pembentukan hukum yang paling penting dan modern. Pada 
peraturan perundang-undangan diciptakan suatu model perilaku abstrak, yang 
diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
kemasyarakatan yang konkrit. Pembentukan peraturan perundang-undangan 
dilakukan dengan perumusan aturan-aturan abstrak dan umum bagi sejumlah 
persoalan. Pada tahap berikutnya diperlukan pengkhususan yang terarah pada 
kejadian-kejadian konkrit. Sifat abstrak dari peraturan perundang-undangan 
justru akan hilang dengan konkritisasi ini. Dalam penerapan pada kejadian 
konkrit maka sifat umum dari peraturan perundang-undangan diwujudkan.124 
                                                          
123  Lihat Pasal 1 angka 21 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur bahwa Rekening Umum Kas Daerah adalah 
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk 
menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank 
yang ditetapkan. Lihat juga Pasal 1 angka 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 
124 Otong Rosidin dan Andi Desmon, op.cit., hlm. 125. 
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Kemudian Meuwissen membedakan 2 (dua) momen sentral pada 
pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:125 
a. Momen Politik Idiil 
Dengan itu dimaksudkan hal menampilkan isi Undang-Undang yang 
diinginkan (diinspirasikan). Hal ini berkaitan dengan hal yang 
mengartikulasi atau mengolah tujuan-tujuan politik (oleh politisi, pejabat 
negara, dan sebagainya) sedemikian rupa, sehingga penyelesaian-
penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan. Proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan adalah tindakan politik, perundang-
undangan adalah tujuan dari hasil proses-proses politik. Tetapi 
sesungguhnya perundang-undangan bukan sekedar dari konstelasi politik 
empirical, ia juga memiliki aspek normatif. Unsur idiil perundang-undangan 
mengimplikasikan bahwa ia merealisasikan apa yang menurut asas-asas 
hukum (ide hukum, cita hukum) seharusnya direalisasikan. Disinilah maka 
antara politik dan hukum berkaitan erat. 
b. Momen Perundang-Undangan Memiliki Sifat Yuriditekhnikal 
Pembentukan hukum melalui pembentukan perundang-undangan 
mengandalkan kemampuan untuk merumuskan pemahaman-pemahaman 
umum ke dalam naskah-naskah normatif yang konkrit. Pada momen inilah 
maka keahlian penyusunan peraturan perundang-undangan dibutuhkan. 
Keahlian menyusun perundang-undangan (legal drafting) tentu saja 
membutuhkan pemahaman yang baik mengenai hukum. Momen teknikal 
justru sangat penting untuk merumuskan pemahaman-pemahaman umum 
(prinsip, asas, dan pengertian umum) ke dalam teks-teks, kalimat-kalimat, 
naskah-naskah normatif yang konkrit. 
Prinsipnya politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara 
dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber 
dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang 
dicita-citakan. Bilamana dihubungkan dengan pendapat Meuwissen, politik 
hukum merupakan elaborasi dari kedua momen sentral, yaitu momen idiil dan 
                                                          
125 Ibid. 
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momen perundang-undangan memiliki sifat yuriditekhnikal. Sehingga lahirnya 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga melewati kedua 
momen tersebut, termasuk di dalamnya adalah semua peraturan yang relevan 
terkait hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 
dalam pengelolaan keuangan Desa.  
Hal menarik dalam momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa adalah ketika undang-undang ini lahir menjelang 
masuk ke dalam tahun politik 2014, yaitu diselenggarakannya Pemilihan 
Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden. Sehingga, baik dari kalangan 
eksekutif maupun legislatif mendorong Undang-Undang tentang Desa untuk 
segera disahkan dan segera dapat dijadikan komoditas politik oleh seluruh 
partai politik dan politisi untuk meraup simpati dan dukungan masyarakat. 
Apalagi mayoritas masyarakat Negara Republik Indonesia tinggal di Desa. 
Sehingga implikasinya dalam beberapa pengaturan nantinya terdapat 
ketentuan-ketentuan yang tidak sinkron dengan sistem dan kondisi yang ada, 
karena regulasi ini dibuat dalam kondisi terburu-buru. 
Pengaturan pengelolaan keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa tercermin dalam beberapa ketentuan pasal, yaitu 
Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75. Adapun peraturan pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, untuk 
urusan pengelolaan keuangan tidak termasuk yang diubah melalui  Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya, secara teknis pengelolaan keuangan 
Desa diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
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Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa tersebut, Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota diwajibkan membuat Peraturan Kepala Daerah tentang 
pedoman pengelolaan keuangan desa dan pedoman pengadaan barang/jasa 
desa. Bagi Pemerintah Daerah yang telah memiliki pedoman pengelolaan 
keuangan Desa akan tetapi masih didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, 
maka pedoman tersebut harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sedangkan penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa desa didasarkan atas 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 
Pengaturan mengenai hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota 
dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang diatur melalui 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan 
pelaksanannya, meliputi: 
1. Postur Pengelolaan Keuangan Desa 
Pengelolaan keuangan desa meliputi: unsur perencanaan, 
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban. 
Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari Proses penyusunan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang 
Desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa (RPJMDesa). 
Dalam hal ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
terdiri atas pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa. 
Pendapatan Desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), transfer dan 
pendapatan lain-lain. PADesa meliputi pendapatan hasil usaha (BUMDesa, 
tanah kas Desa), hasil aset (pasar Desa), Swadaya partisipasi dan gotong 
royong dan lain-lain Pendapatan Asli Desa, seperti hasil pungutan Desa. 
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Kelompok transfer terdiri atas dana Desa, bagi hasil pajak/retribusi daerah, 
alokasi dana Desa, bantuan keuangan (umum dan khusus) dari APBD 
Provinsi, dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota. Pendapatan lain-
lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, 
hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi 
di Desa. 
Belanja Desa dikelompokan dalam belanja untuk penyelenggaraan 
Pemerintah Desa, pelaksanan pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan belanja tak 
terduga. Belanja tersebut dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan 
Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 
(RKPDesa) dengan pembatasan jenis belanja meliputi belanja pegawai, 
belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja pegawai dianggarkan 
untuk penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat 
Desa serta tunjangan Badan Permusywaratan Desa (BPD). Belanja barang 
dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang/jasa 
yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan sedangkan belanja 
modal untuk pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua 
belas) bulan. Pembiayaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa dibiayai 
dari anggaran belanja tak terduga. Keadaan darurat dan luar bisa ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati/Walikota. 
Rancangan APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan 
Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama selanjutnya 
hasil kesepakatan tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui 
Camat untuk dievaluasi dan pada akhirnya Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) disahkan dalam bentuk Peraturan Desa. 
Berkaitan dengan postur pengelolaan keuangan Desa berdasarkan 
Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama 
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Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai dengan hasil musyawarah, Kepala 
Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun 
dengan Peraturan Desa. Lalu, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa mengatur bahwa Belanja Desa diprioritaskan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah 
Desa dan sesuai dengan prioritas Kabupaten/Kota, Provinsi, dan 
Pemerintah. Kebutuhan pembangunan meliputi, tidak terbatas pada 
kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat desa.  
Berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal 74 tersebut tampak 
bahwa Belanja Desa yang disalurkan selain harus memenuhi Musyawarah 
Desa, juga harus sesuai dengan prioritas Kabupaten/Kota, Provinsi, dan 
Pemerintah, sehingga Musyawarah Desa bukan satu-satunya legitimasi dari 
pelaksanaan rencana pengelolaan anggaran, tetapi juga harus tunduk dan 
patuh pada prioritas pemerintah supradesa. 
2. Subyek Pengelola Keuangan Desa 
Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa 
dibantu oleh Bendahara Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Seksi yang lebih 
dikenal dengan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKD). 
Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan 
kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa yang 
ditatausahakan oleh Bendahara Desa. Pemerintah Desa dilarang melakukan 
pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan 
Desa demikian halnya dengan pengeluaran Desa tidak dapat dilakukan jika 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) belum ditetapkan menjadi Peraturan Desa kecuali untuk belanja 
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Bendahara Desa bertindak 
sebagai wajib pungut pajak pusat, wajib menyetorkan seluruh penerimaan 
potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. Bendahara Desa 
dalam menatausahakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 
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menyelenggarakan pembukuan di antaranya buku kas umum, buku 
pembantu pajak dan buku bank.  Bendahara membuat laporan 
pertangungjawaban bulanan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota berupa 
laporan semester pertama (disampaikan paling lambat akhir Juli) dan 
laporan semester akhir tahun (disampaikan paling lambat akhir Januari 
tahun berikutnya), sedangkan pertangungjawaban realisasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ditetapkan dengan 
Peraturan Desa dan dilampiri laporan pertangungjawaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan 
kekayaan milik Desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah 
daerah yang masuk ke Desa. Ketiga laporan tersebut merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang 
disampaikan kepada Bupati/Walikota paling lambat satu bulan setelah akhir 
tahun anggaran berkenaan. 
Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan keuangan Desa 
dilakukan baik oleh Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan pembagian 
tugas Provinsi untuk mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, 
alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak/retribusi daerah dari Kabupaten/Kota 
kepada Desa, sedangkan Kabupaten/Kota membina dan mengawasi 
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa. 
Dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa diatur bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa126, 
Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa 
yang ditunjuk. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Kepala Desa adalah Pemegang 
                                                          
126 Lihat Pasal 2 ayat (2) 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 
tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 
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Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan 
tersebut, Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa. 
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa Kepala Desa 
adalah pemegang kekuasan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili 
Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 
Lalu, ayat (2) mengatur bahwa Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan Desa, mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;127 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; 
dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban 
APBDesa. 
Pada ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menegaskan bahwa Kepala Desa 
dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana 
Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. 
Menurut peneliti, frasa “Pemegang Kekuasaan” di atas menunjukkan 
kedudukan primer Kepala Desa dalam otoritas pengelolaan keuangan. 
Kepala Desa dianggap secara yuridis mengetahui seluk beluk dan implikasi 
pengelolaan keuangan tersebut. Oleh sebab itu, secara politik kedudukannya 
menjadi penting, sehingga idealnya Kepala Desa harus memenuhi 
kualifikasi dalam pengelolaan keuangan Desa ketika dalam proses 
pencalonan Kepala Desa. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 
                                                          
127 Lihat Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan 
Keuangan Desa adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksankan 
pengelolaan Keuangan Desa. 
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Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Calon Kepala Desa wajib 
memenuhi persyaratan: 
a. warga negara Republik Indonesia; 
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
mempertahakan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau 
sederajat; 
e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; 
f.   bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; 
g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat 
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; 
h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; 
i.   tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) 
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana 
penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik 
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku 
kejahatan berulang-ulang; 
j.   tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
k. berbadan sehat; 
l.   tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan 
m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah. 
 
Berdasarkan ketentuan di atas tampak bahwa Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai ketentuan pokok yang mengatur 
segala sesuatu tentang Desa termasuk di dalamnya yaitu persyaratan 
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menjadi Kepala Desa tidak mengatur kemampuan pengelolaan keuangan 
Desa sebagai persyaratan Calon Kepala Desa. Padahal berdasarkan Pasal 75 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa secara 
yuridis dianggap mengetahui seluk beluk dan implikasi pengelolaan 
keuangan tersebut. Selanjutnya frasa “Dalam melaksanakan kekuasaan 
tersebut, Kepala Desa menguasakan sebagaian kekuasaannya kepada 
Perangkat Desa”, sehingga idealnya Kepala Desa bersangkutan harus 
mengetahui dan memahami dengan baik pengelolaan keuangan Desa, 
karena nantinya Kepala Desa akan menguasakan kekuasaan mengelola 
keuangan Desa kepada Perangkat Desa. Supaya Perangkat Desa yang 
dikuasakan untuk mengelola keuangan Desa memahami dengan baik yang 
menjadi tugasnya melalui pengarahan dan bimbingan dari Kepala Desa.  
Berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa mengatur bahwa Perangkat Desa terdiri atas: (a) sekretariat Desa; (b) 
pelaksana kewilayahan; dan (3) pelaksana teknis. Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
b. Kepala Seksi; dan 
c. Bendahara. 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur 
bahwa Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksana teknis 
pengelolaan Keuangan Desa. Lalu, pada ayat (2) mengatur bahwa Sekretaris 
Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa 
mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa; 
b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa dan 
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pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa; 
c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 
d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggran 
Pendapatan dan Belanja Desa; dan 
e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Kepala Seksi 
bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, 
pada ayat (2) mengatur bahwa Kepala Seksi mempunyai tugas: 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung 
jawabnya; 
b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan 
Desa yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa; 
c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban 
anggaran belanja kegiatan; 
d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; 
dan 
f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan. 
Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa 
mengatur bahwa Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana 
teknis. Lalu, pada ayat (2) mengatur bahwa Kepala Seksi bertugas 
membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Selanjutnya, 
pada ayat (3) mengatur bahwa untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi 
mempunyai fungsi: 
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a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen 
tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan 
upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan 
pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa. 
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan di bidang 
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di 
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan 
keluaraga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan 
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, 
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial 
budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
Selanjutnya, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur 
bahwa Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Lalu, ayat (2) 
mengatur bahwa Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, 
menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 
penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa mengatur bahwa perangkat desa diangkat dari warga Desa 
yang memenuhi persyaratan: 
a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat; 
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 
c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling 
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan 
d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
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Pasal 61 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa dalam pengaturannya tidak berbeda jauh dengan pengaturan 
yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Berdasarkan ketentuan dapat dikatakan persyaratan untuk menjadi 
Perangkat Desa secara nasional kurang ketat khususnya persyaratan 
kemampuan tertentu sesuai bidang yang diisi bilamana dihubungkan dengan 
tugas yang harus dikerjakan. Hal ini berimplikasi pada kinerja Perangkat 
Desa yang kurang optimal, karena terdapat kualifikasi yang tidak dapat 
dipenuhi oleh Perangkat Desa bersangkutan yang disebabkan oleh tidak 
adanya persyaratan kemampuan tertentu dalam hal ini pengelolaan 
keuangan Desa. 
Kinerja individu perorangan (individual performance) dan organisasi 
(organizational performance) memiliki keterkaitan yang sangat erat. 
Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang 
dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan oleh kelompok 
orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan 
organisasi tersebut. Sementara itu, individu atau sekelompok orang sebagai 
pelaksana dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan 
baik, sangat tergantung kepada struktur (manajemen dan teknologi) dan 
sumberdaya lain, seperti  keuangan dan peralatan yang dimiliki oleh 
organisasi. Dengan demikian, kinerja lembaga (organisasi) salah satunya 
ditentukan oleh kinerja sekelompok orang sebagai pelaku organisasi.128 
Ditinjau dari teori konseptualisasi wewenang pemerintahan terdapat 
3 (tiga) cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, 
delegasi, dan mandat. Wewenang atribusi (atributie bevoegdheid), adalah 
wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, 
artinya wewenang pemerintah yang dimaksud telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut sebagai 
                                                          
128  Linda Muchacha Paramitha, Tjahjanulin Domai, dan Suwondo, “Kinerja Aparat 
Pemerintah Desa dalam Rangka Otonomi Desa (Studi di Desa Gulun, Kecamatan Maospati, 
Kabupaten Magetan), Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 4, 2013, hlm.  93. 
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asas legalitas (legalitiet beginsel) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 
wewenang ini dapat didelegasikan maupun dimandatkan.129 
Wewenang delegasi (delgatie bevoegdheid), adalah wewenang yang 
diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dan badan/organ pemerintah 
yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dan 
wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan adalah 
menjadi tanggung jawab penerima delegasi (delegataris), dan wewenang 
tersebut tidak dapat digunakan lagi oleh pemberi wewenang, kecuali 
pemberi wewenang (delegans) menilai terjadi penyimpangan atau 
pertentangan dalam menjalankan wewenang delegasi (mandans) dengan 
berpegang pada asas contrarius actus. Kesimpulannya wewenang delegasi 
dapat dicabut kembali oleh pemberi wewenang (delegans) apabila dinilai 
ada pertentangan dengan konsep dasar pelimpahan wewenang.130 
Wewenang mandat (mandat bevoegdheid), adalah pelimpahan 
wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara bawahan 
dengan atasan. Ditinjau dari segi tanggungjawab dan tanggunggugatnya, 
maka wewenang mandat tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada 
pada pemberi mandat (mandans), penerima mandat (mandataris) tidak 
dibebani tanggung jawab dan tanggunggugat atas wewenang yang 
dijalankan. Setiap wewenang tersebut dapat digunakan atau ditarik kembali 
oleh pemberi mandat (mandans).131 
Dari ketiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan 
tersebut, maka frasa “menguasakan” dalam ketentuan Pasal 75 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “Kepala Desa 
adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam 
melaksanakan kekuasaan tersebut, Kepala Desa menguasakan sebagaian 
kekuasaannya kepada Perangkat Desa” termasuk dalam kualifikasi mandat, 
hal ini dikarenakan Kepala Desa melimpahkan wewenangnya untuk 
                                                          
129  Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara: Suatu Kajian Kritis tentang 
Birokrasi Negara, Penerbit Jala Permata Akasara, Jakarta, 2015, hlm.  105. 
130 Ibid., hlm. 106. 
131 Ibid. 
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melakukan pengelolaan keuangan desa kepada Perangkat Desa dalam 
konteks ini yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
Desa, yang meliputi: Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Sifat 
tanggung jawab dan tanggung gugatnya tetap berada pada Kepala Desa 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.  
3. Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa 
Prosedur pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Pasal 93 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  meliputi: (a) 
perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; (d) pelaporan; dan (e) 
pertanggungjawaban. Secara teknis pengelolaan keuangan Desa ini diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut adalah penjelasan prosedur 
pengelolaan keuangan Desa: 
Pertama, Perencanaan. The new approach to village planning 
provides a paradigm shift in the traditional approach where the role of the 
government is changed from that of governance to facilitation. It envisages 
a bottom-up approach whereby the users’ group 
themselves decide their work programme (Pendekatan baru untuk 
perencanaan Desa memberikan pergeseran paradigma dalam pendekatan 
tradisional di mana peran pemerintah berubah dari pemerintahan untuk 
fasilitasi. Ini disebut sebagai pendekatan bottom-up dimana kelompok 
pengguna sendiri yang memutuskan program kerja mereka).132  
Rencana merupakan alat bagi implementasi dan implementasi 
hendaknya berdasar suatu rencana. Rencana didefinisikan sebagai 
keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal 
yang akan dikerjakan di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan 
yang ditentukan. Perencanaan merupakan fungsi organik pertama dari 
administrasi dan manajemen. Alasannya ialah bahwa tanpa adanya rencana, 
                                                          
132  Raju Das and Koustab Majumdar, “Sustainable Village Development Plan with 
People’s Participation: A Case Study of a Multi-ethnic Village of Jharkhand”, The International 
Journal of Humanities & Social Studies, Vol 3, Issue 7, July 2015, page. 154. 
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maka tidak ada dasar untuk melaksankan kegiatan-kegiatan tertentu dalam 
rangka usaha pencapaian tujuan.133 
Berdasarkan Hukum Administrasi Negara, rencana merupakan 
bagian dari tindakan pemerintahan (bestuurrechtshandeling), suatu tindakan 
yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Het plan is 
een geheel van samenghangende maatregelen van overheid, waardoor de 
verwerkelijking van een bapaalde geordende toestand wordt nagestreefd. 
Dit gehel is ini de vorm van een administratiefrechtelijke rechtshandeling 
vervat, die als rechtshadeling administratiefrechtelijke rechtsgevolgen doet 
ontstaat (rencana adalah keseluruhan tindakan pemerintah 
berkesinambungan yang mengupayakan terwujudknya suatu keadaan 
tertentu yang teratur. Keseluruhan itu disusun dalam format tindakan hukum 
administrasi, sebagai tindakan yang menimbulkan akibat-akibat hukum).134 
Perencanaan merupakan bagian inheren dalam setiap bentuk 
organisasi. Dengan kata lain, setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang 
hendak dicapai, yang sebelumnya dirumuskan dalam bentuk rencana-
rencana. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, JBJM ten Berge 
mengemukakan unsur-unsur rencana sebagai berikut:135 
a. Schriftelijke (tertulis); 
b. Besluit of handeling, inhoundende een keuze (keputusan atau tindakan), 
terkandung pilihan; 
c. Door een bestuursorgan (organ-organ pemerintahan); 
d. Van op de toekomst gerichte (ditujukan untuk waktu yang akan datang); 
e. Planenelementen (vaak te nemen besluiten of te verrichten handelingen), 
unsur-unsur rencana (seringkali berbentuk tindakan-tindakan atau 
keputusan-keputusan); 
f. Van een ongelijksoortig karakter (memiliki sifat yang tidak sejenis, 
beragam); 
                                                          
133 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 187. 
134 Ibid., hlm. 187-188. 
135 Ibid., hlm. 190-191. 
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g. In een Ordelinge (vaak programmatische) samenhang (keterkaitan, 
seringkali secara programatis); dan 
h. Al dan niet voor een bepaalde duur (untuk jangka waktu tertentu). 
Dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Sekretaris Desa 
menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan. 
Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Kepala Desa. Rancangan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 
dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disepakati bersama paling lambat 
bulan Oktober tahun berjalan. 
Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Rancangan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati 
bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui 
Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk 
dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari 
kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak 
memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut 
berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
hasil evaluasi. 
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Selanjutnya, Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa apabila 
hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan 
Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan Peraturan 
Desa sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala 
Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional 
penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan 
pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 
pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan 
Desa mencabut peraturan desa dimaksud. Lalu, Pasal 23 mengatur bahwa 
Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat atau sebutan 
lain.  
Camat menetapkan hasil evalusi Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, 
Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Camat 
menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya 
hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa 
dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menjadi Peraturan Desa, Camat 
menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota. 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi Rancangan 
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Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada 
Camat diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
Bilamana ditinjau dari unsur-unsur rencana, tahapan perencanaan 
dalam pengelolaan keuangan Desa ini telah memenuhi seluruh kualifikasi 
yang ditentukan, meliputi: tertulis, keputusan bersama, dilakukan oleh 
pemerintahan dalam hal ini Pemerintahan Desa, ditujukan untuk waktu yang 
akan datang dalam hal ini tahun anggaran bersangkutan, dalam rencana 
sifatnya beraneka ragam program dan belanja, bersifat programatis dalam 
artian terus berkaitan antara tahun bersangkutan dan tahun sebelumnya atau 
berikutnya, dan perencanaan berlaku untuk satu tahun anggaran. 
Kedua, Pelaksanaan. Dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka 
pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. 
Khusus bagi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya 
maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua 
penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap 
dan sah. Selanjutnya, Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa 
Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa 
selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan 
uang dalam kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi 
kebutuhan operasional Pemerintah Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas 
desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.  
Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pengeluaran Desa 
yang mengakibatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak 
dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 
Pengeluaran Desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat 
mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan 
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Kepala Desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat 
Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 
Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pelaksana kegiatan 
mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan 
dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya 
diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana 
kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang 
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Desa. Selanjutnya, Pasal 28 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa berdasarkan Rencana 
Anggaran Biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan 
Pembayaran kepada Kepala Desa. Surat Permintaaan Pembayaran tidak 
boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Lalu, Pasal 29 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa mengatur bahwa Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran 
terdiri atas: Surat Permintaan Pembayaran, Pernyataan Tanggung Jawab 
Belanja, dan Lampiran Bukti Transaksi. 
Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa dalam pengajuan 
pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: meneliti 
kelengkapan permintaan pembayaran diajukan oleh pelaksana kegiatan; 
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran; menguji 
ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan menolak pengajuan 
permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak terpenuhi 
persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran 
yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, kepala desa menyetujui permintaan 
pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang telah 
dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.  
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Selanjutnya, Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa 
Bendahara Desa wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib 
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Lalu, Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa 
pengadaan barang dan/atau jasa di Desa diatur dengan Peraturan 
Bupati/Walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa perubahan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilakukan 
apabila: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis 
belanja; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; terjadi penambahan 
dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau 
terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, 
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; perubahan mendasar atas 
kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.  
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya dapat 
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sama dengan tata 
cara penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selanjutnya, Pasal 
34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa dalam hal bantuan keuangan 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang 
tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan 
diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja Desa. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa diinformasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa. 
Ketiga, Penatausahaan. Dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
mengatur bahwa penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara 
Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta 
melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa 
wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan 
pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap 
bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
Selanjutnya, Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa pentausahaan 
penerimaan dan pengeluaran, menggunakan: buku kas umum, buku kas 
pembantu pajak, dan buku bank. 
Keempat, Pelaporan. Dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
mengatur bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota berupa: 
laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan 
semester pertama berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. Laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun 
berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada 
akhir bulan Januari tahun berikutnya. 
Kelima, Pertanggungjawaban. Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
mengatur bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawban 
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban 
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realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
berkenaan;  format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun 
Anggaran berkenaan; dan format Laporan Program Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Selanjutnya, Pasal 39 mengatur 
bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.  
Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Laporan Realisasi dan 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan 
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi 
antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi 
lainnya. 
Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Laporan Realisasi dan 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau 
sebutan lain. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan 
setelah akhir tahun anggaran berkenaan. Selanjutnya, Pasal 43 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai 
pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana 
Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. Apabila Kepala Desa 
tidak/terlambat menyampaikan laporan, maka Bupati/Walikota dapat 
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menunda penyaluran Dana Desa. Artinya, bila Desa kesulitan menyusun 
APBDesa atau laporan keuangan, otomatis Desa akan terhambat dalam 
pencairan dananya. 
Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan Desa dan informasi 
mengenai pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Pasal 7 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi 
Pemerintahan Desa dimuat dalam Administrasi Keuangan Desa. 
Administrasi Keuangan Desa meliputi: Buku Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa, Buku Rencana Anggaran Biaya, Buku Kas Pembantu 
Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, dan Buku Bank Desa. 
Kedudukan Kepala Desa sebagai “pemegang kekuasaan” dalam 
pengelolaan keuangan Desa tampak dalam seluruh proses yang ada, yaitu 
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. Pertama, Tahap Perencanaan, Kepala 
Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk 
dibahas dan disepakati bersama. Lalu, Kepala Desa menyampaikan 
Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
yang telah disepakati bersama kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau 
sebutan lain untuk dievaluasi. Kepala Desa melakukan penyempurnaan 
terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa ketika hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tidak sesuai dengan kepentingan 
umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, 
Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah pembatalan (apabila 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh 
Bupati/Walikota) dan selanjutnya Kepala Desa bersama Badan 
Permusyawaratan Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.  
Kedua, Tahap Pelaksanaan. Dalam tahap ini kedudukan Kepala Desa 
sebagai “pemegang kekuasaan” terletak dalam jabaran sebagai berikut: 
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Kepala Desa mengesahkan Penggunaan biaya tak terduga terlebih yang 
dibuat Rincian Anggaran Biaya. Lalu, Kepala Desa mengesahkan Rencana 
Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kepala Desa menerima 
Rencana Anggaran Biaya dari pelaksana kegiatan yang mengajukan Surat 
Permintaan Pembayaran. Selanjutnya, Kepala Desa menyetujui permintaan 
pembayaranberdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah 
diverifikasi Sekretaris Desa. Lalu, Kepala Desa membuat Peraturan Kepala 
Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam hal 
bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota serta hibah 
dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah 
ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 
Ketiga, Tahap Penatausahaan. Dalam tahap ini kedudukan Kepala 
Desa sebagai “pemegang kekuasaan” terletak dalam jabaran sebagai berikut: 
Kepala Desa menerima laporan pertanggungjawaban dari Bendahara Desa 
yang disampaikan setiap bulan dan paling lambat tanggal 10 bulan 
berikutnya. Keempat, Tahap Pelaporan. Dalam tahap ini kedudukan Kepala 
Desa sebagai “pemegang kekuasaan” terletak dalam jabaran sebagai berikut: 
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota berupa: (a) laporan 
semester pertama; dan (b) laporan semester akhir tahun. Kelima, Tahap 
Pertanggungjawaban. Dalam tahap ini kedudukan Kepala Desa sebagai 
“pemegang kekuasaan” terletak dalam jabaran sebagai berikut: Kepala Desa 
menyampaikan laporan pertanggunjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun 
anggaran. 
Dari lima tahapan pengelolaan keuangan Desa tersebut dapat ditarik 
benang merah bahwa Kepala Desa yang berkedudukan sebagai “pemegang 
kekuasaan” pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 75 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 93 
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 3 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa dalam beberapa tahapan berbagi peran dengan 
Perangkat Desa. Hal ini terlihat dalam Tahap Perencanaan Kepala Desa 
berbagi peran dengan Sekretaris Desa yang menyusun Rancangan Peraturan 
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan.  
Dalam Tahap Pelaksanaan Kepala Desa berbagi peran dengan 
Bendahara Desa yang menyimpan uang dalam kas Desa pada jumlah 
tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa 
dan melakukan pencatatan pengeluaran serta menyetorkan seluruh 
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam 
tahap ini Kepala Desa juga berbagi peran dengan Sekretaris Desa yang 
bertugas memverifikasi Rencana Anggaran Biaya. Lalu, Sekretaris Desa 
juga berkewajiban untuk: (a) meneliti kelengkapan permintaan pembayaran 
diajukan oleh pelaksana kehiatan; (b) menguji kebenaran perhitungan 
tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang tercantum 
dalam permintaan pembayaran; (c) menguji ketersediaan dana untuk 
kegiatan dimaksud; dan (d) menolak pengjuan permintaan pembayaran oleh 
pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
Dalam Tahap Penatausahaan ini Kepala Desa berbagi peran dengan 
Bendahara Desa yang bertugas melakukan pencatatan setiap penerimaan 
dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib 
dan mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. 
Lalu, untuk Tahap Pelaporan dan Tahap Pertanggungjawaban ini Kepala 
Desa tidak berbagi peran dengan Perangkat Desa. Karena dalam kedua 
tahap ini merupakan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan Desa. 
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Jika digambarkan dengan diagram alur, maka prosedur pengelolaan 
keuangan Desa adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Mekanisme pengelolaan keuangan Desa dilakukan secara 
partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat Desa dalam penyusunan 
perencanaan Desa melalui Musyawarah Desa.136 Sebagaimana diatur dalam 
Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Lalu, pada ayat (2) mengatur 
bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh 
Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 
Meskipun dalam tahapan musyawarah Rancangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa hanya dilakukan oleh Kepala Desa dengan Badan 
Permusyawaratan Desa, namun demikian dalam tahapan sebelumnya, yaitu 
                                                          
136  Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa 
untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur 
bahwa unsur masyarakat terdiri atas: (a) tokoh adat; (b) tokoh agama; (c) tokoh masyarakat; (d) 
tokoh pendidikan; (e) perwakilan kelompok tani; (f) perwakilan kelompok nelayan; (g) perwakilan 
kelompok perajin; (h) perwakilan kelompok perempuan; (i) perwakilan kelompok pemerhati dan 
perlindungan anak; dan (j) perwakilan kelompok masyarakat miskin. 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan 
Penatausahaan 
Pelaporan 
Perencanaan 
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penyusunan belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan pembangunan disepakati dalam Musyawarah Desa 
yang dalam pelaksanaannya melibatkan segenap komponen masyarakat 
setempat dengan tetap memperhatikan prioritas Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. 
Pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan Desa oleh Kepala 
Desa sifatnya substantif hal ini tercermin dalam Pasal 38 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
yang mengatur bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Peraturan 
Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dilampiri: (a) format Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Tahun Anggaran berkenaan; (b) format Laporan Kekayaan 
Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan (c) format 
Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa. 
Selain itu dalam Tahap Pertanggungjawaban ini Kepala Desa sebagai 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa juga dibebani tugas untuk 
menginformasikan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada 
masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat. 
Adapun peran Kabupaten/Kota sebagai satuan pemerintah supradesa 
yang merupakan titik tekan hubungan kewenangan dengan Desa termasuk di 
dalamnya hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa memiliki 
peran dan sifatnya wajib untuk membina dan mengawasi pelaksanaan 
pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
4. Kerangka Dana Desa 
Dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa menyebutkan bahwa alokasi anggaran yang berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini bersumber dari belanja pusat 
dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan 
berkeadilan. Hal ini dipertegas di dalam penjelasannya bahwa besaran 
alokasi anggaran yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % 
(sepuluh per seratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara 
bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 
tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
pemerataan pembangunan Desa.137   
Di dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang 
diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta 
pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi untuk desa yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diterapakan 
dengan prinsip money follow function, terkait pengakuan negara atas 
kewenangan asas-usul dengan kewenangan lokal skala desa. Berdasarkan 
administrasi keuangan yang lazim, transfer dana ini tentunya dilaksanakan 
secara bertahap dan bersyarat.138 
Jumlah Desa yang begitu besar dan pertimbangan akuntabilitas 
penyaluran dan pemanfaatan dana akan memiliki resiko tinggi. Di sisi lain, 
pemerintah melihat bahwa urusan yang dilaksanakan oleh desa sebagai 
                                                          
137 Tim Penyusun, “Anotasi Undang-Undang...” , op.cit., 378. 
138 Ibid., hlm. 379. 
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bagian dari urusan kabupaten/kota. Dengan pertimbangan tersebut pilihan 
yang paling rasional adalah penyaluran dana dilakukan dua tingkat, yaitu: 
transfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas 
Umum Daerah (RKUD) dan dilanjutkan dengan Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD) masing-masing kabupaten/kota ke Rekening Kas Desa. 
Persyaratan dalam penyaluran dana lazimnya akan mencakup aspek legal 
(ketersediaan regulasi pedukung di tingkat Kabupaten/Kota maupun Desa) 
dan prosedur (misalnya: ketepatan waktu dalam penyampaian laporan).139 
Dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara mengatur tentang kewenangan Bupati/Walikota untuk menetapkan 
Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya. Namun demikian, kewenangan 
yang diberikan kepada Bupati/Walikota ini tidak serta merta membebaskan 
dalam penghitungan Dana Desa, tetapi Pemerintah Pusat sudah memberikan 
rambu-rambu dalam penghitungannya. Dana Desa dihitung secara 
berkeadilan berdasarkan: (a) alokasi dasar; dan (b) alokasi yang dihitung 
dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa. Tingkat kesulitan geografis 
ditunjukkan oleh Indeks Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan oleh 
faktor yang terdiri atas: (a) ketersediaan prasarana pelayanan dasar; (b) 
kondisi infrastruktur; dan (c) aksesibilitas/transportasi.  
Selain itu, Bupati/Walikota menerima laporan realisasi penggunaan 
Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap semester. 140  Selanjutnya, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi 
                                                          
139 Ibid. 
140 Lihat Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang berbunyi : Kepala Desa 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota setiap 
semester. 
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penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan 
tembusan Menteri yang menangani Desa, Menteri teknis/pimpinan lembaga 
pemerintah nonkementerian terkait, dan Gubernur paling lambat minggu 
keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya. 
Hal lain yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan 
standarisasi keuangan Desa. Standarisasi keuangan Desa mengacu pada 
semua peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi: Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa.  
Standarisasi itu tampak jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang meliputi 
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri atas: (a) 
Pendapatan Desa; (b) Belanja Desa; dan (c) Pembiayaan Desa. 141 
Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja Desa 
diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. Pembiayaan 
diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Sehingga setiap hal dalam 
keuangan Desa harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Berkaitan dengan standarisasi pengadaan barang dan/atau jasa Pasal 
32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa  pengadaan barang dan/atau 
jasa di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman 
                                                          
141  Lihat Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
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pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, bilamana 
Bupati/Walikota belum menetapkan  Peraturan Bupati/Walikota tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Pasal 7A Peraturan Kepala 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berpedoman pada Peraturan Kepala 
ini, atau praktik yang berlaku di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan 
Tata Nilai Pengadaan.142 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, selain berwenang untuk 
menghitung dan menyalurkan Dana Desa, menetapkan standarisasi 
keuangan Desa dan pengadaan barang dan/atau jasa di Desa juga memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 
Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, 
dan lembaga adat melalui perangkat daerah terkait, yaitu Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan dalam 
rangka meningkatan kapasitas aparatur Desa bersama segenap komponen 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa khususnya 
                                                          
142 Berdasarkan Ketentuan Bab I huruf D dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Brang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa Tata Nilai Pengadaan, 
meliputi: (1) Pengadaan barang/jasa menerapakan prinsip-prinsip sebagai berikut: (a) efisien, 
berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunkan dana dan daya yang 
minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan 
dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dan kualitas yang maksimum; (b) 
efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah 
ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; (c) transparan, berarti semua 
ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara 
luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat; (d) pemberdayaan masyarakat, 
berarti pengadaan barang/jasa harus dijadikan wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat 
mengelola pembangunan Desanya; (e) gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh 
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa; dan (f) akuntabel, berarti harus 
sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan; dan (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 
harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan 
keuangan Desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 
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pengelolaan keuangan Desa agar sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan. 
Politik pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan 
perundang-undangan dalam praktiknya merupakan pertarungan berbagai 
kepentingan dalam masyarakat, termasuk kepentingan masyarakat atas sumber 
daya.143 Hukum merupakan variabel terpengaruh sedangkan politik merupakan 
variabel berpengaruh. Hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan 
negara. Legitimasi hukum melalui kekuasaan politik, salah satunya terwujud 
dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum. Hukum ditegakkan oleh 
kekuasaan politik melalui alat-alat politik, melalui alat-alat politik lain seperti 
polisi, penuntut umum, dan pengadilan. Harus diingat bahwa setelah hukum 
memperoleh kekuasaan dari kekuasaan politik tadi, hukum juga menyalurkan 
kekuasan itu pada masyarakat.144 
Hukum dan politik merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. 
Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem 
kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi 
melakukan social control, dispute settlement, dan social engineering, atau 
inovation. Sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem dan adaptasi 
(socialization dan rekruitment), konversi (rule making, rule aplication, rule 
adjudication, interestarticulation, dan agregation) dan fungsi kapabilitas 
(regulatif extractif, distributif, dan responsif).145 
Kebijaksanaan politik hukum merupakan salah satu subsistem dan 
bagian yang integral dalam sistem hukum itu sendiri. Baik secara teoritis 
konsepsional maupun praktis operasional, perlu dipelihara konsistensinya 
dengan sistem hukum yang diinginkan, bahkan juga konsistensinya dengan 
sistem manajemen kehidupan nasional (managerial system of the national life). 
Maka secara politis strategis, konsep dasar dari sistem manajemen kehidupan 
bangsa itu lebih dahulu dipahami hakekatnya. Dalam hal ini, ialah memahami 
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hakikat landasan-landasan dan dasar-dasar manajemen kehidupan bangsa ini, 
menurut apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.146 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa sebuah politik hukum 
dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang berimplikasi pada karakter produk 
hukumnya. Politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa lahir dari sebuah 
konfigurasi politik demokratis sebagaimana yang terjadi di Negara Republik 
Indonesia saat ini, yaitu susunan sistem politik yang membuka kesempatan 
(peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan 
kebijaksanaan umum pembangunan.  Moeliono (in Suhendar) states that 
particitipation can be broadly defined as the reality of involvement, active and 
readily participation of society because of internal (intrinsic) and external 
(extrinsic) reasons in activities process. In terms of the implementation of 
community development, participation is a form of awareness, attention, and 
responsibility of community toward the importance of development which is 
directed to improve the quality of their life (Moeliono (dalam Suhendar) 
menyatakan bahwa partisipasi dapat didefinisikan secara luas sebagai realitas 
keterlibatan, alasan aktif dan siap partisipasi masyarakat karena internal 
(intrinsik) dan eksternal (ekstrinsik) dalam proses kegiatan. Dalam hal 
pelaksanaan pembangunan masyarakat, partisipasi merupakan bentuk 
kesadaran, perhatian, dan tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya 
pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.147  
Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat 
dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan 
politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. 
Dilihat dari hubungan pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi 
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politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya 
untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. 148  Hal ini terlihat ketika 
pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Desa terdapat 10 (sepuluh) 
Fraksi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat yang secara pro aktif 
bersama Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, meliputi: 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Demokrasi 
Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat 
Nasional, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Hati Nurani 
Rakyat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lahir dalam 
konfigurasi politik demokratis, tetapi dalam kenyataannya bilamana melihat 
substansi khususnya berkaitan dengan pengaturan pengelolaan keuangan Desa 
beserta teknis dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana yang telah 
dianalisis sebelumnya ternyata lebih condong pada karakter produk hukum 
konservatif/ortodoks/elitis. Produk hukum konservatif/ortodoks/elitis adalah 
produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik dan  
lebih mencerminkan keinginan pemerintah.149 Hal ini terlihat pada substansi 
pengaturan pengelolaan keuangan Desa yang sifatnya sangat teknis dan 
menghilangkan konsep otonomi Desa yang selama ini dipropagandakan 
Pemerintah sebagai jalan kemajuan Desa melalui visi reformasi Desa.  
Sifat teknis dalam pengelolaan keuangan Desa oleh Pemerintah Desa 
ini berimplikasi pada kinerja Pemerintah Desa yang disibukkan dengan hiruk-
pikuk teknis untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku, mulai dari proses pengelolaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa. Padahal bilamana 
melihat kondisi eksisting yang ada tidak semua Pemerintah Desa ditunjang 
oleh kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mumpuni. Sehingga ini 
juga akan mempengaruhi ketercapaian visi reformasi Desa yang telah 
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dicanangkan oleh Pemerintah yang basis utamanya melalui pelaksanaan 
otonomi Desa. 
 
B. Konstruksi Ideal Politik Hukum Hubungan Kewenangan antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa 
Hukum dalam perkembangannya telah mengalami perubahan dan 
kemajuan yang sangat pesat mengikuti perkembangan yang terjadi di 
masyarakat, baik ditinjau dari segi teori hukum maupun dari segi praktik 
hukum.150 Hukum dapat berperan sebagai obyek pembangunan dalam rangka 
mewujudkan konstruksi hukum ideal yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup 
di masyarakat. Kata konstruksi umumnya dipakai oleh para arsitektur di bidang 
teknik maupun ilmu bahasa, di dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan 
pengertian konstruksi dalam arsitektur adalah susunan berbagai bagian hingga 
menjadi suatu keseluruhan bangunan yang teguh. Ilmu konstruksi mempelajari 
cara pemakaian berbagai bahan, sehubungan dengan bahan.  
Sehubungan dengan sifat-sifat bahan tersebut sedangkan pengertian 
konstruksi dalam ilmu bahasa adalah urutan kata-kata dalam suatu kalimat. 
Konstruksi hukum merupakan bagian dari penemuan hukum. Karena 
penemuan hukum dapat berupa interpretasi, argumentasi, dan konstruksi 
hukum dan hermeneutika hukum. Konstruksi hukum merupakan penemuan 
hukum yang dilakukan dengan jalan konstruksi hukum karena persoalan yang 
dihadapi mengalami kekosongan atau ketidaklengkapan undang-undang harus 
diisi atau dilengkapi dengan tidak melanggar hal normatif.151 
Konstruksi hukum yang ideal dapat dicapai dengan sebuah konstruksi 
politik hukum yang ideal pula. Konstruksi politik hukum yang ideal merupakan 
suatu susunan berbagai bagian hingga menjadi suatu keseluruhan bangunan 
politik hukum yang sesuai dengan cita hukum masyarakat yang ada. Dalam 
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politik hukum yang ideal setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu: 
Pertama, Hukum merupakan instrumen. Hukum adalah alat yang dipakai untuk 
mewujudkan tujuan. Kedua, Hukum dalam konteks politik hukum adalah 
pembawa misi. Hukum menjadi wadah yang menampung segala keinginan dan 
aspirasi mengenai berbagai hal yang ingin ditata dan dicapai. Wadah yang 
namanya hukum ini penting, karena hukum memiliki keunggulan dibandingkan 
wadah-wadah lain. Dalam misi memperbaiki keadaan dan mencapai tujuan, ia 
dibekali kekuatan pemaksa, didukung otoritas yang sah, dan (idealnya) terumus 
secara jelas serta tegas sehingga efektivitasnya terjamin.152 
Ketiga, hukum dalam konteks politik hukum adalah piranti manajemen. 
Hukum menata kepentingan-kepentingan secara adil, menetapkan apa yang 
harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, mengatur hak dan kewajiban 
individu-kelompok-lembaga, menyiapkan sanksi, dan dilengkapi 
lembaga/aparat penegaknya. Dalam posisi inilah, hukum memiliki kapabilitas 
yang potensial untuk membawa misi pencapaian tujuan yang ingin 
diwujudkan.153  
Politik pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan 
perundang-undangan pada mulanya memang didasarkan kepada kebutuhan-
kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, baik karena pengaruh-pengaruh 
dari perkembangan masyarakat itu sendiri maupun pengaruh dari masyarakat 
luar (masyarakat internasional). Karenanya, maka politik pembentukan hukum 
melalui pembentukan perundang-undangan idealnya harus dipengaruhi, 
diwarnai, dan dijiwai oleh nilai-nilai, pandangan hidup, idea atau cita hukum 
dari masyarakat yang bersangkutan. Namun, dalam praktik bersamaan dengan 
formulasi (penyusunan) norma-norma hukum, bersamaan dengan itu pula 
muncul berbagai kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat.154 
Untuk konteks Indonesia, pada posisi pembentuk Undang-Undang, 
adanya inspirasi dari nilai-nilai, pandangan hidup dan cita hukum yang dianut 
oleh masyarakat di satu sisi dan adanya kepentingan-kepentingan (politik, 
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ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya) di sisi lain, memerlukan 
keterampilan khusus untuk menselaraskan atau mengharmonikan antara 
momen idiil di satu sisi dengan momen politik (berbagai kepentingan) di sisi 
lain.155 
Pada momen atau posisi tersebutlah akan ditentukan arah dari politik 
pembentukan hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan. 
Kepentingan apa saja yang dominan mempengaruhi pembentukan peraturan 
perundang-undangan dan apakah pembentuk peraturan perundang-undangan 
tetap konsisten selalu berdasar atau menjadikan nilai-nilai, pandangan hidup 
dan cita hukum yang dianut oleh bangsa sebagai landasan keberlakuannya 
secara filosofikal. Karena selain keterampilan dari pembentuk undang-undang 
(dalam momen yuridis dan teknikal), untuk mengharmonikan kepentingan idiil 
dan momen politik, yang lebih penting lagi adalah kepahaman (verstehen) dan 
kebijakan dari pembentuk undang-undang akan pentingnya pandangan hidup, 
keyakinan, agama, dan wawasan kebangsaan yang harus mewarnai peraturan 
perundang-undangan yang akan dibuat. Juga kesadaran bahwa ada nilai-nilai, 
asas-asas, prinsip cita hukum masyarakat yang harus menjiwai penyusunan 
Undang-Undang.156 Pendapat ini didukung oleh Hassan Suryono bahwa dalam 
pembutan sebuah undang-undang dibutuhkan beberapa aspek pendukung, yaitu 
aspek hukum, aspek politik, dan aspek moral. Aspek moral harus mengacu 
pada nilai-nilai moral yang dianut bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.157 
Karenanya tepat jika sila keempat dari Pancasila yang menyebutkan 
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan. Tanpa pengetahuan, pemahaman, dan 
kesadaran atas nilai-nilai dan cita hukum penyusun peraturan perundang-
undangan, maka produk hukum yang dibuat tidak akan sesuai dengan idealia 
dan realita masyarakat Indonesia. Padahal, politik pembentukan hukum melalui 
pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari politik 
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hukum nasional dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang 
holistik dan komprehensif.158 
Berdasarkan paparan ini terlihat sangat jelas kedudukan politik hukum 
yang sangat berpengaruh atas substansi hukum yang dimuat dalam setiap 
peraturan perundang-undangan. Termasuk dalam konteks ini yaitu upaya untuk 
mencari kontruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa dan 
sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan cita hukum (rechtsidee) 
bagi segenap peraturan perundang-undangan yang dibuat. 
1. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan dalam Pancasila sebagai Pena Penguji 
Konstruksi Hubungan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa 
Setiap masyarakat atau bangsa tentu memiliki pandangan hidup yang 
berisi nilai-nilai moral atau etika yang dianggap sebagai suatu kebenaran. 
Moral dan etika suatu kebenaran itu pada dasarnya memuat nilai-nilai yang 
dianggap baik atau tidak baik, sesuatu yang dianggap benar atau tidak benar, 
sesuatu yang dianggap patut atau tidak patut, suatu yang dianggap layak 
atau tidak layak dan sesuatu yang dianggap adil dan tidak adil. Nilai yang 
dianggap sebagai suatu kebenaran oleh masyarakat atau bangsa sudah tentu 
harus dijadikan jiwa, pandangan hidup dan cita-cita yang akan dijadikan 
dasar dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara dan suatu kebenaran tersebut tentunya akan dijunjung tinggi serta 
akan dilaksanakan dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak 
manapun.159 
Dilihat dari segi filosofis, seluruh sistem hukum Indonesia tidak 
dapat dilepaskan dari pandangan yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai 
filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa atau 
disebut juga dengan istilah Grundnorm. Terkait dengan hal Pancasila 
sebagai filosofische grondslag, Pancasila harus dilihat sebagai cita hukum 
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159  Nyana Wangsa dan Kristian, Hermeneutika Pancasila: Orisinalitas dan Bahasa 
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(rechtsidee atau the idea of law)yang merupakan bintang pemandu. Bernard 
Arief Sidharta menyatakan bahwa tata hukum yang beroperasi dalam suatu 
masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari cita hukum 
(rechtsidee atau the idea of law) yang dianut dalam masyarakat ke dalam 
berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses perilaku 
birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat. Selanjutnya, sebagaimana 
dikemukakan oleh Bernard Arief Sidharta, dalam seminar dengan judul 
“Temu Kenal Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional” 
dinyatakan bahwa: “Cita Hukum (rechtsidee) mengandung arti bahwa pada 
hakikatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada 
gagasan rasa, karsa, cita dan pikiran masyarakat atau bangsa itu sendiri”.160 
Dengan demikian, cita hukum (rechtsidee) terbentuk dari alam ide 
manusia sebagai produk hasil perpaduan antara pandangan hidup, keyakinan 
keagamaan dan kenyataan masyarakat yang diwujudukan dalam 
pengkaidahan perilaku masyarakat yang mewujudkan keadilan, 
kehasilgunaan (doelmatigheid) dan kepastian hukum. Cita hukum 
(rechtsidee atau idea of law) merupakan salah satu konsep yang diutarakan 
oleh DHM Meuwissen sebagai salah satu dalil tentang filsafat hukum. 
Menurut DHM Meuwissen, cita hukum (ide hukum) merupakan hasil 
realisasi dari suatu kenyataan hukum. Sedangkan filsafat hukum adalah 
upaya atau cara untuk merefleksikan kenyataan hukum tersebut.161 
Berangkat dari pemahan akan cita hukum tersebut, maka kenyataan 
hukum itu adalah sesuatu yang hidup dan berada sesuai dengan kenyataan 
masyarakat. Lebih spesifik, kenyataan tersebut merupakan pandangan hidup 
masyarakat yang terbentuk dari hasil oleh pikir dan keyakinan masyarakat 
tentang bagaimana seharusnya kehidupan di dunia itu berjalan, tentunya 
hidup itu untuk mencapai kebahagiaan, ketertiban, dan keadilan. Maka 
dengan demikian, cita hukum atau ide dasar hukum bagi bangsa Indonesia 
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sesuangguhnya berakar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia itu sendiri 
yaitu pandangan hidup Pancasila.162 
Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee atau the idea of law) 
didasarkan pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karenanya, 
peranan cita hukum Pancasila adalah sebagai asas umum yang 
mempedomani, mendasari, norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang 
memotivasi penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan dan 
penerapan hukum) dan seluruh perilaku hukum di Indonesia. Dengan 
perkataan lain, dapat dikatakan bahwa pada posisi seperti ini mengharuskan 
tujuan pembentukan seluruh hukum positif di Indonesia adalah untuk 
mencapai ide-ide atau nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam 
Pancasila. Di sisi lain, kondisi yang demikian akan menimbulkan 
konsekuensi bahwa ide-ide, nilai-nilai dan cita-cita yang akan dicapai dalam 
Pancasila pada dasarnya dapat digunakan untuk menguji hukum positif yang 
ada. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai filosofische groundslag atau 
rechtsidee atau ide dasar hukum (the idea of law) maka pembentukan 
hukum, penerapan hukum dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari 
nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebaliknya, nilai-nilai, prinsip-
prinsip dan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan 
dalam pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakan hukum (law 
enforcement) di Indonesia.163 
Dalam hubungannya dengan cita hukum Pancasila, Bernard Arief 
Sidharta menyatakan bahwa: “Pada masa kini, Pancasila sebagai “base 
values” sudah sepenuhnya menjadi kenyataan. Namun, Pancasila sebagai 
“goal values” baru sila Ketuhanan dan sila Persatuan Indonesia yang 
sepenuhnya telah menjadi kenyataan, sedangkan sila-sila lainnya masih 
banyak yang harus diperjuangkan dengan penuh kesungguhan oleh semua 
pihak. Sebagai sebuah goal values maka cita hukum (rechtsidee atau the 
idea of law) Pancasila memberikan landasan bagi tujuan hukum yaitu untuk 
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memberikan pengayoman kepada seluruh manusia dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.164 
Dengan demikian, semua kaidah hukum, norma hukum, lembaga 
hukum dan pola penegakan hukum di Indonesia seyogyanya didasarkan 
pada Pancasila sebagai goals values yakni sebuah sistem hukum yang 
mencerminkan atau memberikan pengayoman kepada manusia (melindungi 
manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang dan menciptakan 
kondisi kemasyarakatan berlangsung secara wajar dengan tetap menjunjung 
rasa keadilan yakni sebuah kondisi di mana setiap manusia memperoleh 
kesempatan yang sama dan kesempatan yang luas untuk mengembangkan 
seluruh potensi yang ada).165 
Di samping itu, posisi yang demikian telah menjadikan Pancasila 
sebagai dasar dari sistem hukum bangsa Indonesia yang setidaknya 
mencakup 4 (empat) hal yakni: philosophical, political, cultural, dan 
sociological. Dalam hal yang pertama yakni Pancasila dilihat dari sudut 
pandang philosophical, dapat diterjemahkan bahwa Pancasila sebagai 
landasan filosofis mencakup legal value dan legal concept yang dalam 
perkembangannya akan menjadi dasar bagi pembentukan legal institutions 
dan legal norms dalam sistem hukum nasional atau sistem hukum Indonesia. 
Dengan demikian, menjadi tidak terbantahkan dan merupakan sesuatu yang 
tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya bahwa Pancasila merupakan dasar 
dari pembentukan seluruh sistem hukum di Indonesia.166 
Penjabaran cita hukum Pancasila ke dalam tatanan hukum 
merupakan pengejawantahan dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang 
bersumber pada Pancasila. Seperti yang tercantum pada alenia ke-4 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
dasar kehidupan hukum bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia 
telah ditetapakan dengan suatu undang-undang dasar di mana Pancasila 
dijadikan sebagai landasan filosofisnya. Rumusan dari kelima sila yang 
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terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan kelima sila tersebut tidak lain adalah perumusan 
dari pandangan hidup bangsa Indonesia.167 
Soediman Kartohadiprodjo menyatakan bahwa Pancasila merupakan 
isi jiwa bangsa dan filsafat bangsa yang digali dari bumi Indonesia sendiri. 
Berangkat dari pernyataan Soediman Kartohadiprodjo tersebut dapat 
disimpulkan bahwa Pancasila tidaklah sama dengan filsafat dari masyarakat 
barat. Pancasila adalah filsafat yang diangkat berdasarkan nilai-nilai yang 
hidup dalam masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, filsafat Pancasila 
merupakan filsafat yang original dari bangsa Indonesia. Berikut ini adalah 
penjelasan tentang isi dari filsafat bangsa Indonesia yaitu filsafat Pancasila 
yang terumuskan ke dalam kelima sila berikut ini:168 
a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (nilai Ketuhanan) 
Manusia Indonesia percaya bahwa alam semesta beserta isinya 
merupakan hasil ciptaan Tuhan. Ada suatu kekuatan gaib yang mengatasi 
seluruh semesta ini dan kekuatan gaib itu disebut dengan Tuhan. Manusia 
sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah diberkahi dengan alat untuk 
menjalankan peran dan fungsinya sebagai manusia di dalam hidupnya. 
Alat tersebut adalah raga, rasa, dan rasio. 
Masih terkait dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, maka perlu disadari bahwa perjalanan hidup manusia 
adakalanya mengalami kesulitan, rintangan, godaan, dan sebagainya. 
Untuk mengatasi semua itu maka manusia mempergunakan alat yang 
diperlengkapkan padanya. Namun demikian, manusia tidak selamanya 
mampu mempergunakan alat-alat kelengkapan yang ada padanya untuk 
mengatasi persoalan hidup, manusia dalam hidup dan kehidupannya 
memerlukan petunjuk atau bantuan yang kadang tidak mungkin diberikan 
oleh manusia lainnya, sehingga diperlukan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk 
ini hanya dapat dimengerti oleh manusia lewat ibadat. Melaksanakan 
                                                          
167 Ibid. 
168 Ibid., hlm. 78-83. 
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ibadat tidak berarti hanya menjalankan kewajiban upacara keagamaan 
tetapi juga berusaha hidup sesuai dengan ajaran Tuhan lewat agamanya 
masing-masing. 
Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara juga harus 
didasarkan atas kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara 
memberikan jaminan kebebasan bagi setiap warga negaranya untuk 
memeluk agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-
masing, atheisme dan komunisme dilarang, tidak ada tempat di bumi 
Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan nilai Ketuhanan ini, manusia 
Indonesia memiliki pegangan untuk merumuskan nilai tentang yang 
benar dan yang salah, nilai yang baik dan buruk, adil dan tidak adil, layak 
dan tidak layak, bermoral dan tidak bermoral menurut pemahaman akal 
budi manusia terhadap Tuhan-nya. 
Menambahkan berbagai penjelasan di atas, kiranya perlu pula dikatakan 
bahwa pengaturan dan penyelenggaraan sistem hukum di Negara 
Republik Indonesia sudah tentu harus selaras dengan asas Ketuhanan. 
Dalam hal ini, pengaturan ataupun pelaksanaan sistem hukum di Negara 
Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama yang 
dianut bangsa Indonesia, tidak boleh melanggar norma-norma kehidupan 
atau kerukunan beragama, tidak boleh menimbulkan perpecahan dan 
tidak boleh mengganggu ketentraman hidup umat manusia. Sebaliknya, 
penerapan atau pelaksanaan sistem hukum di Negara Republik Indonesia 
diharapkan dapat selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran agama, 
dapat menegakan norma-norma kehidupan atau kerukunan, menciptakan 
persatuan, perlindungan hak asasi manusia dan menciptakan ketentraman 
hidup umat manusia. 
b. Sila Kedua dan Ketiga: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dan 
Persatuan Indonesia (nilai peri-kemanusiaan dan nilai kebangsaan) 
Isi dari Pancasila mengenai peri-kemanusiaan dan mengenai kebangsaan 
ini mengandung makna yang sesungguhnya sama dengan bunyi dari sila 
ke-2 dan ke-3 dari Pancasila. Dasar “peri-kemanusiaan” dimaksudkan 
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bahwa bangsa Indonesia memandang manusia sebagai satu umat di 
dalam satu kesatuan yang menolak adanya perbedaan kelas antara 
manusia kelas atas dan mansuia kelas bawah. Kenyataan bahwa manusia 
hidup tersebar di wilayah-wilayah yang berbeda satu sama lain di muka 
bumi ini menyebabkan watak manusia berbeda satu sama lain. Perbedaan 
itu dilukiskan atas dasar “kebangsaan”. 
Atas dasar peri-kemanusiaan dan kebangsaan ini mengandung makna 
bahwa manusia dikodratkan untuk hidup berkelompok dan selalu hidup 
dalam suatu pergaulan hidup. Pandangan seperti ini sangat  bertolak 
belakang dengan folosofi yang berkembang di barat, yaitu men are 
created free. Berdasarkan pemahaman ini maka dapat disimpulkan 
bahwa manusia senantiasa hidup berkelompok dan tidak dapat hidup 
sendiri. Menurut Soediman Kartohadiprodjo, hidup berkelompok 
termasuk juga sebagai alat perlengkapan manusia untuk mempertahankan 
hidup dan kehidupannya. Hal ini pun dinamakan sebagai unsur “rukun” 
yang berdiri berdampingan dengan ketiga unsur lainnya, yaitu: raga, rasa, 
dan rasio. 
Terkait dengan sila ke dua dalam Pancasila, A.W. Widjaya dalam 
bukunya berjudul Perkuliahan Pancasila menyatakan bahwa sila ke dua 
ini disebut sebagai kerangka normatif. Hal ini dikarenakan sila ke dua 
dalam Pancasila berisi imperatif atau keharusan asasi normatif untuk 
hidup atau bertindak adil dan beradab. Adab menunjukan sikap rohaniah 
sebagai makhluk Tuhan yang mulia, sedangkan adil menunjukan 
perikelakuan yang mencerminkan manusia beradab. 
Selanjutnya, berkaitan dengan sila ke tiga, sila ke tiga ini menggariskan 
batas-batas bagi kepentingan individu. Setiap manusia Indonesia harus 
mampu mengendalikan diri sendiri, sehingga tidak hanya mengejar 
kepentingan pribadi saja, apabila kepentingan negara dan bangsa 
menuntutnya.  
Selain itu, penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia 
harus memerhatikan asas kemanusiaan, melindungi dan menghargai hak 
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asasi manusia, baik dalam arti hak asasi mansuia sebagai warga negara 
(masyarakat), ataupun hak asasi sebagai aparat keamanan. 
Penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia juga harus senantiasa 
dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu 
senantiasa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Ini artinya, 
pengimplementasian atau penyelenggaraan sistem hukum nasional tidak 
hanya dilakukan untuk melindungi hak-hak individu atau sekelompok 
masyarakat, tetapi harus memperhatikan kepentingan umum (masyarakat 
luas) dan dilakukan dalam konteks usaha memperkokoh persatuan, 
keutuhan, dan keamanan bangsa Indonesia. 
c. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 
dalam Permusyawaratan/Perwakilan (nilai musyawarah dan mufakat) 
Sila ini menunjukan garis-garis yang tidak dapat dilampaui dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap manusia 
Indonesia harus mengendalikan diri, patuh pada hukum, 
mempertahankan disiplin, serta menghormati dan menaati setiap 
keputusan rakyat yang diambil secara konstitusional dan demokratis. 
Penyelenggaraan sistem hukum di Negara Republik Indonesia tidak 
diperkenankan bertentangan dengan asas demokrasi, tidak boleh bersifat 
otoriter atau bersifat sewenang-wenang atau dilakukan hanya didasari 
oleh kekuasaan dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok 
tertentu. Seluruh sistem hukum di Negara Republik Indonesia seyogianya 
dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat. 
d. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (nilai 
kesejahteraan sosial) 
Keempat unsur sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya 
dipergunakan manusia untuk menjalani hidupnya di dunia dalam suatu 
harmoni atau keselarasan sehingga akhirnya tercipta pula suatu 
kebahagiaan. Penggunaan alat-alat perlengkapan yang dimiliki manusia 
(raga, rasa, rasio, dan peri kemanusiaan serta kebangsaan) harus 
dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan bersama. 
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Sila ini memberi arah pada pertumbuhan kesadaran setiap individu 
sebagai makhluk sosial, menjunjung tinggi keadilan bersama dengan 
orang lain sebagai sesama warga masyarakat. Sila ini memberikan 
pengertian keadilan yang dimaksud bukan keadilan individu semata 
(liberal) tetapi keadilan yang juga memerhatikan rasa keadilan sosial, 
dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Sila ini juga sekaligus menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem 
hukum di Indonesia harus dilakukan secara seimbang dan proporsional 
dengan memerhatikan asas prosperity sehingga sistem hukum di Negara 
Republik Indonesia selalu diletakan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu 
untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan lain sebagainya sehingga 
akan menciptakan suatu keadaan yang kondusif bagi pembangunan 
nasional dan pada akhirnya dapat menciptakan perlindungan dan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Pandangan Notonagoro tentang pelaksanaan Pancasila melalui 
bidang perundang-undangan adalah pelaksanaan yang bersifat obyektif. 
Pelaksanaan Pancasila yang bersifat obyektif didasarkan pada pandangan, 
bahwa norma atau pengatur pelaksanaan Pancasila dalam bidang-bidang 
hidup kenegaraan adalah perundang-undangan. Pandangan Notonagoro 
yang sangat penting tentang pelaksanaan Pancasila melalui perundang-
undangan adalah pandangannya tentang tertib hukum dan kedudukan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara (Staatfundamentalnorm). 
Undang-Undang Dasar Negara merupakan hukum dasar negara yang tertulis 
tidak merupakan peraturan hukum yang tertinggi, karena Undang-Undang 
Dasar Negara masih mempunyai dasar-dasar pokok. Dasar-dasar pokok 
Undang-Undang Dasar Negara, yaitu dinamakan Pokok Kaidah Negara 
yang Fundamental (Staatsfundamentalnorm).169 
                                                          
169  Sri Suprapto, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarkan Filsafat Pancasila 
Notonagoro, UNY Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 134.  
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Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara 
sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakikatnya terpisah dari 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut 
isinya memuat asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara 
(Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara (melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 
abadi, dan keadilan sosial), serta menetapkan adanya suatu Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala sesuatunya 
memenuhi syarat-syarat mutlak bagi Pokok Kaidah Negara yang 
fundamental. Pokok kaidah fundamental negara dalam hukum mempunyai 
hakikat dan kedudukan tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang 
dibentuk, sehingga dengan jalan hukum yang tidak dapat diubah.170 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mempunyai hubungan hierarkis dan organis dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan di 
bawah dan di dalam lingkungan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan isi penjelmaan asas kerohanian 
negara, asas politik negara, dan tujuan negara. Pancasila telah mempunyai 
bentuk dan isi formal maupun material untuk menjadi pedoman hidup 
kenegaraan dan hukum Indonesia. Seluruh hidup kenegaraan dan tertib 
hukum Indonesia didasarkan atas, ditujukan kepada, dan diliputi oleh 
Pancasila, asas politik, dan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.171 
                                                          
170 Ibid., hlm. 140. 
171 Ibid., hlm. 140-141. 
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Pandangan Notonagoro tentang Tertib Hukum Indonesia didasarkan 
pada pandangan Kelsen yang dikenal sebagai tokoh yang melahirkan 
pandangan Stufenbau des Rechts. Kelsen menjelaskan bahwa peraturan-
peraturan hukum yang jumlahnya banyak merupakan suatu sistem, karena 
peraturan hukum yang satu (lebih tinggi) merupakan dasar kekuatan 
mengikatnya peraturan hukum yang lain (lebih rendah). Tingkat-tingkat atau 
jenjang-jenjang tersebut akhirnya sampai kepada dasar yang terakhir, yaitu 
norma dasar (basic norm). Suatu peraturan hukum tertentu merupakan 
devariasi dari peraturan hukum yang lebih tinggi dan bukan merupakan 
devariasi dari suatu fakta. Suatu peraturan hukum tertentu harus dapat 
dikembalikan kepada peraturan hukum yang lebih tinggi atau di atasnya. 
Kesimpulan dari pandangan Kelsen, bahwa norma adasar menjadi dasar 
bagi adanya sistem norma (a system of norm, a legal order). Suatu peraturan 
hukum tertentu dapat diuji keabsahannya dalam arti kesesuaiannya dengan 
peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya.172  
Pandangan Notonagoro tentang Pokok Kaidah Fundamental Negara 
didasarkan pada pandangan Nawiasky. Nawiasky menjelaskan bahwa 
permasalahan Staatsfundamentalnorm berkaitan dengan isinya, hakikat 
yuridisnya, tidak mengandung peraturan-peraturan yang bersifat memaksa 
untuk tingkah laku lahiriah, penetapan dan perubahannya dilakukan oleh 
lembaga yang sama, serta berkaitan dengan konstitusi atau Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan Pokok Kaidah 
Fundamental Negara yang penting  adalah menyangkut isinya, yaitu 
memuat ketentuan tentang prinsip-prinsip dasar politik negara yang secara 
hukum tidak dapat diubah.173 
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Pancasila telah 
ditempatkan sebagai cita hukum (rechtsidee) dan sumber dari segala sumber 
hukum yang merupakan tingkat tertinggi dalam teori jenjang norma hukum. 
                                                          
172 Ibid., hlm. 141. 
173 Ibid. 
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Sehingga cita hukum (rechtsidee) Pancasila dalam pembangunan sistem 
hukum nasional mempunyai 3 (tiga) nilai, yaitu:174 
a. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang sedikit 
banyak mutlak. Nilai dasar Pancasila tersebut adalah ketuhanan, 
kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 
b. Nilai instrumental,  yaitu pelaksanaan umum dari nilai-nilai dasar. 
Terutama berbentuk norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam 
peraturan perundang-undangan. 
c. Nilai praktis, yaitu nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam 
kenyataan yang berasal dari nilai dasar dan nilai instrumental. Sehingga 
nilai praktis sesungguhnya menjadi batu uji apakah nilai dasar dan nilai 
instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia. 
Ketiga nilai tersebut kemudian dikonkritisasi ke dalam norma-norma 
hukum. Pengkonkritisasian ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena 
hukum yang hendak dibangun harus dapat memadukan dan menyelaraskan 
kepentingan nasional Indonesia baik yang bertaraf nasional, regional 
maupun global. Sehingga dengan berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai 
bintang pemandu untuk menguji dan memberikan arah hukum positif di 
Indonesia. Sehingga oleh Muladi, Pancasila dijadikan margin of 
appreciation doctrine yang senantiasas menjiwa pengembangan hukum di 
Indonesia.175 
Dalam konteks hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, bilamana ditinjau 
perspektif nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila yang merupakan 
pena penguji konstruksi hubungan kewenangan pengelolaan keuangan Desa 
dapat ditemukan benang merah bahwa politik hukum yang selama ini 
berjalan kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 
utamanya adalah sila keempat. 
                                                          
174 Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, op.cit., hlm. 155-156. 
175 Ibid., hlm. 156. 
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Dalam sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin oleh 
Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Ide dasar 
dalam sila ini adalah sistem pemerintahan negara bagi bangsa Indonesia 
bukan berdasarkan demokrasi rakyat yang menitiberatkan kepentingan 
kolektif dengan menganggap tiap-tiap individu sebagai bagian saja. Dan 
bukan berdasarkan demokrasi liberal yang menitikberatkan kepentingan 
individu dan mendasarkan diri atas jumlah suara saja. Sistem 
pemerintahannya adalah kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, yang 
mengikutsertakan semua golongan yang mempunyai kepentingan dalam 
kehidupan kenegaraan dan kemasyawarakatan dengan musyawarah mufakat 
untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.176 
 Nilai-nilai yang tidak sesuai adalah ketika pembentukan Undang-
Undang tentang Desa yang notabene merupakan respon dari tekanan 
masyarakat yang tergabung dalam beberapa organisasi masyarakat Desa dan 
Pemerintah Desa tidak disertai dengan musyawarah/mufakat berkaitan 
dengan teknis pengelolaan keuangan Desa. Pembicaraan yang dilakukan 
bersama elemen masyarakat hanya berkaitan dengan nominal Dana Desa 
yang diwacanakan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tanpa 
membicarakan lebih lanjut soal teknis pengelolaan keuangan Desa yang 
berimplikasi pada pengaturan secara sepihak oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Pemerintah.  
Pengaturan ini berimplikasi pula pada beban teknis yang berat yang 
diberikan kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan Desa yang 
tidak mencerminkan semangat musyawarah mufakat dan keadilan dalam 
hubungan kewenangan. Sehingga dapat dikatakan pengaturan dalam 
pengelolaan keuangan Desa bertentangan dengan asas demokrasi, bersifat 
otoriter atau bersifat sewenang-wenang atau dilakukan hanya didasari oleh 
kekuasaan dari sekelompok orang atau kelompok-kelompok tertentu, dalam 
hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hubungan kewenangan 
                                                          
176 Noor MS Bakry, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2008, 
hlm. 70. 
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yang dimaksud yaitu antara Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa tidak 
berimbang karena beban berat ada di Pemerintah Desa.  
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diatur melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa khususnya Pasal 24 sampai dengan Pasal 42 yang 
memberikan beban pengelolaan keuangan Desa prosedural sangat 
memberatkan struktur Pemerintah Desa yang sederhana serta kapasitas 
Sumber Daya Manusia yang terbatas. Sehingga perlu model 
pengadministrasian pertanggungjawaban atau pembukuan yang sederhana 
tanpa mengesampingkan esensi dari Laporan Pertanggungjawaban.  
Selain itu, beban pengelolaan keuangan Desa yang bertitik berat 
pada tingkat Pemerintah Desa tersebut juga berimplikasi pada kemungkinan 
besar terjadinya penyelewengan atau tindak pidana korupsi. Hal ini 
dikarenakan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan anggaran yang tidak 
dilengkapi dengan kualifikasi pengelolaan keuangan Desa dan terdapat 
kesempatan besar untuk melakukan tindakan tersebut. Salah satu contoh 
kasus tindak pidana korupsi dilakukan Kepala Desa terhadap Dana Desa 
adalah yang terjadi di Desa Pandurenan, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa 
Tengah. Berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 
yang sudah inkracht (karena tidak ada upaya hukum lebih lanjut yang 
ditempuh) menyatakan bahwa Kepala Desa Pandurenan Kabupaten Kudus 
Arif Chuzaimahtun secara sah dan meyakinkan telah menggunakan uang 
negara untuk kepentingan pribadi, dengan perincian: Dana Desa tahap I dan 
tahap II sebesar Rp. 243,7 (dua ratus empat puluh tiga koma tujuh) juta, 
Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Tetap sebesar Rp. 108 (seratus 
delapan) juta, bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 25,1 (dua puluh lima 
koma satu) juta, dan Penghasilan Tetap sebesar Rp. 6 (enam) juta. Akibat 
perbuatan tersebut, Kepala Desa Pandurenan Kabupaten Kudus Arif 
Chuzaimahtun dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan membayar 
denda sebesar Rp. 50 (lima puluh) juta subsidair 5 (lima) bulan penjara, 
 
 
121 
 
serta mewajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 
432,8 (empat ratus tiga puluh dua koma delapan) juta.177 
Bilamana ditinjau dari perspektif karakter produk hukum dalam 
konfigurasi politik demokratis seperti halnya Negara Republik Indonesia 
seharusnya memiliki karakter produk hukum yang responsif/populistik. 
Untuk mewujudkan karakter produk hukum yang responsif/populistik ini, 
maka perlu dilakukan perubahan politik hukum, yaitu melalui pengaturan 
bahwa Pemerintah Desa hanya berkewajiban untuk menyusun rencana 
pembangunan dan penggunaan anggaran serta laporan pertanggungjawaban 
secara sederhana. Selanjutnya, untuk mengadministrasian yang detail 
dilakukan oleh pemerintah supradesa. Prinsip ini dilakukan sebagai bentuk 
pelaksanaan sila keempat Pancasila, yaitu adanya hubungan kewenangan 
yang dilandasi oleh semangat permufakatan antar satuan pemerintahan dan 
terjamin keadilan dalam penyelenggaraan kewenangan, dalam artian beban 
berat bukan hanya ada di Pemerintah Desa saja tetapi oleh pemerintah 
supradesa lainnya. 
Upaya yang ditempuh agar Pancasila dapat berfungsi efektif sebagai 
jiwa dari politik hukum adalah perlu ada reformulasi sedemikian rupa, agar 
rumusan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara menjadi 
norma imperatif dan ditaati oleh para penguasa legislasi pusat dan daerah. 
Reformulasi Pancasila sebagai sumber hukum material ini sangat penting. 
Karena Pancasila dalam tatanan hukum di Negara Republik Indonesia 
memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu: (1) sebagai norma kritik, yakni menjadi 
batu ujian bagi norma-norma di bawahnya; dan (2) sebagai bintang 
pemandu, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum di bawahnya. 
Upaya untuk merumahkan nilai-nilai Pancasila kembali menjadi cita-cita 
hukum, perlu diformulasikan pemikiran bahwa kedudukan Pancasila 
                                                          
177  Mahmudah, Pemberhentian Kades Pandurenan Tunggu Petikan Putusan Tipikor, 
terdapat dalam http://www.antarajateng.com/detail/pemberhentian-kades-padurenan-tunggu-
petikan-putusan-tipikor-.html, diakses pada tanggal 12 Januari 2016, Pukul 18.00 WIB. 
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sebagai ideologi negara secara faktual dan psikologis menjadi pandangan 
hidup atas filsafat negara (philosophycal groundslaag).178 
Secara yuridis sebenarnya masih ada satu organ Kabupaten/Kota 
yang bertugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, yaitu 
Kecamatan. Dalam pengelolaan keuangan Desa, Kecamatan hanya dijadikan 
alter ego atau “pengganti” peran Bupati/Walikota yang sifatnya fakultatif 
untuk melakukan evalusi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.179 Selain juga, Camat berdasarkan Pasal 41 
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa bertugas menerima laporan realisasi dan 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa.180  
Langkah lain yang harus ditempuh untuk mewujudkan sebuah sistem 
pengelolaan keuangan Desa yang ideal adalah penyederhanaan sistem 
perencanaan pembangunan/pemerintahan yang dapat dikatakan idealis, 
kompleks, prosedural, dan bertele-tele. Mengingat villages are formally 
established within the Local Government Legislation as fully-fledged 
authority that can plan, budget, collect some revenue, pass by laws, and so 
on (Desa secara resmi didirikan dalam Pemerintah Daerah sebagai otoritas 
lengkap yang dapat merencanakan anggaran, mengumpulkan beberapa 
pendapatan, lewat melalui peraturan, dan sebagainya).181  
Secara eksplisit terlihat dalam Pasal 79 dan Pasal 80 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya diatur dalam 
                                                          
178  Jawahir Thontowi, Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan terhadap 
Ancaman “The Lost Generation”, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 20. 
179 Lihat Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi Bupati/Walikota dapat mendelegasikan 
evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain. 
180 Lihat Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berbunyi Laporan realisasi dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 
ayat (1) disampaiakan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. 
181 Paluku Kazimoto, “Analysis of Village Financial Management Challenges in Arumeru 
District in Tanzania”, International Journal of Reasearch in Social Sciences, Vol. 3, No. 2, 2013, 
page. 72. 
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa. Berdasarkan Pasal 79 mengatur bahwa perencanaan 
pembangunan Desa disusun berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana 
Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut  Rencana Kerja Pemerintah 
Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa untuk waktu 1 (satu) tahun. Lalu, dalam Pasal 80 diatur bahwa 
Musyawarah perencanaaan pembangunan Desa menetapkan prioritas 
program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa didanai oleh 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
Prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan 
berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi: 
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; b. 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; c. pengembangan 
ekonomi pertanian berskala produktif; d. pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan peningkatan kualitas 
ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan 
masyarakat Desa. 
Secara teknis administratif perencanaan pembangunan Desa diatur 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Pembangunan Desa mengatur bahwa penyusunan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa dilakukan dengan kegiatan meliputi: a. 
pembentukan tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; 
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; 
c. pengkajian keadaan Desa; d. penyusunan rencana pembanguann Desa 
melalui musyawarah Desa; e. penyusunan Rancangan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa; f. penyusunan rencana 
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pembangunan Desa melalui musywarah perencanaan pembangunan Desa; 
dan g. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 
Selanjutnya berkaitan dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa diatur dalam 
Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mengatur bahwa Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: 
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; 
b. pembentukan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa; c. 
pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk 
ke Desa; d. pencermatan ulang dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa; e. penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa; 
f. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa melalui musyawarah 
perencanaan pembangunan Desa; g. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah 
Desa; h. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan i. Pengajuan 
daftar usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
Paparan mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa tersebut 
menggambarkan betapa proses yang harus dilaksanakan idealis tidak 
memperhatikan kemampuan Pemerintah Desa yang melaksanakan, 
kompleks dan prosedural karena harus melewati beberapa tahap, dan dapat 
dikatakan bertele-tele untuk tingkatan pemerintahan paling bawah, yaitu 
Desa bilamana berpatokan pada kemampuan untuk melaksanakan. Sehingga 
untuk mengatasi kondisi ini harus harus diformulasikan dalam konstruksi 
baru berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan yang berimplikasi 
pada pengelolaan keuangan Desa, yaitu melalui penyederhanaan 
mekanisme. Penyederhanaan mekanisme yang dimaksud adalah Pemerintah 
Desa dalam kaitannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa cukup membuat dokumen 
sederhana dengan substansi yang sama dengan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Lalu untuk 
pengadministrasian yang kompleks dilakukan oleh pemerintah supradesa. 
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Permasalahan lain yang harus dicermati adalah titik tekan dari 
pengelolaan keuangan Desa adalah Dana Desa. Dana Desa tidak disebutkan 
secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini hanya 
disebutkan dengan pendapatan Desa yang bersumber dari alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Padahal, ketentuan tentang Dana Desa 
merupakan salah satu sistem dari keuangan Desa. Dalam istilah Rudolf von 
Jhering, filsuf hukum, Dana Desa berkedudukan sebagai pengertian yuridis 
berbasis kepentingan desa (interessenjuriprudenz), bukan sebaliknya, 
sebagai pengertian yuridis yang hampa dari kepentingan politik rekognisi 
desa. Sejak 2014, Pemerintah menafsirkan norma Dana Desa dalam 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sistem 
kebijakan eksklusif yang dipositivisasi ke dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. Implikasinya, sistem kebijakan Dana Desa 
terposisikan aktif ke dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan 
tertunda (differance) sebagai bagian keuangan Desa. 
Kedudukan Dana Desa yang demikian tersebut bukanlah kedudukan 
yang ideal karena kebijakan Dana Desa terposisikan aktif ke dalam sistem 
pengelolaan keuangan daerah dan tertunda (differance) sebagai bagian 
keuangan Desa. Selain itu, aparatur supradesa menjadi dominan dalam 
mengatur desa. Padahal, pada hakikatnya spirit Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa bahwa Dana Desa merupakan bagian dari hak dan 
kewajiban desa. Sehingga dalam kontruksi yang ideal transfer dari rekening 
pusat secara in transito memerlukan perubahan pengaturan agar kebijakan 
agar penyaluran Dana Desa tidak terkunci di Anggaran dan Pendapatan 
Belanja Daerah, tetapi cukup tercatat dan transfer langsung dari rekening 
pusat ke rekening Desa. Pada titik inilah keputusan penyaluran Dana Desa 
dua tahap sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
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Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa akan lebih 
memberikan rasa keadilan bagi Desa. 
Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap 
pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: a. tahap I pada bulan April 
sebesar 40% (empat puluh per seratus); b. tahap II pada bulan Agustus 
sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan c. tahap III pada bulan Oktober 
sebesar 20% (dua puluh per seratus).  Ketentuan ini diubah melalui Pasal 16 
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bahwa 
penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun berjalan.  
Sehingga tidak ada ketentuan detail jumlah tahapan yang dilakukan. 
Secara teknis ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara ini diatur melalui Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor: 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, 
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa bahwa  
penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 
berikut: a. tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan 
b. tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Dengan 
adanya perubahan ini diharapkan Pemerintah Desa akan lebih mudah dalam 
pengelolaan keuangan Desa karena Dana Desa hanya dialokasikan dalam 
dua tahap. Perubahan regulasi tentang pentahapan alokasi Dana Desa ini 
merupakan bentuk cerminan bahwa regulasi yang diberlakukan pada 
awalnya tidak ideal dan berproses menuju keidealan. Kondisi ini akan lebih 
sempurna jika didukung dengan teknis perencanaan dan pengelolaan 
Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa secara sederhana sesuai dengan 
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kondisi yang ada, yaitu ada ketidakmerataan kemampuan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa. 
Permasalahan ini disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Pemerintah, dalam hal ini Presiden sama-sama berkepentingan menjadikan 
Undang-Undang Desa sebagai komoditas politik untuk meraih simpati 
rakyat dalam pemenangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden. 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah “seakan lupa” bahwa fungsi 
legilasi nasional sangat penting dalam rangka pembentukan hukum yang 
menjadi jalan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain 
terkesan lalai dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Pemerintah juga terkesan kurang hati-hati dan 
cermat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 182  Sehingga 
substansi teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa kurang 
diperhatikan lebih lanjut, implikasinya lahirlah ketentuan yang menyandera 
pelaksanaan otonomi Desa tersebut. 
2. Pemberdayaan Camat  
Keberadaan Kecamatan dalam sistem pemerintahan di Negara 
Republik Indonesia sudah cukup lama, bahkan lebih tua dari usia Negara 
Republik Indonesia. Kecamatan baik sebagai sebuah entitas maupun sebagai 
sebuah organisasi telah mengalami pasang naik dan pasang surut dalam 
menjalankan perannya sebagai agen kekuasaan maupun dalam rangka 
melayani masyarakat. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Kecamatan  
disebut sebagai onderdistric, mempunyai tugas membantu Kepala Distrik 
(Wedana) untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan aturan. Kepala 
Onder Distric juga berkedudukan sebagai Jaksa Pembantu yang diberi tugas 
untuk melaksanakan penyidikan berbagai pelanggaran hukum tertentu. Pada 
masa kemerdekaan, peran Wedana mengalami pasang surut, kemudian 
                                                          
182  Otong Rosadi, “Hukum Kodrat, Pancasila dan Asas Hukum dalam Pembentukan 
Hukum di Indonesia”, artikel dalam Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 3, No. 3, September 2010, hlm. 
277. 
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justru dihapus. Perannya diambil alih dan digantikan oleh Camat sebagai 
kepala pemerintahan.183 
Ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berlaku, kedudukan 
kecamatan sebagai wilayah administratif pemerintahan dalam rangka 
pelaksanaan asas dekonsentrasi serta Camat sebagai kepala wilayah tampak 
begitu masif. Hal ini sejalan dengan dengan sistem pemerintahan yang 
bersifat sentralistik represif, sehingga pemerintah pusat memerlukan 
kepanjangtanganan sampai ke unit yang terbawah. Kedudukan Presiden 
sebagai satu-satunya mandaris Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian 
memunculkan devariasinya berupa kepala wilayah sebagai penguasa tunggal 
di bidang pemerintahan di wilayah administratif. Sebagai penguasa tunggal 
di bidang pemerintahan, kepala wilayah menjadi koordinator forum 
komunikasi pimpinan daerah yang disebut Musyawarah Pimpinan Daerah 
(Muspida). Di tingkat Kecamatan, Camat sebagai kepala wilayah, 
berkedudukan pula sebagai koordinator Musyawarah Pimpinan Kecamatan 
(Muspika). Posisi Camat sebagai koordinator Musyawarah Pimpinan 
Kecamatan (Muspika). Posisi camat sebagai koordinator diperkuat melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi 
Pemerintah di Daerah.184 
Sebagai institusi pelaksana asas dekosentrasi, Camat menjadi 
pengawal berjalannya program-program pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan yang ada di Kecamatan. Camat sebagai kepala wilayah 
Kecamatan ikut bertanggung jawab terhadap berbagai program inpres yang 
ada di wilayahnya, seperti Inpres Bantuan Desa, Inpres Kesehatan, Inpres 
Pendidikan, dan lain sebagainya. Melalui cara demikian, pengendalian 
program dan proyek dari pusat sampai ke bawah terjalin dengan rapi dan 
dalam satu garis komando. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan 
urusan residual yang menjadi kewenangan pemerintah pusat juga ditangani 
                                                          
183  Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, dan M Fahrurozi, Perkembangan Organisasi 
Kecamatan dari Masa ke Masa, Penerbit Fokusmedia bekerjasama dengan Lembaga Kajian 
Manajemen Pemerintahan Daerah, Bandung, 2009, hlm. 200. 
184 Ibid. 
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oleh Camat, untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan. 
Urusan residual adalah urusan-urusan sisa yang tidak masuk ke dalam 
urusan instansi vertikal di daerah maupun dinas daerah.185 
Setelah terjadinya reformasi tahun 1998, melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, arus utama 
pelenggaraan pemerintahan yang semula bersifat sentralistik diubah menjadi 
sangat desentralistik. Keberadaan instansi vertikal di daerah sangat dibatasi 
hanya untuk kewenangan mutlak yang ditangani oleh Pemerintah Pusat. 
Keberadaan wilayah administrasi pemerintahan berupa Kabupaten, 
Kotamadya, Kota Administratif serta Kecamatan dengan masing-masing 
kepala wilayahnya juga mengalami perubahan mendasar. Fungsi ganda 
kepala daerah yang juga kepala wilayah hanya diadakan di tingkat provinsi, 
sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota hanya berfungsi sebagai Kepala 
Daerah.186 
Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah, pelaksanaan asas dekonsentrasi dititikberatkan pada 
tingkat Provinsi, sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan 
hanya ada instansi vertikal yang menjalankan kewenangan mutlak 
pemerintah pusat meliputi: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, 
yustisi, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan strategis lainnya yang 
berskala nasional. Sebaliknya di tingkat Kabupaten/Kota lebih banyak 
menjalankan asas desentralisasi. Salah satu konsekuensi logis dari 
perubahan arus utama penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah 
perubahan kedudukan kecamatan. Kecamatan yang semula merupakan 
wilayah administrasi pemerintahan berubah menjadi lingkungan kerja 
perangkat daerah (perubahan dari ambs kring menjadi wek kring). Camat 
yang semula adalah kepala wilayah dan merupakan perangkat pemerintah 
pusat di daerah, berubah statusnya menjadi perangkat daerah.187 
                                                          
185 Ibid. 
186 Ibid., hlm. 200-201. 
187 Ibid., hlm. 201. 
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Perubahan kedudukan kecamatan dan status Camat dalam praktiknya 
tidak semudah mengubah kalimat dalam undang-undang. Camat yang 
selama ini sudah dianggap “bapaknya” masyarakat karena diposisikan 
sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, 
menghadapi berbagai dilema, baik dari segi kedudukan organisasional, 
hubungan dengan Pemerintah Desa maupun pengaturan pembiayaannya. 
Kedudukan organisasional Kecamatan tidak diatur secara jelas dan tegas di 
dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 maupun Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, kedudukan 
organisasi kecamatan juga tidak pernah jelas apakah sebagai unsur staf 
(seperti Setda), unsur pelaksana (seperti dinas) ataupun sebagai unsur 
pelaksanaan teknis daerah (seperti badan dan kantor). Padahal kedudukan 
organisasional akan menggambarkan jenis pekerjaan, pembiayaan serta 
mekanisme pertanggungjawabannya.188 
Fungsi utama Pemerintahan Daerah telah bergeser dari promotor 
pembangunan menjadi pelayan masyarakat. Sejalan dengan perubahan 
tersebut, sudah selayaknya apabila Kecamatan juga diposisikan sebagai 
salah satu unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat 
untuk jenis pelayanan sederhana, mudah, cepat serta tidak memerlukan 
persyaratan teknis tinggi. Berkaitan dengan perubahan fungsi pemerintahan 
daerah, Kecamatan sudah sepantasnya dijadikan sebagai pusat pelayanan 
masyarakat (Pusyanmas), untuk pelayanan publik yang sederhana, mudah 
serta tidak memerlukan persyaratan teknis tinggi. Contoh riilnya adalah 
beberapa Kecamatan di Kabupaten Sukabumi ingin bergabung masuk ke 
wilayah Kota Sukabumi karena pelayanan ke ibukota Kabupaten terletak di 
Pelabuhan Ratu dianggap terlalu jauh. Masalah ini sebenarnya dapat diatasi 
apabila pelayanan dasar masyarakat dapat didelegasikan kepada Camat, 
sehingga memenuhi asas pelayanan mendekati konsumen (close to the 
                                                          
188 Ibid. 
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customers). Ada beberapa keuntungan apabila kecamatan dapat dijadikan 
pusat pelayanan masyarakat antara lain:189 
a. pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan merata, sehingga 
diharapkan dapat mengurangi hasrat pembentukan daerah otonom baru 
karena alasan ketidakmerataan pembangunan dan pelayanan publik; 
b. akan mengurangi jumlah unit-unit pelayanan berupa cabang dinas dan 
UPTD sebagai kepanjang tangan dari dinas di tingkat Kecamatan, 
sehingga dapat dilakukan penghematan; 
c. ada pembagian tanggung jawab pembinaan wilayah beserta isinya 
berdasarkan klaster Kecamatan yang cakupannya lebih terbatas 
dibanding Kabupaten/Kota, sehingga akan lebih terjangkau dan terpantau 
secara efektif; dan 
d. Bupati/Walikota akan dapat memusatkan perhatiannya untuk mengurus 
hal-hal yang berskala Kabupaten/Kota, karena hal-hal yang berskala 
Kecamatan sudah ditangani oleh Camat. 
 
Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan atau yang 
disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah Kabupaten/Kota yang 
dipimpin oleh Camat. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Daerah 
Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Lalu, dalam Pasal 224 ayat (1) 
mengatur bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang 
disebut Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. 
Pasal 225 ayat (1) mengatur bahwa Camat mempunyai tugas: (a) 
menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; (b) mengoordinasikan 
kegiatan pemberdayaan masyarakat; (c) mengoordinasikan upya 
                                                          
189 Ibid., hlm. 202. 
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penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; (d) mengoordinasikan 
penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; (e) mengoordinasikan 
pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; (f) mengoordinasikan 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di 
Kecamatan; (g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa 
dan/atau Kelurahan; (h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 
perangkat daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan; dan (i) 
Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Selain itu, Pasal 226 ayat (1) mengatur bahwa selain 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), 
Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota 
untuk melaksanakan sebagaian urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Lalu, Pasal 226 ayat (2) mengatur 
bahwa pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai 
dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada 
Kecamatan bersangkutan. 
Sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan, penyempurnaan 
mengenai kedudukan Kecamatan dan organisasi pemerintahannya akan 
sangat tergantung pada perubahan subsistem lainnya. Dengan kondisi yang 
ada sebagimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, di mana desa tetap dipertahankan melalui otonomi bersifat 
tradisional yang diakui oleh Pemerintah Pusat, maka eksistensi Kecamatan 
dapat diperkuat menjadi pusat pelayanan pengelolaan keuangan Desa. 
Dalam artian tahapan-tahapan teknis administratif pengelolaan keuangan 
Desa yang harus melewati 5 (lima) tahap yang selama ini menjadi 
kewenangan Desa dilimpahkan ke Kecamatan untuk bagian-bagian yang 
sifatnya teknis, birokratis, dan administratif utamanya yang berkaitan 
dengan penyusunan dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan, 
dokumen pentausahaan perbulan, laporan realisasi, dan laporan 
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pertanggungjawaban. Pemerintah Desa untuk menjaga eksistensi otonomi 
desa yang dimilikinya hanya diberikan tugas/wewenang untuk merancang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan laporan realisasi anggaran 
secara sederhana, lalu untuk kelengkapan formil dalam setiap tahapan 
dilakukan oleh Kecamatan.  
Sehubungan dengan adanya wewenang, tugas, dan kewajiban Camat 
menjadi besar dan luas dalam menyelenggarakan pemerintahan. Sehingga 
perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis 
administratif/manajerial Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilakukan 
melalui bimbingan teknis oleh Pemerintah beserta Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan agar sistem 
pengelolaan keuangan Desa yang dilakukan dapat berjalan secara 
berkesinambungan, tanpa adanya hambatan-hambatan teknis yang 
menyebabkan kegagalan dalam pengelolaan keuangan Desa.190 
3. Implikasi kepada Peraturan Perundang-Undangan 
Konstruksi politik hukum ideal hubungan kewenangan antara 
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa, 
yang peneliti usulkan berimplikasi kepada peraturan perundang-undangan, 
yaitu terjadinya tumpang tindih antara beberapa peraturan perundang-
undangan, yang meliputi: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
                                                          
190  Sajogyo dan Pudjiwati Sajogyo, Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan Jilid 2, 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 141. 
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Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. 
Langkah yang diambil untuk mengatasi tumpang-tindih peraturan 
perundang-undangan tersebut adalah melalui harmonisasi dan sinkronisasi 
substansi peraturan perundang-undangan dengan perspektif baru, yaitu 
sebelumnya yang menempatkan Desa sebagai titik tekan segala aktivitas 
pengelolaan keuangan Desa mulai yang sifatnya baku hingga teknis, untuk 
lebih disederhakan tanpa mengurangi makna otonomi Desa. Dalam artian 
mengalihkan segala tugas yang dibebankan kepada Desa yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas-tugas formil atau teknis. Sehingga Desa hanya 
cukup menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan 
realisasi secara sederhana, untuk laporan teknis yang detail dilimpahkan 
kepada Kecamatan. 
Adapun peran Kabupaten/Kota perlu dipertajam, yaitu berkaitan 
dengan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bukan lagi 
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain tetapi 
diatur “disampaikan kepada Bupati/Walikota”. Hal ini ditempuh dalam 
rangka mewujudkan kepastian hukum, karena dalam formulasi yang 
diusulkan peneliti, Camat merupakan salah satu pihak dalam pengelolaan 
keuangan Desa dan berkedudukan bukan hanya sebagai “pembantu” 
Bupati/Walikota. Dengan adanya penyampaian laporan realisasi dan laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa yang secara teknis dilakukan oleh Camat kepada 
Bupati/Walikota, maka akan terwujud pertanggungjawaban Camat kepada 
Bupati/Walikota bukan hanya administratif, namun juga substantif. 
Selain itu, dalam konteks regulasi pelaksanaan, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu disatukan 
dalam satu naskah Peraturan Pemerintah untuk mewujudkan keteritegrasian 
regulasi pelaksanaan.  
Sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang 
berhubungan dengan regulasi ini, salah satunya yang vital adalah 
Pemerintah Desa utamanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa. 
Keterintegrasian Peraturan Pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk menunjukan 
bahwa regulasi ini merupakan lex specialis dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam konteks keuangan Desa. 
Peraturan Pemerintah yang dikonstruksikan ideal sebagaimana 
dipaparkan di atas sekaligus harus mengakomodasi perubahan fundamental 
atas seluruh Peraturan Pemerintah pelaksana Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa yang bersifat rekonigtif atas kewenangan Desa 
secara holistik, terutama pada kedudukan kewenangan Desa terhadap 
aparatus supradesa dalam konteks ini, yaitu Kecamatan yang merupakan 
salah satu organ dari Kabupaten/Kota yang dapat dioptimalkan dalam 
pengadministrasian keuangan Desa secara lengkap.  
Sebagai gambaran, pada tahun 2015 penyerapan Dana Desa di 
seluruh wilayah Negara Republik Indonesia tergolong rendah. Salah satu 
daerah dengan kucuran Dana Desa terbanyak, yaitu Provinsi Jawa Tengah, 
penyerapan Dana Desa hingga bulan Oktober 2015 baru 56,98 % (lima 
puluh enam koma sembilan puluh delapan per seratus) atau sekitar 1,27 
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(satu koma dua puluh tujuh) triliyun dari 2,22 (dua koma dua puluh dua) 
triliyun. Penyebab rendahnya penyerapan Dana Desa adalah prosedur yang 
rumit dalam pencairan Dana Desa serta perasaan takut dari Kepala Desa dan 
Perangkat Desa untuk mengajukan anggaran, karena belum adanya 
kemampuan untuk mengelola anggaran yang relatif banyak.191 
Berkaitan dengan percepatan pengalokasian dan penyerapan Dana 
Desa yang merupakan bagian yang penting dari keuangan Desa, beberapa 
Menteri terkait pernah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 
959/KMK.07.2015/Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, 
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Keputusan Bersama 
ini berisi langkah-langkah taktis supervisi percepatan pengalokasian dan 
penyerapan anggaran. Terdapat 2 (dua) poin penting yaitu: dalam keputusan 
kesatu huruf h menyatakan bahwa dalam hal Bupati/Walikota belum 
menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota segera memerintahkan 
Kepala Desa menggunakan Dana Desa Tahun 2015 dengan berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa dan dalam huruf i menyatakan bahwa 
Bupati/Walikota yang belum menetapkan Peraturan Bupati/Walikota 
tentang Tata Cara Pengadaan barang/jasa di desa, segera mempercepat 
penetapan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. 
Kedua hal yang menjadi poin penting dari Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 
                                                          
191  Fitra: Penyerapan Dana Desa di Jawa Tengah Baru 56,98%, terdapat dalam 
http://semarang. bisnis.com/read/20151117/4/83038/fitra- penyerapan-dana-desa-di-jawa-tengah-
baru-5698, diakses pada tanggal 1 Desember 2016, Pukul 08.00 WIB. 
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959/KMK.07.2015/Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, 
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 merupakan wujud 
bahwa ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa sulit dijalankan, sehingga 
diperlukan terobosan hukum baru untuk menanggulangi kesulitan itu. 
Terobosan itu adalah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 959/KMK.07.2015/Nomor: 49 
Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015. Namun, sayangnya istilah Keputusan Bersama 
tidak dikenal dalam Pasal 7 ayat (1)192  dan Pasal 8 ayat (1)193  Undang-
Undang Nomor  12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Keputusan Bersama jika merujuk pada Keputusan Bersama 
Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 
959/KMK.07.2015/Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, 
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, bukan merupakan 
peraturan yang bersifat mengatur (regeling) tetapi lebih bersifat beschiking, 
walaupun isinya bersifat mengatur. Menurut peneliti Keputusan Bersama ini 
sifatnya adalah himbauan sekaligus penegasan kepada sejumlah pihak yang 
disebutkan di dalamnya, yaitu: Bupati/Walikota dan Pemerintah Desa. 
                                                          
192  Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan berbunyi : “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan 
terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan 
Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota”. 
193  Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan berbunyi : “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, 
Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau 
Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang 
setingkat”. 
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Selanjutnya, formulasi seperti Keputusan Bersama Menteri Dalam 
Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor: 900/5356/SJ Nomor: 
959/KMK.07.2015/Nomor: 49 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyaluran, 
Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 tidak boleh terjadi 
kembali dengan adanya konstruksi ideal politik hukum hubungan 
kewenangan antara Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa dalam 
pengelolaan keuangan Desa. Karena dalam konstruksi politik hukum yang 
menjadi temuan peneliti ini Desa tidak akan dibebani kewajiban untuk 
melaksanakan hal-hal teknis, birokratis, dan administratif yang detail dalam 
hubungannya dengan pengelolaan keuangan Desa karena ada optimalisasi 
peran dan tugas Kecamatan. Selain itu, Kabupaten/Kota juga tidak dibebani 
dengan serangkaian tugas penyusunan petunjuk teknis terkait alokasi 
Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa). Karena Dana Desa 
yang masuk dalam Rekening Kas Umum Daerah hanya bersifat pencatatan 
selanjutnya langsung diserahkan ke Desa melalui Rekening Kas Desa. 
Pelaksanaan konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan 
antara Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan 
Desa yang diusulkan peneliti, peran Pemerintah Pusat dalam pembinaan dan 
pengawasan pengelolaan keuangan Desa sangat diperlukan, hal ini dalam 
rangka untuk menjamin eksistensi pelaksanaan otonomi Desa atau yang 
sering disebut dengan konsep “Republik Desa”.  
Konsep “Republik Desa” yang sesungguhnya adalah terwujud 
dengan adanya struktur Desa yang diperintah oleh rakyat atau masyarakat 
Desa secara kekeluargaan dan kegotongroyongan. Upaya minimal untuk 
mempertahankan adanya “Republik Desa” adalah dengan mengembalikan 
struktur, susunan dan kedudukan Desa pada keaslian berdasarkan kulturnya 
atau kearifan adat yang selalu menyelubungi masyarakat Desa yang disebut 
juga sebagai living law masyarakat Desa berdasarkan adat istiadatnya.194 
Historically, the village is a forerunner to the formation of the political 
                                                          
194 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, op.cit., hlm. 8-9. 
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society and government in Indonesia, long before the state and the nation 
was formed. The village is an autonomous institution with tradition, 
customs, has own law and so is relatively self-contained (Secara historis, 
Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan 
pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara dan bangsa dibentuk. Desa 
ini merupakan lembaga otonom dengan tradisi, pabean, telah memiliki 
hukum dan relatif mandiri).195 
Aristoteles juga pernah berpendapat bahwa negara adalah 
persekutuan daripada keluarga dan Desa guna memperoleh hidup yang 
sebaik-baiknya. Negara ini diawali dari manusia, manusia itu kemudian 
membentuk keluarga, masing-masing keluarga itu bersatu dan membentuk 
Desa, Desa-Desa yang ditinggali keluarga kemudian membentuk negara 
atau polis, dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. 
Dari pendapat Aristoteles ini dapat diberi makna bahwa jangankan hanya 
dilekatkan pada istilah “republik”, istilah “Desa” pun dapat dilekatkan pada 
istilah “negara”, karena “Desa” telah menjadi pilar utama dalam kajian-
kajian tentang cikal bakal atau asal mula negara.196 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
195  Andress Deny Bakarbessy, “The Position of The Village in The Terms of The 
Constitutional Construction of The Unitary State of The Republic of Indonesia in The 
Implementation of The Regional Autonomy”, International Journal of Advanced Research, Vol. 2, 
Issue. 2, 2014, page. 1226. 
196 Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a, op.cit., hlm. 9-10. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Simpulan 
1. Politik hukum hubungan kewenangan antara Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa menunjukkan bahwa 
Pemerintah Desa memiliki posisi yang sangat vital dan strategis khususnya 
pada penyerapan anggaran. Posisi ini sekaligus memberikan beban berat 
kepada Desa untuk mengurus hal-hal yang sifatnya administratif dalam 
pengelolaan keuangan Desa. 
2. Konstruksi ideal politik hukum hubungan kewenangan Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan Desa adalah melimpahkan 
kewenangan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya 
administratif kepada Kecamatan. Sehingga Pemerintah Desa cukup 
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta laporan realisasi 
anggaran secara sederhana, yang selanjutnya secara detail dan teknis 
administratif diselesaikan oleh Kecamatan. 
 
B. Implikasi 
1. Jika Pemerintah Desa disibukkan dengan hal-hal yang bersifat administratif 
dalam pengelolaan keuangan Desa, maka berimplikasi mengebiri 
pelaksanaan otonomi Desa. Padahal otonomi Desa merupakan jalan 
perubahan Desa yang bersendikan pada kemandirian Desa.  
2. Jika kewenangan untuk mengurus hal-hal yang bersifat administratif dalam 
pengelolaan keuangan Desa dilimpahkan ke Kecamatan, maka berimplikasi 
pada optimalisasi kinerja Camat beserta aparaturnya di Kecamatan. Camat 
tidak lagi hanya berperan sebagai alter ego dari Bupati/Walikota, tetapi 
memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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C. Saran 
1. Seyogianya pemerintah supradesa rutin melakukan pembinaan dan 
pendampingan terhadap Pemerintah Desa dalam rangka mengoptimalkan 
serapan belanja Desa sebagai bentuk hubungan kewenangan dalam 
pengelolaan keuangan Desa.   
2. Seyogianya untuk menunjang kewenangan Kecamatan dalam melaksanakan 
kewenangan mengurus hal-hal yang bersifat administratif dalam 
pengelolaan keuangan Desa dilakukan peningkatan kapasitas aparatur 
Kecamatan secara intensif dan menyeluruh, sinergitas antar stakeholders 
terkait untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, dan revisi 
peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Desa. 
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